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PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wh.

Syukur Alhamdulillah saya sampaikan ke hadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga tulisan ini dapat
diselesaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan
kepada Rasulullah SAW yang begitu besar jasanya dalam pembinaan dan
pembaruan ummat.

Buku yang berjudul "Dinamika Pesantren Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama: Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi” ini edisi
kedua, sebelumnya edisi pertama diterbangkan oleh Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo Press tahun 2012. Buku ini disusun sebagai
referensi para mahasiswa dalam menempuh mata kuliah
“Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Sosial”, "Sosiologi Pendidikan”,
"Sosiologi Pendidikan Islam”, Metodologi Penelitian Kualitatif, dan
berbagai mata kuliah ilmu pendidikan dan sosial lainnya. Juga bahan
bacaan para akademisi dan praktisi pendidikan Islam. Maksud penyusun
adalah sebagai bahan kajian, pembuka wawasan dan pembanding dalam
mempelajari literatur dan berbagai masalah sosial dan budaya
masyarakat, terutama pesantren yang memang terus berkembang. Buku
ini merupakan hasil penelitian tahun 2010-2011 dan perkembangannya
terus kami amati hingga sekarang, subjek penelitiannya pada pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Jawa Timur, tepatnya di kecamatan Paciran dan
Solokuro kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan judulnya, buku ini secara teoritis mengungkapkan
beberapa teori tentang dinamika sosial, teori ”strukturasi” Antony
Giddens, teori "the third way” Giddens, teori "Hegemoni Antonio Gramci
dan "Tindakan Represif’ Louis Althusser, teori makna, serta dinamika
pesantren dalam perspektif teori "strukturasi Anthony Giddens, "the
third way” Giddens, "Hegemoni” Antonio Graamci dan “Tindakan
Represif” Louis Althusser. Kajian teoritis ini dimaksudkan untuk
membuka wawasan dalam mengkaji dinamika yang sedang berlangsung
di pesantren, tidak dimaksudan untuk diujikan. Kajian terkini, buku ini
secara faktual mengungkapkan temuan-temuan dinamika pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sedang berlangsung di
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kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan,
Jawa Timur. Terutama terkait pada aspek dinamika sosial, ideologi dan
ekonomi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya dinamika pesantren,
serta pemaknaan elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap
dinamika tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan
pendekatan fenomelologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Schutz
dan Peter L. Berger. Dari hasil penelitian membuktikan, bahwa:
Pertama, sejak masa reformasi hingga sekarang, di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan terjadi dinamika sosial,
ideologi dan ekonomi pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,
terutama kelembagaan dan ekonomi pesantren. Kedua, faktor eksternal
terutama kebijakan pemerintah tentang reformasi pendidikan dan
kehadiran para pemilik kapital sekitar pesantren memang memiliki
konstribusi bagi terjadinya dinamika ideologi atau kelembagaan dan
ekonomi pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan
pesisir dan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan, namun yang
paling dominan adalah faktor internal, yakni figur kiai yang bersinergi
dengan para ahli di Yayasan Pesantren.

Dalam hal ini ada kiai yang hanya mengambil satu jalan ideologis,
namun ada pula kiai yang menggunakan jalan ketiga, yakni antara
ideologis dengan realistis (kemaslahatan ummat). Ketiga, ternyata para
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga bervariasi dalam
memaknakan dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan.
Manyoritas memaknakan positif secara edukatif dan ideologis, serta
tidak sepenuhnya menguntungkan secara ekonomi, ada yang
memaknakan positif secara edukatif, ideologis maupun ekonomi, namun
ada pula yang memaknakan negatif baik secara edukatif, ideologis
maupun ekonomi. Terdinya persamaan atau justru perbedaan
pemakanaan tersebut lebih karena motif organisasi daripada pribadi.

Implikasi secara teoritis, temuan ini mencabar sekaligus
menyempurnakan teori Strukturasi (interaksi agen dengan struktur
saling mempengaruhi, saling menentukan ) dan teori "The Third Way”
Giddens (interaksi agen dengan struktur internal dan eksternal, Giddens
hanya menyebut interaksi agen dengan struktur internal), menolak teori
Hegemoni Gramci dan teori "Cuercy” Louis Althusser, serta menemukan
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penyempurnaan perpaduan teori fenomenologi Alfred Schutz dan Peter
L. Berger. Yang dicabar dan diperpadukan dari teori fenomenologi:
individu memang kritis dan problematik (Peter L. Berger), individu tidak
bisa dilepaskan dari posisi di mana individu berada, ruang dan waktu
(Alfred Schutz). Penyempurnaannya, yang lebih penting lagi adalah
kemauan, kemampuan dan peluang sangat menentukan pemaknahan
seseorang.

Dalam hal ini, dinamika sosial -yakni kelembagaan-, ideologi, dan
ekonomi pesantren terjadi karena kiai sebagai aktor yang bersinergi
dengan para ahli di Yayasan Pesantren secara aktif melakukan reformasi
kelembagaan pesantren secara berkelanjutan seiring dengan
perubahan-perubahan  kebijakan  pemerintah  terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan dan perubahan kawasan sekitar pesantren,
serta kecenderungan kebutuhan masyarakat masa itu dan masa depan.

Karena itulah ada pesantren yang tetap mempertahankan ciri khas
kepesantrenan (Diniyah), namun ada juga yang melakukan reformasi
menjadi “keperguruan”. Dilihat dari keterikatannya dengan organisasi
Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, ada yang bertipe pesantren
“persyarikatan” atau “jamiyah”, pesantren “penyangga”, pesantren
“penyumbang” dan ada pula pesantren “penganut”. Empat tipe tersebut
dimiliki oleh Muhammadiyah, sedangkan NU hanya memiliki tipe
pesantren “penyumbang” dan “penganut’. Perbedaan tersebut terjadi
karena berbedaan konteks sejarah berdirinya pesantren di Indonesia.
Bahwa pesantren di Muhammadiyah merupakan amal wusaha
Muhammadiyah, sedangkan pesantren di Nahdlatul Ulama merupakan
amal usaha masing-masing kiai secara pribadi.

Temuan tipologi pesantren tersebut bisa digunakan untuk
menjeneralisasikan secara secara umum, dimanapun pesantren berada,
sepanjang melihatnya dari sisi hubungan pesantren dengan
Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Akhirnya, perkenankanlah saya
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah
Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. H. Fasichull Lisan
(mantan Rektor Universitas Airlangga), Prof. H. Achmad Jainuri, MA. Ph.D.
(mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), Prof. Dr. Sri Hajati, SH,,
MS, (mantan Direktur Pascasarjana Unair), Prof. Dr. L. Dyson, MA (almarhum,
mantan Ketua Program Studi [lmu Sosial Program Doktor Pascasarjana
Universitas Airlangga), atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam
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proses pendidikan dan penelitian sekaligus berkenan memberikan bimbingan
dan masukan-masukan yang berharga dalam tulisan ini.

Prof. H. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D., (guru besar Unair dan
mantan Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktur
Jenderal Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Kemeterian
Pendidikan dan Kebudayaan), Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, MA, (guru besar
IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan mantan
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan
Peradaban/UKP-DKAAP 2018-2019) yang dengan penuh perhatian telah
memberikan dorongan, bimbingan, dan masukan terhadap buku ini
sehingga bisa diselesaikan. Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
(almarhum), Prof. Dr. H. Imam Bawani, Drs.,MA., Prof. Dr. IB. Wirawan,
Drs., SU.

Prof. Dr. H. Mustain, Drs., MA., Prof. Dr. H. Zainudin Maliki, Drs.,
M.Si., Dr. Subagio Adam, Drs., M.S., dan Dr. Siti Aminah, Dra., MA.; Prof.
Dr. Rochiman Sasmita, drh., MS., MM.,, Prof. Dr. Suryanto, Drs., M.Si., Dr.
Winifred LW., Dr. L.B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum., Dr. Budi Prasetyo,
Drs., M.Si., dan Dr. Abdus Shomad, Drs., SH., MH., Prof. Dr. Ayu Sutarto, MA,
Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA, Prof. Dr. Hotman Siahaan, M.A, Dr. Daniel
Sparingga, dan Prof. Dr. Armada Rianto yang telah memberikan ilmu dan
masukan sehingga dapat mendukung kesempurnaan buku ini. Juga Ida Nurul
Chasanah, S.Si, M.Hum, Anik Juwariyah, Dra, M.Si, Prof, Dr. Moetmainah
Prajitno, drg, SpkG yang bersedia memberikan masukan demi kesempurnaan
buku ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Pimpinan Cabang
Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Paciran dan Solokuro beserta seluruh Pimpinan Ranting Muhammadiyah di
Kecamatan Paciran dan Solokuro, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
Paciran dan Solokuro beserta Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama di lingkungan
Paciran dan Solokuro, para kiai, warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di
Kecamatan Paciran dan Solokuro yang dengan terbuka telah memberikan
tanggapan dan informasi sangat berarti; Ayah H.M. Adelan dan Ibunda
Djuwarning (almarhum), mertua H. Asfan (almarhum) dan Hj. Kasti
(almarhum), istriku Nur Chasanah, S.Ag. beserta buah hatiku Relisa Nuris Shifa
dan Ghazwu Fikril Haq yang dengan penuh kesetiaan selalu memberikan
dorongan amat berarti; teman-teman Pascasarjana Unair Program Doktor
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Program Studi IImu Sosial angkatan 2008, serta semua pihak yang membantu
dalam penyelesaian buku ini.

Mudah-mudahan jasa beliau menjadi amal shaleh dan diterima di sisi
Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak amat kami
dambakan. Mohon maaf bila ada khilaf, semoga buku ini bermanfaat bagi semua
pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, Agustus 2020.

Penyusun

ISA ANSHORI
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Tujuan Pembelajaran:
Setelah membaca uraian bab ini diharapkan peserta didik
dapat:

1. Menjelaskan latarbelakang pengkajian dinamika pesantren

2. Menemukan fokus masalah, tujuan dan manfaat pengkajian
dinamika pesantren

3. Menggambarkan sistematika penulisan buku Dinamika
Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam
perspektif sosial, ideologi, dan ekonomi
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A. Latar Belakang Masalah

Tulisan dalam buku ini dilatarbelakangi suatu maksud untuk
memahami dinamika pesantren! di perdesaan. Baik di bidang sosial,
ideologi, maupun ekonomi. Pada awal kedatangan Islam? terutama di
masa Walisongo3, serta era penjajahan Belanda, zaman kemerdekan,

1 Kata "dinamika" berasal dari kata dynamic, yang berarti sesuatu yang berhubungan
dengan gerak kemajuan, yakni terjadi pergeseran, perubahan atau perkembangan.
Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, (Jakarta: Moderen
English Press, 1986), 573. Dinamika menunjuk pada keadaan yang berubah-ubah yang
menggambarkan fluktuasi atau pasang surut, sekaligus melukiskan aktivitas dan
sistem sosial yang tidak statis yang bergerak menuju perubahan. Dinamika pesantren
dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang terus berubah yang menggambarkan
pasang surutnya aktivitas, sistem sosial dan kelembagaan pesantren. Dinamika ini
sebagai cerminan dari adanya interaksi yang dinamis antar warga pesantren (kiai,
ustadz, ustadzah, guru,santri, dan pengurus yayasan), juga dengan unsur-unsur di luar
pesantren, yakni perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi pada masyarakat
desa sekitar pesantren, sebagai akibat urbanisasi dan imigrasi kerja masyarakat desa
setempat, adanya kebijakan baru pemerintah tentang pengembangan kawasan
ekonomi di sekitar pesantren dan Reformasi penyelenggaraan pendidikan di
pesantren. Dinamika tidak sama dengan perubahan, bila dinamika dicerminkan
adanya perubahan-perubahan secara fluktuatif (pasang surut), maka perubahan
ditandai oleh perubahan secara kontinyu (berlangsung secara kontinyu). Dinamika
pesantren di Indonesia dapat dibagi menjadi lima periode, yakni periode masa awal

Islam di Indonesia, periode penjajahan, periode kemerdekaan hingga Orde Lama, Orde

Baru dan periode Reformasi sampai sekarang. Namun dalam penelitian ini kami batasi

pada masa Reformasi, yakni saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal

21 Mei 1998 hingga sekarang. Mengingat sejak masa ini terjadinya dinamika politik

nasional —-kaum santri- yang berimbas pada dinamika pesantren di Indonesia.

Menurut Azyumardi Azra, islamisasi di Indonesia mulai terjadi pada abad 12 dan 13

M, dibawa langsung dari Arabiyah oleh para guru dan penyair “profesional’ -yakni

mereka yang secara khusus ingin menyebarkan Islam-, yang mula-mula masuk Islam

adalah para penguasa. Azyumardi Azra, Ulama Timur Tengah dan Kepulauan

Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2004), 12.

3 Terdapat kesepakatan di antara ahli sejarah Islam, bahwa pendiri pesantren pertama
dari kalangan Walisongo, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa dari
mereka yang pertama kali mendirikannya. Ada yang mengganggap bahwa Maulana
Malik Ibrahim (Sunan Gresik) pendiri pesantren pertama, adapula yang menganggap
Raden Rahmat (Sunan Ampel), bahkan ada pula yang menyatakan pendiri pesantren
pertama adalah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Akan tetapi pendapat terkuat

h pendapat pertama (Maulana Malik Ibrahim membangun pemondokan tempat
aphma di Leran, Gresik, dan wafat tahun 1419 M dimakamkan di desa Gapuro

Dinamika Pesantren Muhammadiyah & NU
Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi




Orde Lama hingga Orde Baru, pesantren merupakan bagian dari
masyarakat perdesaan yang tumbuh dan berkembang dari desa. Namun
di masa Reformasi, banyak pesantren yang tidak lagi sepenuhnya
menjadi bagian dari masyarakat perdesaan. Dalam hal ini, terdapat tiga
aspek dinamika pesantren. Yakni, dinamika  sosial, ideologi, dan
ekonomi. Dinamika sosial pesantren merupakan gerak kemajuan sosial
di pesantren. Dimana terjadi pergeseran, perubahan, atau
perkembangan pesantren sebagai institusi pendidikan dan institusi
kemasyarakatan.

Sebagai institusi pendidikan, pesantren mengalami pergeseran-
pergeseran menyangkut kurikulum, jenis pendidikan, dan manajemen
pengelolaan. Sebagai institusi kemasyarakatan, pesantren mengalami
diferensiasi, mobilisasi status, strata dan peran, termasuk pergeseran
nilai, norma, tindakan, dan perilaku masyarakat santri (komunitas dalam
pesantren). Dinamika ideologi pesantren tidak semata-mata hanya
merujuk pada pergeseran simbol yang unik dan terpisah, yang
dipertentangkan dengan sistem-sistem lain sebagai komunitas di luar
pesantren. Melainkan juga pada sesuatu yang berciri ideologis. Yaitu
sesuatu yang dipahami dalam bentuk kemampuan kelompok atau kelas
dominan dalam menghadirkan kepentingan kelompoknya sendiri di
mata kelompok-kelompok lain sebagai kepentingan universal.

Kemampuan (ideologis) semacam itu merupakan satu jenis
sumber daya atau kekuatan yang ikut terlibat dalam atau menopang
dominasi.4 Dinamika ideologi pesantren mewujud dalam bentuk
pergeseran, perubahan, atau perkembangan simbol dan gerakan

Wetan, Gresik). Kebanyakan sarjana bersepakat, Maulana Malik Ibrahim yang pertama
kali mengislamkan wilayah pesisir utara Jawa, dan beberapa kali mencoba membujuk
raja Hindu-Budha Majapahit, Vikramavardhana (berkuasa 788-833/1386-1429 M)
agar masuk Islam. Namun kelihatannya, hanya setelah kedatangan Raden Rahmat,
putra seorang dai Arab di Campa, Islam memperoleh momentum di istana Majapahit.
Raden Rahmat mempunyai peranan menentukan dalam islamisasi di Pulau Jawa dan
karenanya dipandang sebagai pemimpin Wali Songo dengan gelar Sunan Ampel. Di
Ampel, Surabaya dia mendirikan sebuah pusat keilmuan Islam, yakni pesantren. Ibid,
11.

4 Anthony Giddens, Central Problem....., XXi-XXil

4 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si




keagamaan pesantren. Yakni, gerakan islamisasi yang dilakukan
pesantren; termasuk nilai-nilai dan ajaran yang dianut, dijalankan, dan
diperjuangkan oleh pesantren. Sedangkan dinamika ekonomi
merupakan pergeseran, perubahan, atau perkembangan ekonomi
pesantren yang ditandai dengan penampilan fisik pesantren, penyediaan
berbagai fasilitas pesantren, dan mobilisasi status perekonomian
komunitas pesantren yang terdiri dari kiai, ustadz, guru, pegawai, dan
santri.

Dinamika pesantren tersebut terjadi karena adanya modernisasi
ekonomi, reformasi pendidikan, dan terbukanya peluang kerja di luar
negeri. Modernisasi ekonomi di tanah air memang sudah terjadi sejak
masa Orde Baru. Namun, dampaknya sangat terasa terutama sejak masa
Reformasi. Banyak kawasan perdesaan, termasuk yang berdekatan
dengan pesantren, berubah fungsinya dari pertanian menjadi industri
dan jasa.

Reformasi pendidikan sangat terasa ketika ditetapkannya UU No.
2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian
disempurnakan menjadi UU No. 20 tahun 2003 yang memungkinkan
pesantren memperoleh dana dari pemerintah dengan mendirikan
sekolah umum dan kejuruan. Bahkan, kemudian pemerintah mengakui
legalitas ijazah yang dikeluarkan pesantren untuk melanjutkan studi ke
jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS).

Di samping itu, terbukanya lapangan pekerjaan di luar negeri
mendorong masyarakat desa untuk bekerja di luar negeri. Misalnya di
Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Brunai Darussalam, Hong Kong, dan
sebagainya. Mereka memeroleh informasi pekerjaan dari biro jasa
formal maupun nonformal. Para biro jasa tersebut bisa menyakinkan
masyarakat desa yang bersangkutan dengan menjanjikan kesejahteraan
yang lebih baik daripada bekerja sebagai petani. Akibatnya, banyak
masyarakat desa yang bersedia meninggalkan desanya. Sekalipun ada
yang harus menjual sebagian tanahnya untuk membiayai perjalanan ke
luar negeri dan jasa bagi biro tersebut.
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Menghadapi fenomena tersebut, pesantren menempuh jalan
variatif. Ada yang tetap mempertahankan "addin.” Yakni, sebagai tempat
pendidikan agama dan memberikan ketrampilan para santri agar bisa
bekerja mandiri dengan harapan tidak terpengaruh oleh perubahan di
luar pesantren. Namun, ada pula yang mereformasi kelembagaan
pesantren dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan umum dan
kejuruan. Tetapi, tetap berusaha mempertahankan ciri khas
kepesantrenannya.

Dalam hal ini, kiai merupakan pengambil keputusan tertinggi dan
aktor utama terhadap perubahan-perubahan di pesantren. Ada dua
kecenderungan. Yang pertama, pesantren yang dalam perjalanannya
tidak mengalami perkembangan baik kelembagaan maupun sarana-
prasarana karena hanya mengandalkan sumber dana dari pengolahan
lahan pertanian yang ada. Sedangkan pesantren yang mengambil
langkah kedua mengalami perkembangan pesat karena banyak sumber
dana yang bisa diperoleh baik dari pemerintah maupun pemilik kapital.
Di antaranya dengan mendirikan lembaga pendidikan umum dan
kejuruan, serta berbagai fasilitas ekonomi di pesantren. Ini yang
dilakukan sebagian besar pesantren.

Namun demikian, sudah tentu pesantren mampu tetap bertahan,
berkembang, atau justru menurun sangat bergantung dari figur kiai yang
memimpinnya. Hal ini terkait kemampuan me-manage dan melobi
terhadap berbagai pihak. Seperti tokoh masyarakat desa, pemerintah,
pemilik kapital, dan politisi. Inilah yang menjadikan kelembagaan
pesantren ada yang berkembang secara pesat, sehingga terkesan
terpisah dari masayarakat desa setempat. Namun, ada juga yang tidak
mengalami perkembangan secara berarti, tetapi tetap dekat dengan
masyarakat desa setempat.

Kedekatan pesantren dengan masyarakat perdesaan pada era
sebelum Reformasi, terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Terutama
pendidikan dan keagamaan yang diselenggarakan pesantren. Hampir
setiap saat, masyarakat hadir dan mengikuti aktivitas tersebut.
Masyarakat perdesaan juga tercerahkan karena aktivitas pendidikan dan
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keagamaan pesantren. Bahkan, kemudian menumbuhkan gerakan Islam
sekaligus sosial dan ekonomi perdesaan.

Sebagai gerakan Islam, pesantren mampu menanamkan ideologi
Islam kepada para santri, dan menyebarkan ke seluruh lapisan
masyarakat bahkan pejabat negara. Sebagai gerakan sosial, pesantren
mampu menyadarkan dan menggerakkan masyarakat perdesaan dalam
menghadapi berbagai bentuk penindasan sosial, ideologi, dan ekonomi.
Bahkan, menjadikannya lebih berdaya secara sosial, ideologi, maupun
ekonomi. Sedangkan sebagai gerakan ekonomi, pesantren mampu
menyadarkan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi riil perdesaan.
Meliputi pertanian, perikanan, kerajinan, dan perdagangan. Dari
pesantren juga lahir beberapa tokoh gerakan sosial dan ideologi Islam
yang secara tidak langsung juga menggerakkan ekonomi perdesaan.
Seperti Raden Fatah, raja pertama di kerajaan Demak, adalah santri dari
pesantren Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan
Sunan Kudus. Mereka merupakan panglima perang kerajaan Demak dan
generasi awal santri pesantren yang perannya dalam penyebaran agama
Islam sangat besar. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat nama
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Pangeran Diponegoro> di Jawa, Tuanku Imam Bonjol¢é yang bergelar
harimau nan salapan di Sumatera, Teuku Umar dan Teuku Cik Ditiro di
Aceh, dan Syeh Yusuf di Makassar. Kesemuanya berjuang mengorbankan
jiwa dan raga menentang penjajah Belanda. Pada kurun waktu tahun
1900-an, muncul pula nama-nama besar seperti KH. Ahmad Dahlan

5 Pangeran Diponegoro (1785-1855) adalah anak laki-laki tertua dari Sultan
Hamengkubuwono III menggantikan Sultan Sepuh yang diturunkan dari tahta oleh
Daendels tahun 1810. Alasannya karena Sultan menolak mematuhi dekrit ‘upacara
dan etiket’ yang dikeluarkan Daendels untuk menaikkan derajat utusan Belanda
sejajar dengan raja. Ketika Inggris mulai masuk di Jawa tahun 1811, Sultan Sepuh
berusaha lagi merebut kekuasaan. Semula perebutan ini diakui oleh Raffles sebagai
balas jasa Inggris kepada Sultan Sepuh atas bantuannya mengalahkan Belanda di Jawa.
Namun karena keberaniannya kepada Inggris, akhirnya diasingkan ke Penang dan
Hamengkubowono III naik tahta lagi. Tetapi karena ibu Pangeran Diponegoro hanya
selir, maka ia tidak diangkat oleh pemerintah Inggris menjadi putera makhkota. Ia
dibesarkan di luar keraton dan hanya ke keraton kalau ada Gerebeg saja. Sejak umur
enam tahun, ia tingal di desa Tegalrejo bersama nenek bunyutnya Ratu Ageng, istri
Hamengkubowono I. la mendapat pelajaran agama Islam yang luas, meliputi hukum
Islam dan tafsir Al Quran. Di sini, ia banyak melakukan hubungan dengan para guru
agama, santri, dan ulama Yogya. Ketika ayahnya meninggal, Inggris mengangkat
putera mahkota Jarot, adik Diponegoro yang 18 tahun lebih muda, menjadi Sultan
Hamengkubowono IV. Perang Jawa atau dikenal Perang Diponegoro (1825-1830)
semula dipicu oleh penancapan tonggak pembuatan jalan rel kereta api oleh Belanda.
Rel tersebut melewati makam leluhur Diponegoro di daerah Tegalrejo, Jawa Tengah.
Sebab lain, sebagai akumulasi semua permasalahan yang ada, seperti pajak yang tinggi,
campur tangan Belanda dalam urusan istana Yogyakarta. Dalam keraton terjadi
sengketa antar bangsawan, misalnya antara Pangeran Natakusuma dengan putera
Sultan  Sepuh, karena kelemahan pemerintahan Sultan Sepuh (Sultan
Hamengkubuwono II), tidak mampu mengatasi masalah intrakeraton. Sultan Sepuh
memecat para penasehat tua dan mengganti dengan yang muda dan kurang
berpengalaman. Para istri pun bersaing untuk menempatkan anaknya sebagai putera
mahkota. Karena kesulitan ekonomi keraton dimana keranton tidak mampu menggaji
para pangeran dan priyayi yang sudah telanjur bergaya hidup mewah, mereka
menggadaikan berbagai barang, menyewakan tanah lungguh pada orang Cina, dan
perkebunan Belanda. P.M. Laksono, Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan
dan Perdesaan, (Yogyakarta: Kepel Press, 2009), 54-60

6 Perang Padri semula terjadi di Kerajaan Pagaruyung (1803-1837), antara kaum padri
(ulama) yang dipimpin Imam Bonjol dengan kaum adat yang dimpin Sultan Muning
Alamsyah (Raja Pagaruyung). Kemudian, Belanda ikut terlibat di dalamnya membantu
kaum adat sehingga perang meluas. Pemicu awalnya karena kaum padri giat dalam

ajaran Islam.
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selaku pendiri Muhammadiyah?, KH. Hasyim Asyari pendiri Nahdlatul
Ulama8, HOS Cokroaminoto salah satu pendiri Sarikat Islam® dan
sebagainya. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, muncul nama KH.

7 Muhammadiyah didirikan KHA. Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada tanggal
8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912. Organisasi
Muhammadiyah bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan.
http://pwmjatim.org. Sebelum ini, tanggal 17 Juli 1905, di Jakarta berdiri Al-Jamiat al-
Khoiriyah yang menghimpun kaum muslim. Mayoritas keanggotannya keturunan
Arab. Di Solo, pada tanggal 16 Oktober 1905, KH. Samanhudi mendirikan Serikat
Dagang Islam yang kemudian pada tanggal 11 Nopember 1912 berubah menjadi
Serikat Islam.

8 Nahdlatul Ulama didirikan para kiai pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan
31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Berdirinya organisasi ini bermula dari
peristiwa, yakni suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni
mazhab Wahabi di Makkah. Namun, kalangan pesantren yang selama ini membela
keberagaman menolak pembatasan bermazhab. Dengan sikapnya yang berbeda itu,
kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada
tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi
dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Makkah yang akan
mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa K.H. Hasyim
Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan sesepuh NU lainnya melakukan walk out. Akhirnya,
kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz
yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah. Sejak itulah, para kiai sepakat mendirikan
organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) yang dipimpin oleh
K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Pertama kali NU terlibat politik praktis
sewaktu memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan Partai Politik NU tahun 1952.
Kemudian mengikuti pemilu tahun 1955 (memperoleh 45 kursi di DPR dan 91 kursi
di konstituante). NU tampil menjadi partai politik karena kecewa terhadap sikap kaum
reformis yang ada di Masyumi. Tanggal 28 Maret 1962, mendirikan Lembaga Seniman
Budayawan Muslim Indonesia (LESBUMI) dimana H. Jamaludin Malik sebagai ketua
umum. Dan, berakhir sampai tanggal 30 September 1965 karena proses negosiasi
antara kaum seni dengan kaum nahdhiyyin tidak ujung selesai. Para seniman ini yang
menciptakan shalawat badar (cita rasa timur) untuk menghadapi PKI yang
menciptakan nyanyian genjer-genjer (cita rasa Timur yang lain?) yang diciptakan
untuk membangkitkan semangat mengganyang siapa saja yang non-PKI. Choirotun
Chisaan, Lesbumi: Stratagi Politik Kebudayaan, (Yogyakarta: LKIS, 2008),202,211,213.
Tahun 1970-an hingga 1980-an, NU ikut berfusi dengan PPP. Pada pertengahan tahun
80-an, NU keluar dari politik partai dan kembali ke khittah 2006. Hal ini terjadi juga
karena kecewa terhadap kelompok modernis di PPP. Pada masa orde Reformasi,
banyak partai politik yang didirikan oleh tokoh NU. Yakni PKB oleh KH. Abdurrahman
Wachid, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) oleh Abu Hasan, Partai
Kebangkitan Umat (PKU) oleh KH. Yusuf Hasyim, dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU)
oleh KH. Sukron Makmun. Andre Feillard. NU Vis-a-vis Negara. (Yogyakarta: LKIS,
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Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mas Mansyur!®, M. Natsir, KH Wahid
Hasyim!!, dan sebagainya. Pada masa awal Orde Baru, muncul elit

Muhammadiyah!2 seperti Buya Hamka, Faqgih Usman, Prawoto

9

10

11

12

Sarekat Islam (S1) awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan
perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi
di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang
pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-
pedagang besar Timur Asing. R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat
Dagang Islamiah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo mendirikan lagi
organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di Surabaya H.O.S.
Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tjokroaminoto masuk SI
bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak memegang keuangan
surat kabar S, Utusan Hindia. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan
mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI).

KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansyur keduanya merupakan alumni Universitas Al
Azhar , Mesir, kembali dari studi dan menetap di Surabaya tahun 1914. Mendirikan
“Taswirul Afkar”, sebuah kelompok kajian keislaman dan sosial, kemudian “Jam’iyah
Nahdlatul Wathon” tahun 1926 M, tujuannya untuk memperluas dan mempertinggi
mutu pendidikan madrasah. Dari organisasi inilah kemudian berdiri madrasah
“Subhanul Wathon” di kampung Kawatan Gg IV Surabaya. Karena orientasi pemikiran
yang berbeda, akhirnya KH. Mas Mansyur memisahkan diri dari “Nahdlatul Wathon”
dan mendirikan langgar “Khisbul Wathon” (Persatuan umat Khis Al Wathon), sebagai
pusat pengkajian Islam secara modern. KH. Abdul Wahab Hasbullah akhirnya aktif di
Nahdlatul Ulama’ (ketua Rais Aam Syuriah PB NU tahun 1947-1971) sedangkan KH.
Mas Mansyur aktif di Muhammadiyah (ketua PP Muhammadiyah tahun 1936-1942).
Imam Bawani, Isa Anshori, Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991), hal. 148-149. Kedua tokoh ini juga pendiri Majelis
Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tanggal 21 September 1937, dan berhasil
menyelenggarakan kongres Islam pertama di Surabaya pada tanggal 26 Pebruari-1
Maret 1938. Kemudian pada bulan Oktober 1943, MIAI berganti nama menjadi Majelis
Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Yakni ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), sebuah badan federasi NU,
Muhammadiyah, PSI], PII, Al-Irsyad, dan Persis sejak tahun 1939. Presidium Kongres
Rakyat Indonesia (Korindo), sebuah proyek perjuangan bersama Gabungan Partai
Politik Indonesia (GAPI). Hampir seluruh kota-kota di pulau Jawa mereka singgahi
selama zaman pendudukan militer Jepang dan zaman revolusi fisik (1945-1949), baik

untuk urusan politik maupun pertahanan Tanah Air selama perang kemerdekaan. KH
A. Wahid Hasyim wafat pada tanggal 19 April 1953 dalam usia 39 tahun. Wafat ketika
sedang malakukan tugas selaku Ketua Umum Pengurus Besar NU (partai politik yang
berusia 2 tahun setelah memisahkan diri dari partai Masyumi).

Pada permulaan Orde Baru, Muhammadiyah memiliki kecenderungan politik yang
kuat. Ditandai dengan usaha para elitenya memperjuangkan agar Muhammadjggah
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Mangkusasmito, dan lain-lain. Pada masa akhir Orde Baru, terdapat KH.
Abdurrahman Wachid (NU), Amin Rais (Muhammadiyah), dan
Nurcholish Madjid (alumni HMI!3). Tiga tokoh ini menjadi lokomotif
lahirnya reformasi politik!4 yang kemudian berimplikasi pada reformasi

pemerintah, pada tanggal 5 Januari 1966, yakni Muhammadiyah diakui sebagai
organisasi yang mempunyai fungsi politik praktis, Muhammadiyah sebagai ormaspos
yang memainkan peran-peran politik, sosial, agama, dan pendidikan. Dengan
pengakuan tersebut, Muhammadiyah menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga
legislatif baik di daerah maupun di pusat. Buya Hamka, Fakih Usman, Prawoto
Mangkusasmito, dan lainnya memperjuangkan rehabilitasi Masyumi, namun gagal.
Didirikanlah kemudian Partai Muslim Indonesia (Parmusi) sebagai partai Islam
alternatif. Semula, Parmusi diketuai oleh M. Natsir dan Sekjen Anwar Harjono.
Keduanya mantan pimpinan Masyumi, namun tidak direstui pemerintah Orde Baru
sehingga keduanya mengundurkan diri. Sebagai gantinya, pemuka Parmusi menunjuk
Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, keduanya kader Muhammadiyah. Tahun
1968, Parmusi mengadakan Muktamar di Malang. Hasilnya secara aklamasi memilih
Muhammad Roem sebagai ketua umum, namun tidak direstui oleh pemerintah Orde
Baru sehingga kepemimpin Parmusi dikembalikan ke Djarnawi Hadikusumo dan
Lukman Harun. Kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun ini tidak
berjalan mulus. Melalui rekayasa pembajakan pimpinan Naro-Kadir yang didukung
oleh militer, akahirnya tersingkir. Sejak saat itu, Muhammadiyah meluruskan kembali
sikap politik khususnya dalam kaitannya dengan partai politik. Melalui muktamar di
Ujung Pandang (Makassar) tahun 1971, Muhammadiyah menegaskan sikap netralnya
terhadap partai politik dan aspirasi politik warganya disalurkan melalui berbagai
saluran yang tersedia, termasuk melalui kader-kadernya yang aktif di partai politik.
Bahkan pada tahun 2004, awal terjadinya pemilihan presiden secara langsung, ketika
Amin Rais mencalonkan diri sebagai presiden, Muhammadiyah tetap bersikap netral.
Ahmad Syafi'i Ma'arif. “Potret Politik Muhammadiyah” dalam Syarifuddin Jurdi.
Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), vii-xxii.

13 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari
1947 oleh beberapa tokoh Islam yang diprakarsai Lafran Pane. Organisasi ini sangat
besar perannya dalam melahirkan tokoh-tokoh intelektual muslim. Di antaranya
Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid memimpin HMI periode 1966-1969, dan pada
tahun 1970 menelurkan gagasan pembaruan pemikiran Islam.

14 Ditandai dengan munculnya gerakan mahasiswa melawan kekuasaan Orde Baru di
bawah kendali Presiden Soeharto. Di antaranya peristiwa tragedi Trisakti tanggal 12
Mei 1998. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan melimpahkan kekuasaan
presiden ke B] Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00. B] Habibie banyak

glakukan Reformasi namun gagal dalam mempertanggungjawabkan mandat

7 afdi dalam sidang MPR yang diketuai Amin Rais tahun 1999. Kebijakan yang
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sosial, ideologi, dan ekonomi. Bahkan, hukum dan pendidikan di
Indonesia. Reformasi politik yang ditandai oleh dibukanya kesempatan
bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendirikan partai politik
mendorong lahirnya berbagai partai politik berbasis santri. Baik yang
secara langsung menggunakan ideologi Islam seperti PPP, Partai Bulan
Bintang, Partai Sarikat Islam, Partai Keadilan (kemudian tahun 2002
diubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera)!s, Partai Nahdlatul Ummah
(PNU)t¢, Partai Kebangkitan Ummat (PKU)!7, Partai Kebangkinan

paling kontraproduktif yang dilakukan B] Habibie adalah keputusan mengizinkan
Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya
wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Sidang MPR tersebut akhirnya
memilih dan memutuskan KH Abdurrahman Wachid sebagai presiden dan Megawati
Soekarnoputri sebagai wakil presiden. KH Abdurrahman Wachid kemudian digantikan
Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001.
Penggantian ini dilakukan, karena KH Abdurrahman Wachid dinilai MPR melanggar
Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya membubarkan DPR dan MPR.

15 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) adalah
sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20
April 2002 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H dan merupakan
kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau
26 Rabi'ul Awwal 1419 H). Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden Partai Keadilan
pertama, kemudian digantikan oleh Hidayat Nur Wahid sejak 21 Mei 2000.
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera

16 Partai Nahdlatul Ummah (PNU) berdiri 16 Agustus 1998, kemudian berubah menjadi
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). PNU didirikan oleh para ulama
Nahdlatul Ulama (NU) yang berseberangan dengan KH Abdurrahman Wahid. Seperti
KH Idham Chalid dan KH Syukron Ma'mun. Dalam Pemilu 1999, PNU memperoleh 5
kursi DPR. Walau demikian, jumlah prosentase total mereka tidak cukup untuk lolos
dari electoral threshold. Detik News, Rabu, 24/12 /2008

17 Didirikan KH. Yusuf Hasyim di Jombang, tanggal 25 Oktober 1998.

12 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si




Nasional Ulama (PKNU)!8, Partai Matahari Bangsa (PMB)!9 dan
sebagainya. Maupun parpol yang tidak secara langsung menggunakan

18

19

PKNU lahir pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren
Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, atas prakarsa tujuh belas ulama NU. Antara lain
KH. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban, Jawa Timur), KH. Ma’ruf Amin (Tenara,
Banten), KH. Abdurrochman Chudlori (Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah), KH.
Ahmad Sufyan Miftahul Arifin (Panji, Situbondo, Jawa Timur), KH. M. Idris Marzuki
(Lirboyo, Kediri, Jawa Timur), KH. Ahmad Warson Munawwir (Krapyak, DI
Jogjakarta), KH. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung, Jawa Tengah), KH.
Abdullah Schal (Bangkalan, Jawa Timur), KH. Sholeh Qosim (Sepanjang, Sidoarjo,
Jawa Timur), KH. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri, Jawa Timur), KH. Chasbullah
Badawi (Cilacap, Jawa Tengah), KH. Abdul Adzim Abdullah Suhaimi, MA (Mampang
Prapatan, DKI Jakarta), KH. Mas Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan, Jawa
Timur), KH. A. Humaidi Dakhlan, Lc (Banjarmasin, Kalimantan Selatan), KH. M.
Thahir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan), Habib Hamid bin Hud Al-Atthos
(Cililitan, DKI Jakarta), dan KH. Aniq Muhammadun (Pati, Jawa Tengah), sebagai
reaksi perselisihan di tubuh PKB. Partai ini berasaskan Islam Ahlus Sunnah. Detik
News, Selasa, 21/11/2006.

Partai Matahari Bangsa (PMB) didirikan di Jakarta , tanggal 16 Desember 2006,
berasaskan Islam. Pembentukan PMB berangkat dari rekomendasi Sidang Tanwir
Muhammadiyah 2004 di NTB yang menyatakan perlunya membuat parpol. Walau
sering dikatakan parpolnya warga Muhammadiyah adalah PAN, namun sejauh ini
secara resmi memang tidak pernah ada keterkaitan. Motor pembentuk PMB adalah
anak-anak muda Muhammadiyah. Ketua umum yang pertama, Imam Addaruqutni
adalah mantan Ketum PP Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Eksponen
ghri [katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga ikut berperan. Detik News, Sabtu,
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ideologi Islam seperti PAN20 dan PKB2!. Partai-partai tersebut didirikan
oleh alumni pesantren. Bahkan, banyak di antara mereka yang berasal
dari kiai22.

20 Partai Amanat Nasional (PAN) berdiri tanggal 23 Agustus 1998, terinspirasi oleh hasil

2

2

e

N

Tanwir Muhammadiyah pada tanggal 5-7 Juli 1998 di Semarang. Mayoritas peserta
menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru, namun
dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah
berubah menjadi parpol, juga tidak akan memprakarsai lahirnya sebuah parpol baru.
Warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan
minat dan potensinya. Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dipelopori oleh
Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era
pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. Pada pertemuan
tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa
(PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN
dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1988 oleh 50 tokoh nasional. Di
antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan ketua umum Muhammadiyah, Goenawan
Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof.
Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan
lainnya. Asas partai adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa
Rahmat bagi Sekalian Alam." (AD Bab II, Pasal 3). PAN didirikan pada tanggal 23
Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27
Agustus 2003. Ketua Majelis Penasihat Partai dijabat oleh Amien Rais. Wakil Ketua
dijabat oleh Hatta Rajasa dan A.M. Fatwa.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh KH. Abdurrahman Wachid pada
tanggal 23 Juli 1998.

Sekalipun demikian partai politik Islam tidak pernah menang. Sama dengan masa
Orde Lama dan Orde Baru, pada masa Reformasi yakni pemilu 1999, 2004, dan 2009
tidak ada partai politik “berideologi Islam” atau berbasis santri yang memenangkan
pemilu. PAN -didirikan Amin Rais, PP Muhammadiyah-, PKB -yang didirikan
Abdurrahman Wachid, PB NU- demikian halnya PK kemudian menjadi PKS -berbasis
kaum muda muslim kampus- masih kalah perolehan suaranya oleh PDIP (pemilu
1999), Golkar (pemilu 2004), bahkan Partai Demokrat (pemilu 2009). Padahal,
mayoritas masyarakat muslim Indonesia merupakan warga Muhammadiyah dan NU.
Fenomena ini membuktikan bahwa “loyalitas warga Muhammadiyah dan NU terhadap
induk organisasi ternyata tidak sama kuat dengan loyalitas mereka terhadap partai-
partai politik yang berafiliasi dengan keduanya”. Di samping itu juga disebabkan oleh
banyak faktor dan sekaligus bermakna: pertama, keberhasilan Muhammadiyah dan
NU yang menerapkan kebijakan yang longggar terhadap warganya dalam menentukan
pilihan politik; kedua, tersebarnya para tokoh Muhammadiyah dan NU di berbagai
partai politik telah menjadikan para warga dari kedua organisasi tersebut me

o
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Melalui partai-partai inilah, kemudian banyak santri dan kiai menjadi
politisi, menduduki jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kehidupan demokrasi yang sebelumnya tertutup menjadi semakin
terbuka. Ideologi santri semakin diminati terutama oleh politisi dan
birokrat untuk meraih kekuasaan. Ekonomi kerakyatan dan
pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi “slogan” yang terus
disuarakan. Demikian halnya dilakukan reformasi hukum dan birokrasi
pemerintahan.

Reformasi di bidang pendidikan sebenarnya sudah dirintis sejak
ditetapkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional tanggal 27 Maret 1989. Kemudian diperkuat dengan Undang-
Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak
saat inilah, tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah dan madrasah.
Bahkan, pesantren mendapat porsi anggaran dari pemerintah dan
legalitas lulusannya diakui oleh pemerintah23. Hal ini berbeda dengan
periode-periode sebelumnya yakni di masa penjajahan, kemerdekaan,
Orde Lama, dan Orde Baru. Dimana, pesantren mendapat tekanan yang
sangat kuat dari "negara”. Sekalipun begitu, keberadaan pesantren tetap
eksis?4. Tapi sejak orde Reformasi, tekanan seperti itu tidak lagi terjadi.

sebagian kalangan bahwa PAN merupakan representasi dari Muhammadiyah dan PKB
representasi dari NU telah menjadikan mereka tidak wajib untuk mendukungnya;
keempat, boleh jadi massa atau pengikut riil dari Muhammadiyah dan NU memang
tidak sebesar yang mereka klaim selama ini. Suaidi Asyari. Nalar Politik NU dan
Muhammadiyah. (Yogyakarta: LKIS, 2009), hal.vii

23 Sebelum UU No: 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ditetapkan, ada diskriminasi antara sekolah dengan madrasah menyangkut
anggaran dan pengakuan kelulusan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
atau dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bahkan, pemerintah tidak
mengalokasikan dana untuk pesantren. Lulusan pesantren juga tidak bisa melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi di madrasah maupun sekolah, apalagi ke perguruan
tinggi. Juga, tidak bisa mendaftar sebagai CPNS. Sehingga pesantren kemudian
mendirikan madrasah, sekolah, bahkan perguruan tinggi.

24 Pesantren bisa eksis karena memang dekat dengan masyarakat desa. Pada masa
penjajahan dan awal kemerdekaan, pesantren menjadi medan penguatan heroisme
melawan kolonialis. Said Agil Siradj “Pesantren, NU, dan Politik”, Nahdlatul Ulama:

jizamika Ideologi dan Politik Kenegaraan. Khamami Zada. A. Fawaid Sjaddzili (editor).

5 a:/lompas, 2010), hal: 87. Pada masa Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang,

A0
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Pesantren mendapat tempat di hati para penguasa, dan diakui
keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan, banyak
alumni pesantren dan kiai yang menjadi politisi dan menduduki posisi di
birokrasi pemerintahan.

Bagi pesantren, khususnya kiai, era Reformasi memang sangat
menguntungkan. Karena, banyak Kkebijakan pemerintah yang bisa
dipengaruhi, dan banyak sumber dana yang bisa diperoleh untuk
mengembangkan kelembagaan pesantren. Namun dari sisi ideologi, bisa
jadi tidak sepenuhnya menguntungkan. Karena, mereka dihadapkan
pada tarik menarik kepentingan. Dimana, biasanya motif religius
terkalahkan oleh motif berkuasa yang ujungnya juga ekonomi. Termasuk
ketersediaan waktu kiai untuk mendidik para santri dan masyarakat
desa setempat juga menjadi semakin berkurang.

Dari sisi kelembagaan, pesantren mengalami dinamika sangat
pesat. Berbeda dengan sebelumnya di masa penjajahan, kemerdekaan,
dan Orde Lama dimana banyak pesantren dikelola secara sederhana dan
konvensional. Pada masa Orde Baru, beberapa pesantren besar mulai
dikelola secara moderen?5. Perkembangan lebih pesat terjadi sejak orde
Reformasi hingga Kkini. Berbagai pesantren berkembang menjadi
lembaga pendidikan yang mengajarkan keilmuan mulai agama, umum,
dan ketrampilan, yang diselenggarakan secara formal dan dikelola
secara profesional. Pengajian agama di langgar dan masjid tetap
berlangsung, sekalipun tidak harus kiai yang memberikannya karena
kesibukan mengurus politik2é. Demikian halnya aktivitas pendidikan di

beberapa pesantren berbenah diri. Di samping tetap mengajarkan mengaji dan ilmu
agama, indoktrinasi semangat jihad, memberdayakan ekonomi perdesaan, juga
membuka madrasah, bahkan sekolah agar santrinya bisa melanjutkan ke pendidikan
yang lebih tinggi dan bisa mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil.

25 Misalnya pesantren Gontor di Ponorogo, Tebu Ireng, dan Darul Ulum di Jombang,
Tarbiyatut Thalabah di Kranji, Sunan Drajad di Banjaranyar, Pesantren Karangasem
dan Moderen Muhammadiyah di Paciran, Al Islah di Sendang Agung, dan sebagainya.

26 Sejak masa Reformasi, semakin banyak kiai Nahdlatul Ulama terlibat dalam politik
praktis. Sedangkan kiai Muhammadiyah tetap menaruh perhatian da
pengembangan pendidikan pesantren. '
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madrasah maupun di sekolah. Bahkan, jumlah santri semakin banyak
dan berasal dari berbagai desa dan wilayah.

Perkembangan tersebut menuntut perubahan pola manajemen
pesantren yang lebih baik. Sebab permasalahan pesantren semakin
kompleks, dan tuntutan masyarakat terhadap pesantren juga semakin
banyak. Tidak hanya agar santri bisa belajar agama, tapi juga bisa hidup.
Pesantren kini tidak bisa hanya mengandalkan kharismatik kiai yang
bertumpu pada satu kekuasaan. Namun membutuhkan manajemen
profesional dan kepemimpinan kolektif. Yakni, "shareholders” (the kiai
family), dan “stakeholders” (santri’s parents and alumni)?’. Pengelolaan
pesantren juga dilakukan oleh banyak ahli mulai dari ustadz/ustadzah,
para guru, dan pegawai yang berlatar belakang kesarjanaan variatif
meski tetap dikendalikan oleh kiai.

Namun, ideologi?8 yang dikembangkan pesantren masih menaruh
perhatian pada ideologi awal berdirinya pesantren. Yakni,
Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama?2°. Karena, mayoritas pesantren di
Indonesia didirikan oleh tokoh yang berideologi dan berbasis
masyarakat dari kedua organisasi tersebut. Meskipun demikian, seiring
dengan perkembangan sosial, budaya, dan percaturan politik pesantren,
bisa jadi ideologi itu mengalami pergeseran atau justru perpaduan.
Sehingga menjadi ideologi "Muhammadinu” yang merupakan perpaduan

27 A, Nurul Kawakib, Pesantren and Globalisation: Cultural and Educational
Transformation, (Malang: UIN Malang, 2009), 112-113.

28 Yakni nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut, dilaksanakan, dan diperjuangkan,
termasuk simbol-simbol yang digunakan dalam gerakan sosial.

29 Sekalipun pesantren sering diidentikkan dengan NU, karena NU lahir dari rahim
pesantren dan mengembangkan perannya melalui pesantren -Said Agil Siradj.
“Pesantren, NU dan Politik”, Nahdlatul ...., 86-; namun Muhammadiyah juga memiliki
berbagai pesantren, khususnya di Lamongan. Misalnya pesantren Karangasem di
Paciran (didirikan pada 18 Oktober 1948 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Hijjah
1367 H oleh KH. Abdurrahman Syamsuri). Pada tahun yang sama berdiri pesantren
Moderen Muhammadiyah di Paciran oleh KH. Muhammad Ridlwan Syarqowi, At
Taqwa di Kranji, Al Islah di Sendang Agung, Al Islam di Tenggulun, Muhammadiyah di
Weru dan Babat, Al Mizan di Lamongan, dan lain-lain. Isa Anshori, Masyarakat Santri

Pariwisata: Kajian Makna Ekonomi dan Religius, (Sidoarjo: Muhammadiyah
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dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Giddens3? menyebutnya
sebagai jalan tengah atau jalan ketiga.

Dalam bidang ekonomi, awalnya pesantren tidak memiliki sumber
daya ekonomi secara pasti. Yang ada hanya ladang atau sawah kiai yang
dikerjakan oleh kiai bersama para santri, dan hasilnya dinikmati oleh
keluarga kiai dan santri. Bila ada kantin, masih dikelola secara
konvensional. Bahkan, ada pesantren yang melibatkan masyarakat desa
setempat. Namun kemudian, pesantren dikelola secara profesional
dengan berbagai unit ekonomi yang terkadang tidak lagi melibatkan
masyarakat desa setempat.

Selain itu, jika awalnya biaya para santri dan gaji ustadz/ustadzabh,
guru dan pegawai tidak ada standar yang baku, maka kemudian
distandarkan. Ini menunjukkan jika di pesantren telah terjadi dinamika
sosial terutama di institusi pesantren. Yang sudah tentu hal itu
berpengaruh terhadap dinamika ideologi dan ekonomi di pesantren.

Perkembangan juga terjadi dengan hadirnya para santri di
pesantren dengan latar belakang daerah, budaya, status sosial, dan
ekonomi yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan ustadz/ustadzah,
guru, dan pegawai yang memiliki latar belakang daerah, budaya, sosial,
dan ekonomi, serta keahlian berbeda. Hal ini menjadikan kehidupan
pesantren lebih dinamis. Status ekonomi para santri yang semula
mayoritas rendah, kini lebih variatif. Mulai status yang rendah hingga
tinggi. Masyarakat pesantren pun menjadi lebih heterogen, dan ideologi
yang diajarkan menjadi lebih terbuka. Pun, kondisi ekonomi pesantren
menjadi lebih baik.

Bangunan pesantren pun semakin megah dengan berbagai
fasilitas moderen. Mulai dari tempat ibadah, masjid, pemondokan,
lembaga pendidikan, olah raga, kesehatan, warnet, wartel, mini market,
kantin, sarana publikasi misalnya stasiun radio, dan berbagai fasilitas
lainnya. Berbagai elemen masyarakat juga tidak lagi merasa "tabu” hadir
di pesantren. Tidak hanya untuk pendidikan anak-anak, namun juga

30" Antony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Ketut Arya _
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untuk memperoleh "berkah” dari kiai. Bahkan, banyak juga untuk
kepentingan politik.

Terjadinya dinamika tersebut langsung maupun tidak langsung
berpengaruh pada hubungan pesantren dengan masyarakat desa di
mana pesantren berada. Pada awalnya, masyarakat perdesaan3! dan
pesantren3? merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Sebagian
besar pesantren di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat desa
yang tumbuh dan berkembang dari suatu masyarakat perdesaan.
Masyarakat perdesaan juga menjadi tercerahkan karena berbagai
aktivitas pesantren.

31 Yakni masyarakat yang menempati wilayah desa, sebagian besar sebagai petani,
buruh tani, sejumlah kecil pedagang hasil bumi atau pemilik warung. Di desa-desa
pantai ada tolok ukur tambahan, karena penduduknya tidak semata-mata hidup dari
pertanian, tetapi sebagian juga dari perikanan laut. Akibatnya, lapisan atas, kecuali
mempunyai tanah, juga memiliki kapal dan mempekerjakan kapal untuk nelayan
lapisan bawah. Sediono M.P. Tjondronegoro, Ranah Kajian Sosiologi Perdesaan (Bogor:
Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat-1PB, 2008), 43-44. Kajin dalam
pembahasan ini dimaksudkan sebagai masyarakat perdesaan pedalaman dan pesisir
yang berhimpun dalam organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah dan Nahadlatul
Ulama. Dua organisasi ini sangat dominan di perdesaan kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan. Begitu besarnya dominasi dua
organisasi tersebut, sehingga bisa disebut desa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’.
Istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata "santri" berarti murid
dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab funduuq (3s%) yang
berarti penginapan. Istilah pondok pesantren merupakan perpaduan dari istilah
tersebut yang berarti tempat penginapan para santri. Dari istilah inilah kemudian ada
yang menyebut pesantren, pondok pesantren, bahkan ada juga yang menyebut pondok
saja, maksudnya sama yakni suatu lembaga pendidikan Islam dimana para santri,
ustadz, dan kiai berada dalam satu asrama. http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren.

3
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Namun dalam perkembangannya, setelah institusi pemerintah
ikut terlibat33 dimana politik masuk ke pesantren34, maka pesantren dan
masyarakat setempat bersebelahan.

Misalnya, besarnya bantuan yang diberikan pemerintah dan para
politisi ke pesantren, kemudian menjadikan pesantren secara fisik
berkembang lebih pesat daripada masyarakat desa. Kesenjangan seperti
ini bisa saja menimbulkan konflik. Karena, masyarakat desa setempat
ternyata tidak lagi bisa menikmati kemegahan fasilitas pesantren.
Misalnya untuk menyekolahkan anak-anak atau berjualan di pesantren
mengingat biaya yang lebih mahal. Afiliasi politik pesantren dengan
masyarakat desa juga bisa berbeda. Padahal, basis organisasinya sama
yaitu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain, masing-
masing tumbuh dan berkembang terpisah dengan berbagai ciri khas
yang berbeda.

Masyarakat Kabupaten Lamongan, terutama di kawasan pesisir
dan pedalaman pantai utara, merupakan masyarakat perdesaan yang
sekaligus masyarakat santri. Sejak era Reformasi3s, telah terjadi

33 Terutama sejak ditetapkan UU Sisdiknas nomor: 20 tahun 2003 yang menghapus
diskriminasi satuan pendidikan negeri dan swasta, sekolah dan madrasah, serta
memasukkan diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, memaksa
negara mengubah haluan kebijakan terhadap pesantren. Anggaran pendidikan harus
terdistribusi secara adil, pesantren juga mendapat alokasi anggaran. Juga Peraturan
Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 yang menempatkan pendidikan agama dan
keagamaan di bawah pembinaan Departemen Agama. Sejak itu, pemerintah memiliki
landasan yang kuat untuk ikut terlibat menentukan arah kebijakan pesantren, Terlebih
dengan adanya alumni pesantren yang melakukan gerakan radikal "terorisme”,
pemerintah semakin merasa ikut bertanggung jawab.

34 Keterlibatan beberapa pesantren ke politik praktis tidak hanya terjadi pada masa
Reformasi, namun juga masa Orde Lama dan Orde Baru. Dari keterlibatan secara
ringan, misalnya kesediaan menerima kunjungan dan mendukung terhadap calon
legislatif dan eksekutif tertentu, hingga masuknya kiai di partai politik. Secara
finansial, pesantren diuntungkan. Karena dengan cara ini, pesantren memeroleh
dukungan dana dari berbagai sumber baik secara langsung maupun tidak langsung.

35 Terutama sewaktu bupati Lamongan dijabat H Masfuk, SH (Mei 1999-2004, dan 2004-
2010), tokoh Muhamadiyah. Kepemimpinan H Masfuk, SH mendorong kemajuan
Kabupaten Lamongan lebih pesat daripada masa sebelumnya, hubungan antara

X
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perubahan-perubahan yang mengarah ke kehidupan perkotaan.
Ditandai dengan adanya berbagai bangunan, fasilitas transportasi,
wisata moderen, pendidikan, ekonomi (perdagangan), dan hotel3s.

Secara geografis, masyarakat perdesaan di pantai utara Kabupaten
Lamongan dapat dibagi menjadi dua. Yakni, kawasan pesisir dan
pedalaman yang masing-masing dibatasi oleh perbukitan dan hutan3’.
Masyarakat perdesaan di pesisir mayoritas bekerja sebagai nelayan dan
petani tegalan. Sebagian menjadi pedagang, guru, dan pegawai
pemerintahan. Sedangkan masyarakat perdesaan di pedalaman
mayoritas bekerja sebagai petani sawah (kering dan basah). Tapi sejak
krisis ekonomi pada masa akhir Orde Baru, banyak di antara mereka
(petani) yang memilih bekerja di luar negeri terutama di Malaysia.

dinobatkan sebagai bupati terbaik se-Indonesia di bidang perdagangan, pariwisata,
dan investasi. Penghargaan Regional Trade, Tourism, and Investment (RTTI) Award
2008 ini diterima di forum Indonesian Regional Investment Forum (IRIF) yang dihadiri
investor dalam dan luar negeri. Pada tahun 2002, Masfuk berhasil mengubah enceng
gondok menjadi pupuk pertanian (merek Maharani), semula masyarakat menjual
seharga Rp 25-35/kg, setelah menjadi pupuk harganya bisa Rp 600-800/kg. Kini
dengan pabrik yang lebih besar, produksinya sekitar 10.000 ton/bulan. Masfuk
berhasil menggaet PT Petrokimia Gresik membuat Petroganik ini. Dari enceng
gondok pula, berbagai produk handicraft tercipta. Pada tahun 2007, Masfuk
berhasil mengembangkan Tanjung Kodok menjadi Wisata Bahari Lamongan (WBL).
Tiap tahun, WBL bisa menyetor PAD lebih dari Rp 9 miliar. Kemudian
membangun Lamongan Integrated Shorebase (LIS), yakni pelabuhan petikemas
internasional. LIS bertujuan menyediakan pusat logistik terpadu bertaraf
internasional di Tanjung Pakis, Weru. Pusat logistik ini bisa melayani industri migas
yang beroperasi di Jatim dan Indonesia Timur dengan konsep one stop hypermarket.
Mochamad Toha, Koran Suroboyo, Sabtu, 14 Februari 2009. Ke depan, di Paciran
direncanakan akan dibangun pelabuhan internasional untuk berlabuh penumpang
dan barang dari berbagai wilayah dan negara.

36 Sekalipun demikian, tetap disebut masyarakat perdesaan, karena secara administratif

=N

masih merupakan desa, dan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian
dan nelayan.
37 Awalnya daerah ini berada dalam satu kecamatan, yakni Paciran. Namun sejak masa
Reformasi, dibagi menjadi dua, yaitu kawasan pesisir berada pada kecamatan Paciran,
gdangkan kawasan pedalaman dibentuk kecamatan baru yaitu kecamatan Solokuro.
: anya ditandai oleh kawasan perbukitan sawah dan hutan.
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Masyarakat di pantai utara Lamongan merupakan masyarakat
santri yang berideologi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dominasi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat tampak pada setiap desa,
baik di pesisir maupun pedalaman. Dikatakan masyarakat santri, karena
hampir di setiap desa terdapat pesantren yang berafiliasi kepada
Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Masing-masing memiliki ciri
khas dan mengalami dinamika yang cukup pesat.

Di perdesaan kawasan pesisir, terdapat tuju pesantren yang
berafiliasi ke Muhammadiyah. Terdiri dari tiga pesantren besar yakni
Karangasem yang didirikan oleh KH. Abdurrahman Syamsuri, pesantren
Moderen Muhamadiyah yang didirikan KH. Muhammad Ridwan
Syarqowi di desa Paciran dan pesantren Al Islah yang didirikan oleh KH.
Muhammad Dawam Shaleh di desa Sendang Agung38. Ada pula empat
pesantren Kecil yakni Ma’had Manarul Quran di Paciran, At-Tagwa di
desa Kranji, Al Amin yang didirikan oleh KH. Amin di desa Tunggul (kini
diasuh KH. Miftahul Fatah), dan Al Ma’hadul Islamy yang didirikan oleh
KH. Qurani di desa Weru.

Sedangkan pesantren yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama ada
sebelas. Terdiri dari tiga pesantren besar yakni Mazroatul Ulum yang
didirikan oleh KH. Asyhuri di Paciran (kini diasuh putra angkatnya, KH.
Muhammad Zahidin Asyhuri), pesantren Tarbiyatut Thalabah yang
didirikan oleh KH. Bagqir Adlan di desa Kranji, dan Sunan Drajad yang
didirikan KH. Abdul Ghafur di desa Banjaranyar.

Ada pula delapan pesantren kecil yakni pesantren Fatimiyah di
desa Banjaranyar, Al Jihad dan Al Khadiri di dusun Sukowati, desa
Banjaranyar, Al Ibrohimi di dusun Jetak, desa Paciran, Maslakhatul Huda
di dusun Kandang, desa Dengok, Darul Jannah Al Ma’‘wa di Tunggul,
Raodlatul Tullab yang diasuh oleh KH. Salim Azhar di desa Sendang
Duwur, Ismailiyah yang diasuh oleh KH. Mohammad Zubair di desa
Sendang Agung,.

38 Desa Sendang Agung dan Sendang Duwur secara administrative masuk kecamatan
Paciran, letaknya di perbukitan, manyoritas masyarakat bekerja sebagai petagd -

g

bukan nelayan-, juga pengrajin emas dan batik. o T e
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Sementara di perdesaan kawasan pedalaman, terdapat dua
pesantren yang berafiliasi kepada Muhammadiyah. Merupakan
pesantren kecil (salaf) yakni Al Islam yang didirikan KH. Khozin di desa
Tenggulun dan Al Basyir di Takerharjo. Sementara tiga pesantren lain
yang berskala kecil berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Yakni, Darul Ma’arif,
Al Aman, dan Roudhatul Mutaabbidin di desa Payaman, dan pesantren
salaf lain di desa Sugihan serta desa Solokuro.

Sesuai afiliasinya, pesantren Karangasem, Paciran, yang didirikan
oleh KH. Abdurrahman Syamsuri, dan Pesantren Moderen
Muhammadiyah, Paciran, yang didirikan KH. Muhammad Ridlwan
Syarqowi, sangat menaruh perhatian dalam pendidikan kader
Muhammadiyah melalui pendidikan umum dan agama. Ketika pendiri
pesantren tersebut masih hidup, banyak para pejabat yang berkunjung
ke pesantren ini. Sementara pesantren Al Amin di Tunggul merupakan
pesantren kecil. Sekalipun secara resmi bukan menamakan diri sebagai
pesantren Muhammadiyah, namun amaliyah pesantren ini berafiliasi
kepada Muhammadiyah. KH. Amin merupakan pejuang di kawasan
pesisir ketika menentang penjajah Belanda.

Di lain tempat, pesantren Attagwa di desa Kranji dan Al Ma’hadul
Islamy yang diasuh KH. Qurani di desa Weru juga merupakan pesantren
kecil yang menaruh perhatian dalam pendidikan kader Muhammadiyah.
Berbeda dengan Al Ma’hadul Islamy yang hanya memiliki madrasah
diniyah, pesantren Al Amin dan At-Taqwa memiliki lembaga pendidikan
formal dari bustanul athfal hingga SMA. Sementara pesantren yang
berafiliasi ke Nahdlatul Ulama seperti pesantren Mazroatul Ulum di
Paciran, sangat menaruh perhatian dalam pendidikan kader Nahdlatul
Ulama. Pendiri pesantren ini yakni KH. Asyhuri merupakan saudara
kandung KH. Muhammad Ridlwan Syarqowi. Sedangkan pesantren
Sunan Drajad di desa Banjaranyar yang diasuh oleh KH. Abdul Ghafur,
awalnya merupakan satu kesatuan dengan pesantren Tarbiyatut
Tholabah. Namun karena terjadi perbedaan persepsi dalam manajemen,
kemudian keduanya terpisah. Pesantren Sunan Drajad kemudian
berkembang lebih pesat dibandingkan dengan Tarbiyatut Tholabah.
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Dengan nama dan ketokohan Sunan Drajad, banyak masyarakat
yang nyantri di pesantren tersebut. Bahkan, banyak para politisi dan
calon pejabat yang berkunjung ke pesantren tersebut, terutama
menjelang pemilu, pemilihan kepala desa, bupati, gubernur dan
presiden, dengan alasan silaturrahims3°.

Di bagian lain, pesantren Fatimiyah di desa Banjaranyar
merupakan pesantren kecil. Pendirinya masih satu keluarga dengan
pendiri pesantren Sunan Drajad yang dalam perkembangannya
memisahkan diri dari pesantren Sunan Drajad. Pesantren Fatimiyah
memiliki madrasah diniyah dan tsanawiyah. Sedangkan santri level
aliyah banyak yang sekolah formal ke madrasah aliyah Tarbiyatut
Thalabah (bukan ke Sunan Drajad).

Ada pula pesantren Al Jihad yang merupakan pesantren kecil
namun memiliki lembaga pendidikan formal dari madrasah tsanawiyah
hingga madrasah aliyah. Demikian halnya pesantren Maslahatul Huda.
Sedangkan pesantren Al Khadiri, Ibrohimi, dan Kramat Allah hanya
memiliki madrasah diniyah.

Pesantren Al Islah di desa Sendang Agung yang diasuh KH.
Muhammad Dawam Shaleh sangat perhatian dalam pengembangan
bahasa Arab dan Inggris. Pesantren Al Islah secara formal memang
bukan mengatasnamakan Muhammadiyah. Namun, pendiri dan para
pengelolanya mayoritas merupakan pengurus Muhammadiyah. Di dalam
kompleks pesantren tersebut, juga menyatu dengan lembaga pendidikan
Muhammadiyah. Yakni, SMP Muhammadiyah 12. Pesantren ini
berkembang dengan pesat ditandai oleh besarnya jumlah santri,
bangunan yang megah, dan terdapat SMP Muhammadiyah 12 dan
madrasah aliyah Al Islah.

39 Misalnya kunjungan cawapres Prabowo tanggal 24 Juni 2009. Detik News, Rabu,
24/06/2009. Pencalonan Tsalis Fahmi oleh Partai Demokrat sebagai calon Bupaten
Lamongan tahun 2010-2015 juga dilakukan di pesantren Sunan Drajad. Surabaya Post,

April 2008 dan berbagai tokoh lain.
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Pesantren Al Islam di Desa Tenggulun juga tidak
mengatasnamakan Muhammadiyah. Namun, pendiri dan pengelolanya
merupakan pengurus Muhammadiyah. Hingga kini, pesantren kecil ini
disorot oleh masyarakat internasional karena keluarga dari
pengasuhnya diklaim sebagai teroris. Yakni, Amrozi dan Ali Ghufron
yang terkait dengan kasus Bom Bali. Santri Al Islam tidak hanya berasal
dari desa setempat dan masyarakat sekitar. Tapi, juga banyak yang
berasal dari luar daerah seperti NTT dan NTB.

Pesantren Raodlatul Tullab di desa Sendang Duwur dan Ismailiyah
di desa Sendang Agung, demikian halnya dengan pesantren Darul
Ma’arif, Al Aman, dan Raudlatul Mutaabidin di desa Payaman, merupakan
pesantren kecil yang beperhatian dalam pendidikan kader Nahdlatul
Ulama. Pesantren tersebut menyelenggarakan pendidikan formal dari
raudlatul athfal hingga madrasah aliyah. Sedangkan pesantren di desa
Sugihan dan desa Solokuro, merupakan pesantren salaf yang hanya
memiliki madrasah diniyah.

Berbagai pesantren tersebut memang awalnya menyatu dengan
masyarakat desa setempat. Mengembangkan misi dakwah dan
pendidikan Islam dengan berbagai formulasi pengelolaan. Tapi seiring
dengan perkembangan zaman, dinamika institusi, dan ekonomi
pesantren, mulai ada indikasi terpisah dari masyarakat desa. Pada
awalnya, pesantren hanya mengadakan pengajian agama. Kemudian
mendirikan madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan berbagai
unit usaha. Karena perkembangan inilah, yang datang ke pesantren tidak
hanya masyarakat sekitar pesantren. Tetapi juga masyarakat dari
berbagai daerah. Mereka hadir tidak sekadar untuk nyantri, tetapi juga
sekolah#0, Fenomena tersebut menunjukkan jika kini pesantren di
kawasan utara Kabupaten Lamongan sedang mengalami perubahan.
Dinamikanya terus berlangsung.

40 Pesantren Sunan Drajad, Karangasem Paciran, Al Islah sendang Agung, Al Islam dan Al
Amin Tenggulun lebih dari 60% santrinya berasal dari luar desa setempat. Sedangkan
antren Tarbiyatut Thalabah Kranji, Moderen Muhammadiyah Paciran dan
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Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dinamika
pesantren di Indonesia sudah terjadi sejak awal abad ke-19. Penelitian
Karel A. Steenbrik4! menemukan bahwa dualisme pendidikan Islam di
Indonesia sudah terjadi sejak akhir abad ke-19, yang kemudian
diperkuat pada abad ke-20. Faktor penyebabnya di samping karena
perkembangan lembaga pendidikan yang diselenggarakan kolonial,
lembaga pendidikan Islam juga berjuang supaya tidak ketinggalan*2.

Penelitian Zamaksyari Dhofier3 menunjukkan bahwa dinamika
tradisi pesantren dewasa ini memiliki hubungan dengan sejarah
perkembangan Islam di berbagai negara. Dalam hal ini, kiai memiliki
peran utama dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam
tradisional di Jawa. Penelitian Mastuhu44 membuktikan bahwa telah
terjadi dinamika sistem pendidikan pesantren terkait dengan tujuan dan
kurikulum pesantren. M. Ridwan Nasir%s dalam penelitian yang sama
membuktikan bahwa pesantren memiliki daya elastis tinggi, dan
menunjukkan pandangan yang terbuka dengan sistem di luar dirinya.
Imam Bawani4¢ membuktikan bahwa pesantren tradisional ternyata
memiliki daya tahan lebih tinggi dibanding pendidikan moderen
(terutama bila dilihat dari jumlah santrinya) karena faktor internal dan
eksternal pesantren?’.

Tulisan yang serupa diungkap oleh Zubaidi Habibullah Asy’ary48,
dan KH. A. Wahid Zaini#%. Sedangkan penelitian Manfren Oepen

41 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah,Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun
Modern (Jakarta: LP3ES, 1994), xiii-xiv.

42 ]bid, xiv.

43 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, (Jakarta:
LP3ES, 1985),1dan 171

44 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994).

45 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di
Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),103-326.

46 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993),
145.

47 Ibid, 193.

48 Zubaidi Habibullah Asy’ari, Moralitas Pendidikan Pesantren, (Yogyakarta: LKPSM,
1996).
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menemukan dinamika yang terjadi di pesantren ditentukan oleh
komitmen atau penyerapan nilai/gagasan dari luar, kekuasaan (power),
pemanfaatan (utility), dan pengaruh50.

Penelitian A. Nurul Kawakib5! membuktikan bahwa telah terjadi
pergeseran tujuan pendidikan pesantren, karena lembaga ini tidak lagi
hanya fokus pada studi Islam. Pesantren dalam menghadapi tantangan
global menciptakan program-program pendidikan baru, pengembangan
kurikulum, perubahan manajemen pesantren (leadership kiai), serta
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian terkini
dilakukan oleh Asrori S. Karni52. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika
pendidikan di pesantren ditandai dengan gejala makin besarnya peran
negara sebagai motor penggerak yang secara gradual menggeser
dominasi masyarakat.

Hasil penelitian Asrori S. Karni tersebut mengindikasikan
kebenaran teori Gramcy dan Louis Althuser. Gramcy menyatakan bahwa
negara punya peran besar dalam menggerakkan pesantren. Bahkan,
menjadikan kiai sebagai tokoh yang digunakan alat untuk menguasai
masyarakat. Louis Althuser menjadikan ideologi sebagai alat negara
untuk menguasai masyarakat. Dalam hal ini, pesantren dijadikan alat
negara. Melalui pendidikan di pesantren, maka ideologi bisa ditanamkan
kepada para santri. Baik Gramcy maupun Louis Althusser menyatakan
bahwa individu tidak bebas dan justru dikuasai oleh struktur, yakni
negara. Akibatnya, negara dapat melanggengkan kekuasaannya. Berbeda
dengan Giddens yang menempatkan individu dan struktur berupa
aturan dan sumber daya bisa saling mempengaruhi sehingga mendorong
terjadinya dinamika pesantren.

Tampaknya, Gramcy dan Louis Althusser lebih melihat faktor
eksternal pesantren yang mendorong terjadinya dinamika pesantren.

50 Manfred Oephen, Wolfgang Karcher, Dinamika Pesantren:dampak pesantren dalam
pendidikan dan pengembangan masyarakat, Penerjemah Sonhaji Saleh, (Jakarta: P3M,
1988), 139

51 A, Nurul Kawakib, Pesantren..., 107-119

. rori S. Karni, Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Mizan,
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Sedangkan Giddens lebih melihat faktor internal. Perdebatan-
perdebatan teoritis seperti ini yang kami cabar dalam pembahasan
dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan
pesisir pantai utara dan pedalaman Kabupaten Lamongan.

Berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji
dinamika yang terjadi di pesantren, maka pembahasan ini selain
berupaya membuktikan faktor internal atau eksternal yang mendorong
terjadinya dinamika pesantren, juga berupaya memahami makna
dinamika pesantren difokuskan pada pemaknaan dinamika sosial,
ideologi, dan ekonomi pesantren bagi elite Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama yang ada di kawasan perdesaan pesisir dan pedalaman
pantai utara Kabupaten Lamongan.

Kajiannya dengan menggunakan kerangka teori fenomenologi
Alfred Schutz dan Peter L. Berger. Dipilihnya dua tokoh ini, karena
keduanya juga berseteru dalam memahami pemaknaan yang diberikan
individu kepada dinamika pesantren. Alfred Schutz melihat manusia
bertindak secara praktis atas motif “tujuan” dan “sebab”. Sedangkan
Peter L. Berger melihat tindakan manusia sebagai proses eksternalisasi
dan internalisasi yang cenderung konstruksionistik. Perdebatan dua
teori ini kami cabar untuk memahami variasi pemaknaan yang diberikan
oleh elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Sengaja peneliti memfokuskan pada aspek sosial, ideologi, dan
ekonomi pesantren. Mengingat untuk saat ini, tiga aspek ini yang tampak
dominan dijadikan dasar menentukan tipologi pesantren. Subjek dipilih
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengingat dua ormas Islam
besar di Indonesia ini memiliki tradisi keagamaan dan sosial berbeda.
Muhammadiyah lebih dikenal ”"modernis”, sedangkan NU lebih
"tradisionalis”>3. Di samping itu, pola hubungan antara elitnya juga

53 Istilah tradisionalis digunakan untuk orang atau masyarakat yang masih bersifat
tradisional, yaitu kelompok yang gigih dalam mempertahankan tradisi masa lalu.
Tradisi adalah adat istiadat, turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat; dan
penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling
baik dan benar. Tradisi berasal dari kata “traditium” berarti segala sesuatu yg
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berbeda. Muhammadiyah lebih mengedepankan pola hubungan
"rasional”, sedangkan NU lebih “emosional”’>%. Sehingga, bisa jadi
pemaknaan mereka terhadap dinamika pesantren juga berbeda.

Sedangkan setting dipilih perdesaan pesisir dan pedalaman di
pantai utara Kabupaten Lamongan, karena di kawasan ini tumbuh
berbagai pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki
basis santri yang relatif sama besar. Mungkin sebuah realitas sosial yang
tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Indonesia.

B. Fokus Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, maka
yang menjadi fokus masalah dalam pembahasan buku ini adalah:
Pertama, bagaimanakah dinamika sosial, ideologi dan ekonomi
berlangsung di pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di
kawasan pesisir dan pedalaman pantai Utara Kabupaten Lamongan,
terutama sejak masa reformasi hingga sekarang?

Kedua, benarkah yang mendorong terjadinya dinamika pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman
di pantai utara Kabupaten Lamongan adalah faktor internal, yakni kiai
sebagai agen sosial? Sebab sebagaimana diungkapkan Giddens dalam
teori strukturasi, bahwa dinamika sosial terus berlangsung karena agen
manusia secara berkesinambungan mereproduksi struktur dan sistem
masyarakat dalam interaksi sosial (human agency, struktur dan ‘duality

kemudian diderivatkan menjadi tradisional, tradisionalis, dan tradisionalisme. Kata
tradisionalis sering digunakan untuk menyifati sesuatu dan digunakan untuk
mengimbangi segala sesuatu yang bersifat modern (modernis). Untuk konteks Islam
Indonesia, kelompok yang sering disebut tradisionalis adalah Jam'iyah Nahdlatul
Ulama (NU) sebagai lawannya adalah modernis Muhammadiyah, meskipun pada
akhir-akhir ini telah terjadi banyak konvergensi (saling masuk dan saling mengisi)
antara keduanya. Ada orang Muhammadiyah yang nge-NU atau Muhammadiyah
kultural yang moderat dan ada orang NU yang nge-Muhammadiyah. Abdul Mughits,
Kritik Nalar Figh Pesantren, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 132
gtertundukan warga NU terhadap pimpinan, terutama kiai sangat tinggi bila

; inPlcan dengan warga Muhammadiyah.
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of structure’5); dan teori “The Third Way” Giddens yang menyebutkan
bahwa dalam era globalisasi, agen cenderung memikirkan “jalan ketiga”
sebagai pilihan ketiga antara sosialisme (kiri) dan kapitalisme (kanan),
antara intervensi negara dan pasar bebasS56, antara modernisasi dan
tradisionalisasi, serta antara budaya kota dan desa. Atau, justru
sebaliknya faktor eksternal yang paling menentukan. Dimana negara
melakukan penguasaan terhadap pesantren. Gramsci menyebutnya
sebagai “Hegemoni”s7, dan Louis Althusser menyebut “Ideological State
Apparatuss8 (ISA)59.

Dalam hal ini, Giddens melihat faktor internal yakni interaksi agen
dengan struktur internal yang mendorong terjadinya dinamika
pesantren. Sedangkan Gramcy dan Althusser lebih melihat faktor
eksternal. Bila teori Giddens yang benar, maka kiai sebagai agen sangat
menentukan terjadinya dinamika pesantren. Namun bila teori Gramcy
dan Althusser yang benar, maka kebijakan pemerintah melalui UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan Wisata
Bahari Lamongan (WBL), dan pembangunan pelabuhan internasional,
berkontribusi terbesar terhadap dinamika sosial, ideologi, dan ekonomi
pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan perdesaan
pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.

Ketiga, benarkah terjadi variasi pemaknaan elite Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika pesantren di kawasan pesisir
dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan? Sebagaimana
teori fenomenologi Alfred Schutz yang menyebutkan bahwa dalam
kehidupan sehari-hari, manusia bertindak secara praktis atas motif

55 Tony Spybey, Social Change Development & Dependency, (Cambridge: Polity Pres,
1996), 35

56 Jbid, ix

57 atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara menaruh
perhatiansus. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai
tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma
penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi
mereka.

58 yakni perangkat negara yang ideologis.

59 bid, ix
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“tujuan” dan “sebab”. Oleh karena itu, sikap dan tindakan secara alami
diatur oleh kedua motif tersebut.

Dalam tindakannya itu, individu berupaya mengontrol, menguasai,
dan mengubah dunia sesuai tujuannya, dan juga melihat peristiwa masa
lalu serta faktor yang ada. Sedangkan Peter L. Berger melihat tindakan
manusia sebagai proses eksternalisasi dan internalisasi yang cenderung
konstruksionistik. Fokus fenomenologi Berger adalah makna subjektif
individu pada aktivitas rasional, bebas, dan tidak tergantung secara
mekanistik. Aktivitas manusia harus dipahami secara verstehen
sebagaimana keberadaannya yang bermakna bagi pelaku dalam
masyarakat. Aktivitas itu selanjutya diinterpretasikan secara
intensionalitas dengan ditampakkan dalam perbuatan, pembicaraan,
dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tinjauan
Peter L. Berger, variatif pemaknaan bisa terjadi mengingat posisi subjek
yang diteliti bersifat kritis dan problematik. Dalam arti variatif,
pengetahuan yang dimiliki oleh para subjek turut menentukan variasi
pemaknaan yang diberikan terhadap dinamika pesantren.

C. Tujuan dan Manfaat Pembahasan
Pembahasan buku ini bertujuan untuk mengungkapkan:

Pertama, proses berlangsungnya dinamika sosial, ideologi dan
ekonomi di pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan
pesisir dan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan sejak masa
reformasi hinggaa sekarang.

Kedua, kebenaran faktor internal atau eksternal yang mendorong
terjadinya dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di
kawasan pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.

Ketiga, kebenaran variasi pemaknaan elite Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama terhadap dinamika pesantren di kawasan pesisir dan
pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.

Secara teoritis, pembahasan buku ini bermanfaat untuk mencabar
teori strukturasi dan "The third way” Antony Giddens, teori "Hegemoni”
A iQ_Gramcy, teori "Tindakan represif” dari Louis Althusser, serta
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teori "Fenomenologi” Alfred Schutz dan Peter L. Berger. Terutama
menemukan tipologi baru pesantren®® dilihat dari sudut keterikatannya
dengan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Juga, berkonstribusi
dalam penyempurnaan teori strukturasi Giddens, serta fenomenologi
Alfred Schutz dan Peter L. Berger.

Secara praktis, pembahasan hasil penelitian ini bermanfaat bagi
para pengambil kebijakan di pesantren dan intansi pemerintahan. Bagi
para pengambil kebijakan di pesantren yakni kiai dan pengurus yayasan
pesantren, pimpinan Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama sebagai

60 Kajian tipologi pesantren sebelumnya lebih banyak berasal dari kajian kontemporer,
bukan hasil penelitian yang mendalam. Misalnya Abd. Mogsith Ghazali membuat
tipologi pesantren dilihat dari gerakan dan tafsir keislaman yang dikembangkan
menjadi dua, yakni: pertama, pesantren mengajarkan pentingnya merawat harmoni
sosial dan toleransi antar umat beragama, para pengasuh ini berpendirian bahwa
Indonesia adalah wilayah damai (dar al-salam) karena itu jalan kekerasan dalam
memperjuangkan Islam tidak seharusnya di pilih; Kedua, pesantren yang menganut
ideologi politik Timur Tengah, seperti Wahabisme, Ikhwanul Muslimin, Talibanisme
dan lain-lain. Pesantren ini cenderung mengintroduksi jalan kekerasan dalam
menjalankan ajaran Islam, memandang non-Muslim sebagai kafir harbi yang boleh
diperangi. Abd. Mogsith Ghazali, “Pesantren, Terorisme dan Langkah
Penyelamatannya”, Media Indonesia, Jum’at 27 Juli 2009. Agussyafii membuat tipologi
pesantren menjadi empat, yakni: Pertama pesantren “salafi” yang tetap konsisten
dalam mengembangkan ajaran Islam, seperti pesantren zaman dulu; kedua pesantren
“modern”, yakni pesantren yang memadukan sistem lama dengan sistem pendidikan
sekolah; Kketiga pesantren yang sebenarnya hanya sekolah biasa tetapi siswanya
diasramakan 24 jam; dan keempat pesantren yang tidak mengajarkan ilmu agama,
karena semangat keagamaan sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan
kehidupan sehari-hari di sekolah. Agussyafii dalam tulisan Achmad Mubarok, Mubarok
Institute: Center For Indigenous Psychology. http://mubarok-institute.blogspot.com.
Zamaksyari Dhofier dari hasil penelitian tradisi pesantren memang membuat tipologi
pesantren, yaitu: pesantren tradisional, yang semata-mata memberikan pengajaran
agama Islam versi kitab kuning; pesantren modern, yang disamping mengajarkan ilmu
agama Islam juga ilmu pengetahuan umum dan ketrampilan; dan pesantren takhasus
pesantren yang secara khusus menekuni bidang-bidang tertentu. Departemen Agama
RI mengklasifikasikan pesantren menjadi empat tipe, yakni tipe A, B, C dan D. Namun
tipologi seperti ini untuk saat ini perlu dikaji ulang. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengkaji pesantren lebih utuh dan mendalam -dari sisi sosial, ideologi dan ekonomi-
sehingga bisa ditemukan tipologi baru yang bisa menggambarkan ciri khas pesan

. Y
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masukan ke mana seharusnya pesantren dikembangkan dalam konteks
dinamika sosial masa depan. Sedangkan bagi pemerintah, yakni para
kepala desa, camat Paciran dan Solokuro, bupati Lamongan, gubernur
Jawa Timur, Kementrian Agama, serta Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, adalah sebagai masukan bagaimana seharusnya bersikap
terhadap dinamika pesantren tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam buku ini terdiri dari delapan
bagian. Bagian pertama merupakan muqoddimah, memuat
latarbelakang masalah, fokus masalah, tujuan dan signifikansi
pembahasan, serta sistematika pembahasan. Secara singkat,
muqgoddimah ini merupakan penghantar, berisi kerangka berpikir dan
laporan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pembahasan.
Maksud pencantumannya, agar dengan demikian dapat diketahui
sejauhmana arti dan nilai karya ini dilihat dari latarbelakang
pembahasannya.

Bagian dua merupakan kajian pustaka, mengkaji berbagai hasil
penelitian dan pembahasan sebelumnya, tentang masyarakat perdesaan
pesisir dan pedalaman, serta dinamika pesantren Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama. Pembahasan pada bagian ini sebagai penghantar,
sekaligus untuk mempermudah dalam memahami dinamika pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan
pedalaman.

Bagian tiga mengungkapkan beberapa teori tentang dinamika
social, teori “strukturasi” Anthony Giddens, teori “the third way” Giddens,
teori “Hegemoni” Antonio Gramci dan “Tindakan Represif’ Louis
Althusser, teori makna, serta dinamika pesantren dalam perspektif teori
“strukturasi” Anthony Giddens, “the third way” Giddens, “Hegemoni”
Antonio Gramci dan “Tindakan Represif’ Louis Althusser. Akhir
pembahasan pada bagian ini disajikan kerangka teoritis tentang
pemaknaan elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap
dinamika pesantren. Dalam hal ini, tinjauannya difokuskan pada

o aknaan social, ideologi, dan ekonomi. Kerangka teori di sini hanya
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sekedar untuk mempertajam dalam mengkaji makna yang diberikan
oleh elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika
pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan
pedalaman, bukan dimaksudkan untuk diujikan.

Bagian keempat membahas metode penelitian yang digunakan,
menguraikan tentang: gambaran umum metode penelitian yang
digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang
dikumpulkan, teknik penentuan subyek, teknik pengumpulan data,
teknik analisis dan penafsiran data, teknik pencermatan kesahihan hasil
penelitian, teknik penyajian hasil, prosedur penelitian, dan jadwal waktu
penelitian. Uraian pada bab ini merupakan cara dan tindakan-tindakan
yang dilakukan peneliti dalam menggalih berbagai informasi di
lapangan, sesuai dengan permasalahan.

Bagian kelima secara khusus dipergunakan untuk menguraikan
setting, yakni konteks di mana penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini
mencakup: perubahan pemerintahan, geografis, demografis dan sosial,
kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, kondisi Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama, profil kepemimpinan di pesisir dan pedalaman, serta
paham dan sikap keagamaan yang sedang terjadi di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Jawa Timur, tepatnya di kecamatan Paciran dan
Solokuro Kabupaten Lamongan. Dengan diuraikannya pasal-pasal dalam
bagian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai masyarakat pesisir
dan pedalaman Pantai Utara Kabupaten Lamongan, khususnya tipologi
masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama; sehingga
memudahkan dalam mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan
dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan
pesisir dan pedalaman, faktor pendorong dinamika pesantren, aspek
makna dan nilai-nilai, serta kepentingan-kepentingan yang melandasi
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam memberikan makna
terhadap dinamika pesantren.

Sebagai inti dari pembahasan ini, yakni dinamika pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman
pantai utara Kabupaten Lamongan sengaja diletakkan pada bagian
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bagaimana proses dinamika sosial, ideologi dan ekonomi berlangsung di
pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan. Paparan bab ini
merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama, mengungkap
dinamika pesantren dari konteks sejarah dan relasinya dengan
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Terutama perubahan-perubahan
fluktuatif = kelembagaan, ideologi, dan ekonomi pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sejak masa reformasi (1998)
hingga sekarang. Pasal-pasal dalam bagian ini merupakan interpretasi
terhadap setting penelitian. Pembahasan bagian keenam ini
menguraikan dua pasal, yaitu dinamika pesantren Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan
dan dinamika pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di
kawasan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan.

Dialog teoritis antara hasil penelitian dengan teori-teori dinamika
dan pemaknaan sosial, ideologi, dan ekonomi yang telah ada sebelumnya
sengaja diletakkan pada bagian ke tujuh. Pertimbangannya agar dapat
ditarik benang merah antara bagian yang satu dengan lainnya. Bagian ini
sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua dan ketiga,
yakni factor pendorong dinamika pesantren dan pemaknaan elite
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika pesantren di
kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan.

Sebagai catatan akhir, tulisan ini ditutup dengan kesimpulan,
implikasi dan sintesa. Kesimpulan terhadap serangkaian pembahasan
pada bagian-bagian sebelumnya, sebagai jawaban rumusan masalah
pada bagian pertama dan didasarkan pembahasan pada bagian lima,
enam dan tujuh. Kemudian disertakan beberapa kemungkinan implikasi
teoritis dan praktis terhadap dinamika pesantren Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama di masa mendatang. Sintesa, sebagai benang merah dari
serangkaian pembahasan, sekaligus merupakan teoritisasi dari hasil
studi.
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HEBAT,
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Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca uraian bab ini diharapkan peserta didik

dapat:

1.

L .
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Menemukan posisi pembahasan buku ini dibandingkan dengan
hasil-hasil penelitian terdahulu

Menemukan perbedaan karakteristik masyarakat perdesaan
pesisir dengan pedalaman

Menemukan perbedaan pola hubungan elite dengan warga di
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Menggambarkan pengertian pesantren dan dinamika
pesantren, serta unsur-unsur dan macam-macam bentuk
pesantren

Menggambarkan fungsi pesantren dan akar pertumbuhan
pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di perdesaan
pesisir dan pedalaman
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A. Penelitian Terdahulu

Studi tentang dinamika pesantren sudah banyak dilakukan oleh
para ahli dari dalam maupun luar negeri. Tetapi, mereka belum ada yang
mengungkap dari sisi makna dinamika tersebut bagi elite dan warga
Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama®!. Mengingat pesantren awalnya
didirikan oleh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di perdesaan.
Bahkan hingga kini, mayoritas pesantren memang berada di perdesaan.
Sehingga, masyarakat tersebut juga disebut masyarakat santri
perdesaan, atau masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
perdesaan.

Penelitian Karel A. Steenbrik pada tahun 1973 hingga 1974 di
sejumlah pesantren di Jawa dan Sumatera®2 menemukan bahwa sejak
permulaan abad 20 Masehi, telah terjadi perubahan besar dalam
pendidikan Islam di Indonesia. Di samping lembaga tradisional seperti
pesantren, juga didirikan lembaga yang memakai metode moderen yang
sering disebut madrasah. Justru perubahan yang paling drastis adalah
metode yang dipakai Muhammadiyah untuk HIS. Yakni, sistem sekolah
yang ditambah dengan sedikit (2-4 jam per minggu) pelajaran agama.
Sejak itu, umat Islam memiliki pola pendidikan moderen beraneka
ragam dengan dua pola ekstrim yakni pesantren tradisional dan sekolah

61 Elite di sini dimaksudkan kiai, pimpinan Muhammadiyah dan Pengurus Nahdlatul
Ulama setempat, dalam hal ini pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah,
pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama, sedangkan warga
adalah pengikut yang secara struktural tidak masuk dalam pimpinan/ kepengurusan.

62 Antara lain pesantren Al Khairiyah di Citangkil, Mathla’'ul Anwar di Menes Banten,
Jawa Barat. Krapyak di Yogyakarta, Miftahul Ulum di Jejeran dan Watu Congol dekat
Muntilan. Di semarang meneliti pesantren Pondok Putri Kauman Timur, tiga
pesantren di Mrangen dan pesantren Kaliwungu. Jamsaren di Surakarta. Pesantren
Tebu Ireng, Rejoso, Denanyar, dan Tambakberas Jombang. Pondok Putri Persatuan
Islam di Bangil, Sabilil Muttagin di Madiun, dan dua pesantren kecil Josenan dan
Gading. Jamiatul Washliyah di Medan, pesantren besar Purba Baru dan Nabundong
di Tapanuli Selatan. Sumatera Thawalib, Parabek, Diniyah Putri di Padang Panjang,
dan pesantren kecil pusat Magsyabandiyah di koto Tuo Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Seribandung di Sumatera Selatan. Penelitian di berbagai pesantren tersebut

jlakukan selama delapan bulan. Kemudian dilanjutkan di Pesantren Moderen

plama tiga bulan. Karel A. Steenbrink, Pesantren..., xiii-xiv.
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moderen. Dualisme pendidikan di Indonesia sudah terjadi sejak akhir
abad ke-19. Kemudian diperkuat pada abad ke-20, yakni pesantren dan
madrasah yang di bawah naungan Departemen Agama, dan sekolah
umum yang di bawah naungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Terjadinya dualisme pendidikan ini, di samping karena
perkembangan lembaga pendidikan yang diselenggarakan penguasa
kolonial, lembaga pendidikan Islam juga berjuang supaya tidak
ketinggalan®3.

Penelitian Zamaksyari Dhofier¢* pada tahun 1977 hingga 1978
menunjukkan bahwa tradisi pesantren memiliki sejarah yang sangat
panjang dan terus berlangsung. Karena itu, situasi dan peranan lembaga-
lembaga pesantren dewasa ini harus dilihat dalam hubungannya dengan
perkembangan Islam dalam jangka panjang baik di Indonesia maupun di
negara-negara Islam pada umumnya. Dalam hal ini, kiai memiliki peran
utama dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam tradisional
di Jawa.

Penelitian Mastuhu6® pada tahun 1989 membuktikan bahwa telah
terjadi dinamika sistem pendidikan di pesantren terkait dengan tujuan
dan kurikulumnya. Mastuhu menunjukkan bahwa pada dasarnya semua
pesantren berangkat dari sumber yang sama, yaitu ajaran Islam. Namun,
terdapat perbedaan filosofis di antara mereka dalam memahami dan
menerapkan ajaran-ajaran Islam pada bidang pendidikan sesuai dengan
faktor sosial budaya masyarakat yang melingkari. Perbedaan itu terjadi
karena perbedaan pandangan hidup kiai mengenai konsep teologi,
manusia dan kehidupan, serta tugas dan tanggungjawab manusia
terhadap kehidupan dan pendidikan. Masing-masing pesantren
mempunyai ciri khas sesuai dengan tekanan bidang studi yang ditekuni
dan gaya kepemimpinan kiai.

63  ]bid, xiv.

64 yaitu Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pesantren Tegalsari di Salatiga.
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi ..., 1, 171

65 Yaitu pesantren Gontor Ponorogo, pesantren Tebuireng Jombang, pesanige
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M. Ridwan Nasiréé dalam penelitian yang sama sejak tahun 1988
hingga 1995 menyatakan bahwa pesantren memiliki daya elastis tinggi,
dan menunjukkan pandangan yang terbuka dengan sistem di luar
dirinya. Pesantren yang demikian, karena kiainya memunyai wawasan
luas dan berpegang pada kaidah: "Memelihara yang baik dari tradisi
lama, dan mengambil yang lebih baik dari perubahan baru”s’.

Imam Bawani meneliti secara khusus daya tahan pesantren
tradisional dalam menghadapi tantangan modernisasi. Antara lain
dengan munculnya lembaga pendidikan moderen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pesantren tradisional ternyata lebih eksis
dibanding pendidikan moderen. Terutama bila dilihat dari jumlah
santrinya¢8 Faktor penyebabnya karena kewibawaan dan kelebihan kiai,
kegiatan pesantren, dan kepuasan santri. Di samping itu, juga faktor
eksternal yakni dukungan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, ideologi,
dan politik yang berkembang di masyarakat®®. Tulisan serupa diungkap
oleh Zubaidi Habibullah Asy’ary”?, dan KH. A. Wahid Zaini’!. Sedangkan
penelitian Manfren Oepen menemukan dinamika yang terjadi di
pesantren ditentukan oleh komitmen atau penyerapan nilai/gagasan
dari luar, kekuasaan (power), pemanfaatan (utility), dan pengaruh?z.

66 Yakni pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Darul Ulum Rejoso, Bahrul Ulum
Tambakberas, dan Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang. M. Ridlwan Nasir,
Mencari..., 103-326

67  Ibid, 330.

68 Hasil penelitian Imam Bawani di pesantren Mamba'ul Hikam di Dusun Mantenan,
Desa Sleman, Kecamatan Udanawu, Blitar menunjukkan jumlah santri dari tahun
1980 hingga 1987 mengalami kenaikan rata-rata 205 santri (12%) setiap tahun.
Tahun 1980 jumlah santri 1.202, tahun 1981 menjadi 1364, 1982 menjadi 1560,
tahun 1983menjadi 1.744, tahun 1984 menjadi 1.931, tahun 1985 menjadi 2.127,
tahun 1986 menjadi 2.350, tahun 1987 menjadi 2.639. Berbeda dengan sekolah di
sekitar pesantren tersebut yang tidak mengalami perkembangan. Imam Bawani,
Tradisionalisme..., 145.

69  Ibid, 193.

70 Zubaidi Habibullah Asy’ari, Moralitas....

4. Wahid Zaini, Dunia ....

] , 0 i lOephen, Wolfgang Karcher, Dinamika..., 139

A0
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Penelitian tahun 2009 yang dilakukan oleh A. Nurul Kawakib di
tiga pesantren yakni Sidogiri, Nurul Jadid, dan Al Hikam73, menemukan
beberapa perbedaan dalam dimensi pendidikan dan budaya pesantren
dibandingkan dengan studi penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian
Dhofier (1982), Geertz (1962), Abdullah (1986), dan Van Bruinessen
(1987) yang mengungkapkan bahwa tujuan pesantren Jawa terutama
untuk melatih santri dengan pengetahuan Islam berdasarkan kitab
kuning.

Penelitian Nurul Kawakib menemukan bahwa telah terjadi
pergeseran tujuan pendidikan di pesantren. Karena, lembaga ini tidak
lagi hanya fokus pada studi Islam. Pesantren menanggapi tantangan
globalisasi dengan menciptakan program-program pendidikan baru.
Sehingga, belajar di pesantren tidak lagi terbatas untuk mempersiapkan
santri menjadi ulama (Islam) atau dalam penguasaan kitab kuning (Arab
teks klasik). Sebagai contoh di Pesantren Sidogiri. Meskipun masih pada
lingkup terbatas, santri memiliki kesempatan untuk mempelajari mata
pelajaran umum (sekuler). Akibatnya, program pendidikan di pesantren
mengalami diversifikasi. Penelitian ini berpendapat bahwa globalisasi
meningkatkan kompleksitas dan kebutuhan proses belajar dan
mengajar. Khususnya dalam menyiapkan santri untuk menghadapi
tantangan globalisasi.

Untuk masyarakat pesantren, hubungan antara globalisasi dan
bentuk-bentuk tertentu budaya lokal telah terlihat lebih sebagai saling
melengkapi ketimbang saling bertentangan. Dalam hal ini, pendidikan di
era globalisasi memperkenalkan generasi muda pesantren ke spektrum
pengetahuan yang lebih luas. Fenomena pergeseran orientasi
pendidikan di pesantren mendukung dugaan Sadalah's (2004) dan
Hefner (2007) bahwa sistem pendidikan Islam di era kontemporer
cenderung menerima dan mengintegrasikan pengajaran mata pelajaran
sekuler ke dalam program mereka. Penelitian ini juga membuktikan
paradigma Monshipouri dan Matomani (2006) yang menyatakan ada

73 A. Nurul Kawakib, Pesantren..., 107-119.
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tiga paradigma dalam komunitas muslim dalam menanggapi proses
globalisasi. Yaitu conservantives, globalizers, dan reformers.

Dalam kasus di Jawa, penelitian ini membuktikan bahwa
pesantren cenderung menggunakan paradigma reformis. Yakni,
melakukan transformasi pendidikan dan budaya “renewing without
breaking” (memperbarui tanpa merusak identitas diri). Dunia pesantren
menyebutnya sebagai “almuhafadat alal gadim alsholih walahkhdu
biljadid al-aslakh”. Untuk tujuan ini, masyarakat pesantren telah
berupaya untuk mengintegrasikan mata pelajaran sekuler ke dalam
sistem pendidikan pesantren. Respons pesantren terhadap tantangan
global telah ditunjukkan dengan pengembangan kurikulum, penerapan
kepemimpinan kolektif, penggunaan teknologi informasi, dan berbagai
bentuk pelayanan ekonomi.

Penelitian terkini tahun 2009 dilakukan oleh Asrori S. Karni di dua
belas lokasi’4. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika pendidikan Islam,
termasuk di pesantren, beberapa tahun terakhir’s ditandai dengan gejala
makin besarnya peran negara sebagai motor penggerak. Yang secara
gradual menggeser dominasi masyarakat. Peran itu terutama berupa
dukungan alokasi anggaran dan berbagai program pemberdayaan.
Gejala menguatnya peran negara itu memiliki makna tersendiri di
lingkungan pesantren, dibanding lingkungan pendidikan umum. Karena,
selama ini kelangsungan pendidikan pesantren, sebagian besar di topang
elemen masyarakat baik perorangan, yayasan, maupun ormas Islam?7s.

74 Yaitu Payakumbuh (Sumbar), Pandeglang (Banten), Jabotabek, Bandung, Ciamis
(Jabar), Yogyakarta, Surakarta (Jateng), Surabaya, Malang, Situbondo, Banyuwangi,
dan Gorontalo (Sulawesi) pada akhir 2008 dan awal 2009. Karni, Etos..., xxxi

75 Sejak ditetapkan UU Sisdiknas nomor: 20 tahun 2003 yang menghapus diskriminasi
satuan pendidikan negeri dan swasta, sekolah dan madrasah, serta memasukkan
diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, memaksa negara
mengubah haluan kebijakan terhadap pesantren. Anggaran pendidikan harus
terdistribusi secara adil, pesantren juga mendapat alokasi anggaran. Juga Peraturan
Pemerintah Nomor: 55 tahun 2007 yang menempatkan pendidikan agama dan
keagamaan di bawah pembinaan Departemen Agama.

aat masih didominasi topangan masyarakat, dan dukungan Negara masih sangat
¥ kan berarti pendidikan Islam tidak memiliki dan capaian kebanggaan.
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Gejala yang paling menonjol adalah makin “dirangkulnya”
pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Beberapa pesantren
memberi layanan program penyetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket
C. Mereka juga menerima alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
block grant, dan bantuan sporadis lain. Para ustadz dan ustadzah juga
diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi
terdekat. Bahkan, beberapa pesantren diberi status mu’adalah, yakni
kewenangan mengeluarkan ijazah yang bisa digunakan untuk
meneruskan ke perguruan tinggi dan mengikuti tes CPNS. Dibuka pula
akses untuk ratusan santri berprestasi agar dapat melanjutkan
pendidikan di PTN terkemuka’’ dengan beasiswa penuh mulai dari
biaya studi, kelengkapan kepustakaan, hingga biaya hidup dan
sebagainya. Para ustadz dan ustadzah yang sudah memiliki ijazah S1 juga
menjalani program sertifikasi dan memeroleh tunjangan dari
pemerintah.

Di Jawa Timur, sejak tahun 200678, state (pemerintah propinsi)
mengambil kebijakan khusus terhadap pesantren. Bekerjasama dengan
[AIN Sunan Ampel, STAIN Jember, dan Kopertais Wilayah IV Surabaya,
pemerintah meningkatkan kualifikasi guru madrasah diniyah melalui
program beasiswa. Jumlah guru madrasah diniyah yang memeroleh
beasiswa tersebut hingga tahun 2009 mencapai 3.370 orang. Pada tahun
2010, telah diputuskan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) bagi para santri, serta insentif dan program sertifikasi bagi guru
madrasah diniyah. Dengan program ini, maka diharapkan tidak ada lagi

Hanya saja dinamika itu terbatas di beberapa lembaga pendidikan Islam yang
memiliki leadership, manajemen, dan tim pendidik yang baik, serta punya akses
memadai pada sumber dana, baik domestic maupun internasional. Akibatnya,
lembaga pendidikan Islam yang besar makin besar, yang kecil lama-lama punabh. Ibid.,
XXXI.

77 Program ini berlangsung sejak tahun 2005. Bagi santri yang ingin mendalami sains
dan teknologi, dibuka akses ke ITB Bandung, ITS Surabaya, IPB Bogor, UGM
Yogyakarta, Unair Surabaya, dan FKK UIN Jakarta. Bagi santri yang beropsesi menjadi
ulama dibuka akses ke IAIN Surabaya, UIN Yogyakarta, dan IAIN Semarang. Ibid., 152.

78 Perjanjian kerjasama pertama antara Pemprof Jawa Timur dengan IAIN Sunan Ampel
Surabaya  dilakukan pada tanggal 18  September 2006  depgan
nomor:120.1/27/012/2006, nomor: In.03.1/Hm.01/3050/P/2006. ). &
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diskriminasi antara sekolah, madrasah dan pesantren. Baik dari sisi
kualitas maupun kesejahteran bagi para guru. Pemerintah Propinsi Jawa
Timur juga mengambil kebijakan untuk mengembangkan pendidikan
satu atap yang diprioritaskan bagi pesantren. Fenomena seperti ini
sudah tentu akan berimplikasi terhadap dinamika pesantren. Terutama
dari sisi institusi yang sudah tentu juga sosial, budaya, ekonomi, bahkan
politik. Sehingga, sangat menarik untuk dikaji.

Berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengaji
dinamika yang terjadi di pesantren, maka buku ini berupaya memahami
pemaknaan dinamika sosial, ideologi, dan ekonomi pesantren bagi elite
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan perdesaan pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan. Aspek sosial, ideologi,
dan ekonomi dipilih mengingat ketiga aspek ini yang tampak dominan -
tanpa menutupi kemungkinan aspek politik- untuk dijadikan dasar
menentukan tipologi pesantren.

Subjek dipilih elite = Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Mengingat, dua besar ormas Islam di Indonesia ini di samping memiliki
tradisi keagamaan dan sosial berbeda, pola hubungan antara elite dan
warganya juga berbeda. Sehingga, bisa jadi pemaknaan terhadap
dinamika pesantren juga berbeda. Setting perdesaan pesisir dan
pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan dipilih karena di
kawasan ini tumbuh berbagai pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama yang memiliki basis santri relatif sama besar. Sebuah realitas
sosial yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Indonesia.

B. Masyarakat Perdesaan Pesisir dan Pedalaman

Pembedaan masyarakat perdesaan pesisir dengan masyarakat
perdesaan pedalaman sebenarnya hanya bisa dilihat dari letak geografis
dan ekonomi. Bukan dari sisi hukum, apalagi budaya. Kedua masyarakat
ini berada dalam wilayah desa, yang dipimpin oleh seorang yang disebut
kepala desa. Budaya yang dikembangkan juga sama yakni budaya Jawa
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yang suka mengambil jalan tengah’. Perdesaan pesisir berada di
kawasan tepi laut, sehingga manyoritas penduduknya bekerja sebagai
nelayan. Sedangkan perdesaan pedalaman berada di kawasan daratan
kering atau daratan basah, sehingga mayoritas penduduk bekerja
sebagai petani sawah kering atau petani sawah basah.

1. Masyarakat Perdesaan Pesisir

Masyarakat perdesaan pesisir lebih dicirikan sebagai masyarakat
nelayan. Karena, mereka hidup sehari-hari sangat bergantung pada hasil
tangkapan ikan di laut. Pollnac membedakan nelayan ke dalam dua
kelompok. Yakni, nelayan besar (large scale fisherman) dan nelayan kecil
(small scale fisherman)8. Pembedaan ini berdasarkan respons untuk
mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian. Nelayan skala besar
dicirikan oleh besarnya kapasitas teknologi penangkapan, atau jumlah
armada dimana mereka lebih berorientasi pada keuntungan (profit
oriented). Mereka melibatkan buruh nelayan sebagai Anak Buah Kapal
(ABK) dengan organisasi kerja yang kompleks. Sedangkan nelayan skala
kecil dicirikan sebaliknya. Yakni, kapasitas teknologi penangkapan,
jumlah armada, dan tenaga yang minim. Serta, beorientasi pada
pemenuhan kebutuhan sendiri (pribadi).

Sedangkan Satria menggolongkan nelayan menjadi empat
tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan
armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi. Empat
tingkatan tersebut adalah peasant fisher, post peasant fisher, commercial
fisher, dan industrial fishers..

79 Kebudayaan Jawa sangat dipengaruhi oleh Hinduisme India yang membawa sistem
kasta. Namun sesudah itu, tampak perbedaan mendasar antara kedua masyarakat
tersebut. Ketika ciri kebudayaan India masuk ke Jawa, orang Jawa mengambilnya
dengan sangat seletif, serta menolak sistem kasta yang berdasar oposisi-oposisi, lebih
suka mengambil jalan tengah (Laksono menyebut Paradoksal). Hasilnya, meskipun
menerima Hinduisme, kebudayaan Jawa tidak dapat menerima sistem Kasta, dan juga
masyarakat Jawa berlapis-lapis namun tidak herarkhis. PM. Laksono, Tradisi..., viii

80  Pollnac dalam tulisan Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, (Yogyakarta: LKIS, 2009),
384

81 Jbid., 384-386
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Tingkat pertama yakni peasant fisher atau nelayan tradisional.
Mereka biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri
(subsistensi). Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang
dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
(khususnya pangan), dan bukan diinvestasikan kembali untuk
pengembangan skala usaha. Umumnya, mereka masih menggunakan
alat tangkap tradisional seperti dayung atau sampan. Mereka juga tidak
bermotor, dan umumnya masih menggunakan anggota keluarga sebagai
tenaga kerja utama.

Tingkat kedua adalah post peasent fisher yang dicirikan dengan
penggunaan teknologi penangkapan yang lebih maju seperti motor
tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut
semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di
wilayah perairan yang lebih jauh. Juga, memungkinan mereka
memeroleh surplus dari hasil tangkapan itu karena memunyai daya
tangkap yang lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih beroperasi
pada wilayah pesisir. Namun pada tipe ini, nelayan sudah mulai
berorientasi pasar. Tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak
tergantung pada anggota keluarga.

Tingkat ketiga yang disebut commercial fisher. Yaitu, nelayan yang
telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah
membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dan
status yang berbeda dari buruh hingga manajemen. Teknologi yang
digunakan juga lebih modern, namun membutuhkan keahlian sendiri
baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap.

Tingkat keempat adalah industrial fisher atau nelayan industrial.
Ciri utamanya adalah: (a) diorganisir dengan cara-cara mirip dengan
perusahaan agroindustri di negara-negara maju, (b) secara relatif lebih
padat modal, (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada
perikanan sederhana baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan (d)
menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.
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Tabel 2.1.
Penggolongan Nelayan Berdasarkan Karakteristik Usaha

Orientasi

Tingkat Hub
Jenis Ekonomi dan tngka ) ! ungafl
Teknologi Produksi
Pasar
Tidak hirarkhis,
Usaha Subsistensi, statu.s. terdiri dari
Tradisional rumah tangga Rendah pemilik dan Anak
g8 Buah Kapal (ABK)
yang homogen
) . Tidak hirarkhis,
Subsistensi, L .
status terdiri dari
Usaha Post- surplus, rumah —
Tradisional tangga, pasar pC [ < 120 Anak
58 '_p Buah Kapal (ABK)
domestik
yang homogen
Hirarkhis, status
terdiri dari
Usaha Surplus., pasar pemllllk,
_ domestik, Menengah  manajeman, dan
Komersial
ekspor Anak Buah Kapal
(ABK) yang
heterogen
Hirarkhis, status
terdiri dari
pemilik,
Usaha Surplus, L .
Industrial ekspor Tinggi manajeman, dan
P Anak Buah Kapal
(ABK) yang
heterogen

Sumber: Satria 2009

Problem yang dihadapi antara nelayan tradisional dengan yang

industrial sangat berbeda. Akan tetapi, secara umum para nelayan

tersebut memiliki problem yang sama terkait dengan pasar, manajeryg

5 Y
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usaha dan sumber daya, teknologi, hukum, organisasi sosial, dan sikap
mental. Meskipun kedalamannya bisa berbeda-beda. Keterbatasan pasar
serta manajemen dan teknologi menjadi kendala utama dalam
pembudidayaan ikan. Namun, tidak bisa dilepaskan dari hak
kepemilikan (property right) sumber daya. Sehingga, terjadi konflik
antara pembudidaya dengan nelayan berkaitan dengan alokasi sumber
daya. Nelayan yang sudah berpuluh-puluh tahun menangkap ikan di
suatu area, kemudian atas nama kepentingan investasi harus “tergusur”
dan pindah ke wilayah tangkap lain. Nelayan sudah terlanjur
menganggap bahwa wilayah tersebut secara de facto miliknya. Meskipun
secara de jure belum ada pengakuan hingga saat ini. Menurut Ostrom
(1990) nelayan tersebut sudah tercerabut access, with-drawal,
management, dan exclusion rights-nyas2. Selain itu, degradasi lingkungan
laut dan pesisir, serta pencurian ikan oleh kapal-kapal asing83,
menjadikan nelayan lokal semakin sulit mencari ikan. Bila sudah
demikian, yang dirugikan tidak hanya negara melainkan juga nelayan
lokal.

Masyarakat pesisir sering mengalami kelemahan bargaining
position dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir. Sehingga,
mereka kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas diri
dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana
aktualisasi dalam membangun wilayah. Bahkan, bisa terjadi kemiskinan.
Untuk mengatasi berbagai problem tersebut, salah satu strategi yang
ditempuh adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan
sosial yang dimiliki, atau yang ada pada masyarakat, dan
mengembangkan kualitas SDM dengan jalan meningkatkan wawasan
pembangunan dan keterampilan ekonomi masyarakat8+.

Kini, banyak masyarakat pesisir lebih berdaya dan tidak hanya
mengandalkan hasil tangkapan ikan laut. Banyak di antara mereka

82 Ostrom dalam tulisan Arif Satria, Ibid, 387.
83 Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam,
(Yogyakarta:LKIS, 2006), ix
flim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, Strategi Hidup Masyarakat
L lYogyakarta: LKIS, 2007), 1-2
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kemudian membuka lahan tambak, mengolah ikan menjadi berbagai
bahan makanan, dan berdagang. Terlebih dengan dikelolanya wisata laut
secara moderen oleh pemerintah dan pengusaha. Misalnya
pengembangan Tanjung Kodok di Pantai Paciran menjadi Wisata Bahari
Lamongan (WBL) yang disertai paket wisata gua, kebun binatang, dan
wisata ziarah. Banyak sektor perekonomian baru yang bisa dimasuki
oleh masyarakat pesisir, misalnya jasa dan kantin. Masyarakat juga bisa
memproduksi berbagai olahan makanan dan minuman khas, kerajinan,
dan sebagainya.

2. Masyarakat Perdesaan Pedalaman

Masyarakat perdesaan pedalaman lebih dicirikan sebagai
masyarakat petani, karena kehidupan sehari-hari mereka bercocok
tanam. Smit dan Zopt memberikan pengertian yang luas terhadap sistem
pertanian. Yakni, mencakup seperangkat gagasan, elemen-elmen
kebudayaan, ketrampilan, teknik, praktek, prasangka, dan kebiasaan
yang terintegrasi secara fungsional dalam suatu masyarakat berkaitan
dengan hubungan mereka dengan tanahs®s.

D. Whittlesey mengemukakan ada sembilan corak sistem
pertanian. Yakni: (1) bercocok tanam di ladang (shifting cultivation), (2)
bercocok tanam tanpa irigasi yang menetap (rudimentary sedentary
cultivation), (3) bercocok tanam yang menetap dan intensif dengan
irigasi sederhana berdasarkan tanaman pokok padi (intensive
subsistence tillage, rice dominant), (4) bercocok tanam yang menetap dan
intensif dengan irigasi sederhana tanpa padi (intensive subsistence tillage
without rice), (5) bercocok tanam sekitar lautan tengah (mediterranian
agriculture), (6) pertanian buah-buahan (specialized horticulture), (7)
pertanian komersial dengan mekanisasi berdasarkan tanaman gandum
(commercial grain farming), (8) pertanian komersiil dengan mekanisasi
(commercial livestock and crop farming), (9) pertanian perkebunan
dengan mekanisasi (commercial plantation crop tillage).86

85  Smit dan Zopt dalam tulisan Raharjo, Pengantar ..., 130
86 Whittlesey dalam tulisan Raharjo, Ibid, 131.
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Corak seperti ini menunjukkan bahwa pertanian sebagai mata
pencarian yang tidak seragam. Oleh karenanya, juga menciptakan
komunitas yang beragam. Keberagaman dalam bidang pertanian ini juga
berakibat pada terciptanya keberagaman dalam corak komunitas petani.

Berdasarkan pola kepemilikan dan penguasaan tanah, masyarakat
petani dapat digolongkan menjadi lima, yakni: (1) pemilik-penggarap
murni, yaitu petani yang hanya menggarap tanah miliknya sendiri, (2)
penyewa dan penyekap murni, yaitu mereka yang tidak memiliki tanah
tetapi menguasai tanah garapan melalui sewa atau bagi hasil, (3) pemilik-
penyewa dan/atau pemilik-penyekap (bagi hasil), yakni petani yang
disamping menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah milik
orang lain lewat persewaan atau bagi hasil, (4) pemilik bukan penggarap,
yaitu bila tanah miliknya disewakan atau disakapkan kepada orang lain
(penyakap, penggarap atau buruh tani), dan (5) petani tunakisme atau
buruh tani®’.

Namun akhir-akhir ini, terjadi perubahan pola kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat perdesaan sebagai akibat dari sistem ekonomi
uang (kapitalisme moderen). Misalnya: kecenderungan semakin
banyaknya transaksi persewaan dibandingkan dengan transaksi
penyakapan (bagi hasil). Semakin terkonsentrasinya kepemilikan atau
penguasaan tanah pertanian di tangan seseorang atau sekelompok orang
tertentu. Semakin banyaknya buruh tani, dan sebagainya. Bagi sebagian
besar masyarakat perdesaan pedalaman terutama buruh tani, faktor
seperti ini menjadikan pertanian tidak bisa dijadikan sebagai satu-
satunya harapan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga,
banyak di antara mereka yang kemudian pergi ke kota, bahkan ke luar
negeri. Mereka rela berhutang atau menjual barang yang dimiliki untuk
biaya transportasi. Banyak di antara mereka yang berhasil kemudian
pulang dan bisa membangun rumah, membeli berbagai perabotan
rumah tangga, kendaraan pribadi, membeli tanah, bahkan
menyekolahkan putra-putrinya terutama memondokkan di pesantren.
Pesantren dipilih, karena mereka meyakini lebih bisa menjamin
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pembentukan kepribadian anak. Terutama soal moral dan ketaatan
dalam beribadah.

C. Pola Hubungan Elite dengan Warga Muhammadiyah, Elite
dengan Warga Nahdlatul Ulama di Kawasan Perdesaan Pesisir
dan Pedalaman

Elite merupakan konsep kelas sosial. Pareto mengartikan elite
sebagai sekelompok kecil orang memunyai kualitas yang diperlukan
untuk pencapaian kekuasaan sosial dan politik yang penuh388. Pareto
membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu lapisan atas yang disebut
elite dan lapisan bawah yang disebut non-elite. Elite terdiri dari elite yang
memerintah dan elite yang tidak memerintah®®. Kaplan mengartikan elite
sebagai orang-orang yang memeroleh paling banyak daripada apa yang
seharusnya diperoleh.

Ada tiga hal berharga yang bisa didapatkan elite. Yaitu,
kehormatan, pendapatan, dan keamanan. Sedangkan Simon dalam
penjelasan elite membagi masyarakat atas tiga kelas sosial. Masing-
masing terpisah dalam menjalankan fungsi sosial, dan membutuhkan
personil khusus. Pertama, perencana tindakan sosial yaitu kelas yang
memainkan fungsi kecerdasan. Kedua, fungsi motorik yakni pelaksana
pekerjaan yang esensial. Ketiga, fungsi sensorik yaitu pemenuhan
kebutuhan rohani manusia.®® Scott Gordon menggambarkan bahwa
salah satu sifat menonjol dalam semua organisasi manusia adalah
adanya hierarki. Yaitu, susunan sejumlah orang yang menduduki posisi
penting karena kelebihannya. Sedangkan pada sisi lain, terdapat
sebagian besar yang menduduki posisi bawah9l. Spencer membagi
masyarakat menjadi dua kelompok. Yaitu, sebagian kecil yang berperan
sebagai atasan dan sebagian besar yang menjadi bawahan?2.

88  S.P.Varma, Teori Politik Moderen, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987). 202.

89 Ibid., 419.

90 David Susana Killer, Penguasa dan Kelompok Elite, Zahara D. Noor (penerjemah),
(Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 9.

91 Scott Gordon, The History and Philosophy of Sosial Science, (London: Roudledge,
1991), 5

92 Ibid., 419.
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Seseorang disebut sebagai elite pada umumnya karena memiliki
kelebihan di atas anggota masyarakat. Semakin kompleks masyarakat,
semakin banyak kelompok sosial dan semakin banyak jenis elite.
Seseorang bisa jadi secara simultan menjadi anggota berbagai kelompok,
anggota warga negara, anggota sosial keagamaan, anggota perusahaan,
dan sebagainya. Masing-masing kelompok memunyai sebagian kecil
orang yang disebut elite. Kiai, misalnya. Menurut Imam Suprayogo,
dalam posisinya sebagai elite, agama tidak menutup kemungkinan
dipandang oleh masyarakat sebagai elite kelompok lain. Seperti elite
politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kiai sebagai elite agama
menduduki posisi ganda. Yaitu selaku pemimpin spiritual, pelayan
masyarakat, maupun aktivis politik93.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi
sosial keagamaan di Indonesia dengan basis massa terbesar berada di
perdesaan, dan memiliki loyalitas terhadap organisasi yang sangat
tinggi. Sebagai organisasi sosial keagamaan, baik Muhammadiyah
maupun Nahdlatul Ulama memunyai tokoh dan warga. Tokoh yang
sangat berpengaruh, baik yang langsung terlibat dalam kepengurusan
organisasi maupun tidak, inilah yang disebut dengan “elite”. Dalam
tradisi NU, kelompok elite identik dengan kiai%. Baik yang secara

93 Imam Suprayogo, Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai, (Malang: UIN-Malang
Press, 2009), 30-31

94 Perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah sangat nampak dalam tradisi
keagamaan. Menurut KH. Masdar Farid Mas’ud, siapapun orangnya, jika ketika shalat
subuh membaca do’a Qunut, ketika keluarganya meninggal dunia melakukan tadarus
atau tahlil, atau ketika bulan Maulud mereka gemar mendendangkan syair pujian dan
salawat untuk kanjeng Nabi Muhammad, minimal tidak membid’ahkan, berarti
mereka “NU”. Sedangkan definisi yang tertuang dalam Qanun Asasi, bahwa “NU
adalah organisasi yang dalam hal berfikih menganut salah satu madzhab empat,
dalam berakidah menganut Asy’ari-Maturidi, dan dalam bertasawuf menganut al-
ghazali-Junaidi al-Baghdadi” hanya merupakan kerangka teoritik untuk
menjustifikasi tradisi keagamaan seperti yang dipahami warga NU kebanyakan.
Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU, (Yogyakarta: LKIS, 2008), xii-xiii.
Tradisi seperti itu tidak dilakukan oleh warga Muhammadiyah, karena tidak ada nas
yang shahih.

dentifikasi seperti ini wajar, mengingat NU organisasi sosial keagamaan yang

fifpara kiai pada tahun 1926 M di Surabaya, sebagai gerakan kebangkitan para
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struktural menjabat kepengurusan di NU maupun yang tidak (hanya
memangku pesantren). Sehingga, ada sebutan kiai struktural dan kiai
kultural.

Berbeda dengan Muhammadiyah, sebutan elite tidak harus kiai.
Tapi, bisa ulama, intelektual, birokrat, dan pengusaha muslim yang
berpengaruh dalam pengembangan syiar Islam serta menduduki
kepengurusan di Muhammadiyah. Sedangkan warga merupakan jamaah
yang tidak menduduki jabatan kepengurusan (non-elite) di
Muhammadiyah.

Hubungan elite dengan warga antara Muhammadiyah dengan NU
sangat berbeda. Bila di Muhammadiyah lebih dilandasi hubungan
kolegial-rasional dan tidak mengedepankan pembedaan status. Tapi di
NU, lebih dilandasi hubungan personal-emosional, dan lebih
mengedepankan pembedaaan status (kharismatik, usia, keturunan).
Menurut Nurcholish Madjid?, tradisi hubungan dalam NU seperti itu
tidak lepas dari pengaruh model pendidikan di pesantren NU, terutama
dengan diajarkan “Ta’lim Al-Muta’allim”. Kitab karangan Syaikh Az-
Zarnuji ini merupakan salah satu kitab yang memengaruhi hubungan
kiai-santri, dan kemudian terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh
ajaran dalam  “Ta’lim Al-Muta’alim” adalah: “Salah satu cara
menghormati guru adalah hendaklah jangan berjalan di depannya,
jangan duduk di depannya, jangan memulai pembicaraan kecuali dengan
izinnya, jangan bicara di dekatnya, jangan menanyakan sesuatu kecuali
sedang kelelahan™’. Kitab ini sebagai filosofi semangat belajar dan
bertopang pada masalah berkah dan tidak berkah. Seorang santri
kemudian menutup kritisisme pada diri masing-masing. Mereka takut
bertanya, karena bisa dianggap tidak sopan oleh kiai. Takut
berpendapat, karena khawatir menyinggung kiai dan akhirnya
kehilangan keberkahan.

kiai. Identifikasi ini juga nampak dalam struktur kepengurusan PB NU, ada Mustasyar,
pengurus harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah.
96 Ahmad Mujib El-Shirazy, Fahmi Arif El-Muniry, Landasan Etika Belajar Santri,
(Jakarta: CV. Sukses Bersama, 2006), 70
97  Ibid.
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Ahmad Mujib El-Shirazy menilai terjadi distorsi dari kitab Ta’lim
Al-Muta’allim: Tampaknya ada distorsi yang hilang dari kitab itu sendiri.
Karena kitab Ta’lim Al-Muta’allim juga mengajarkan kritisisme. Misalnya
pernyataan Syaikh Az-Zarnuji: “orang yang mencari ilmu, haruslah selalu
merenungkan pelajaran dan mendiskusikannya dengan teman-
temannya”. Lebih jauh Syaikh Az-Zarnuji menyatakan bahwa “faedah
yang diperoleh dari diskusi lebih banyak daripada sekadar mengulang-
ulang pelajaran. Karena dengan diskusi, maka seseorang akan
memeroleh tambahan pengertian dan pemahaman yang baru tentang
materi yang dipelajari”. “Hafalan satu huruf lebih utama daripada
mendengar dua karung huruf. Faham dua huruf, lebih utama daripada
hafal dua karung huruf”.98

Dalam tradisi NU, pola hubungan kharismatik hingga kini tetap
terjaga. Tetapi, tidak selalu demikian dalam soal politik. Sebutan kiai
khosh dan kiai kampung oleh KH. Abdurrahman Wachid, misalnya,
adalah konstruksi politik. Sehingga, bisa terjadi benturan antar-kiai.
Menurut Gus Dur, kiai sepuh atau khosh adalah mereka yang menjadi
pengasuh pesantren-pesantren besar. Kiai kampung adalah tokoh-tokoh
agama di desa yang biasanya menjadi guru ngaji, memiliki surau
(langgar, musala), pengurus takmir masjid, atau memiliki pesantren
yang kecil.

KH. Abdullah Faqih tidak sependapat dengan sebutan kiai khos dan
kiai kampung yang dikemukakan KH. Abdurrahman Wachid tersebut.
Menurut KH. Abdullah Faqih:

“Penamaan dan pemilahan kiai khosh dan kiai kampung
sebagaimana dimaksud adalah sangat tidak mendasar dan
terkesan mengada-ada. Boleh jadi, itu hanya dimanfaatkan untuk
mencapai tujuan tertentu. Karena pada hakikatnya, tidak ada
istilah kiai khosh dan kiai kampung. Jika ada kiai khosh, berarti ada
kiai awam. Padahal, penyebutan kata khas dan awam itu
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sebenarnya untuk membedakan antara orang yang pandai (alim)
dan orang yang bodoh (awam) dalam hal keagamaan.” 99

Bahkan, Muhyidin Arubusman menilai justru sebutan tersebut
membenturkan antara kiai pesantren dan kiai di desa-desa.
Sebagaimana beliau ungkapkan:

“Penamaan istilah kiai kampung tersebut sarat dengan upaya
untuk membenturkan antara para kiai pondok pesantren dan para
kiai di desa-desa yang sebenarnya adalah santri dari kiai. Padahal,
pembenturan itu dapat memudarkan ghirah dan pemahaman para
kiai di desa terhadap ajaran-ajaran gurunya di pesantren hanya
karena pengultusan terhadap individu. Memang, fanatisme dan
kecintaan yang berlebihan cenderung menafikan dan menutupi
kesalahan. Sebagaimana kebencian itu juga sering mencari-cari
keburukan. (waainurridlaan kulli aibin kalilatun kamaa anna ainas
sukhthi tubdil masawiyaa). Ketika ada sebagian kiai yang terlibat
dalam politik praktis, serta-merta banyak orang yang menuduh
para kiai itu telah terkontaminasi dan dianggap telah berpaling
dari tugas keulamaan. Mereka menuduh para kiai yang terlibat
dalam politik tidak lagi mampu mengemban gerak sosial dan
keagamaan. Lebih dari itu, para kiai tersebut dianggap menjadi
pendorong perpecahan100.”

Kiai khosh bagi masyarakat NU selama ini menjadi panutan.
Bahkan bagi warga NU, ada hukum tidak tertulis untuk taklid kepada kiai
khosh. Apapun yang diucaapkan harus menjadi pegangan. Jika kiai khosh
menyuruh untuk memilih A, warga NU tidak akan memilih B, C, D, dan
seterusnya. Sehingga, partai politik yang didukung oleh kiai khosh selalu
menang. Khususnya PKB di Jawa Timur tahun 1999 dan 2004. Namun,
sejak menjelang pemilu pada tanggal 9 April 2009, fenomena taklid
kepada kiai khosh tampaknya mulai berkurang. Masyarakat beralih ke
kiai cash dan kiai kaus. Kiai cash adalah mereka yang membagi-bagikan

99 KH. Abdulloh Faqih, “Menolak Istilah Kiai Khas dan Kiai Kampung”, jawapos.com,
Senin, 02 April 2007

100 Muhyiddin Arubusman, “Politik Kebangsaan Kiai Kampung”, Jawa Pos, 17 Pebruggi
2007 of ]

56 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si AN
g rosn



uang. Sedangkan kiai kaus adalah mereka yang membagi-bagikan
kaus101,

Lunturnya kewibawaan seperti itu juga terjadi pada kalangan
santri. Menurut KH. A. Mustofa Bisri:

“Sebagai warga, rupanya tidak enak menjadi “santri beneran”.
Zaman sekarang membutuhkan “santri anginan” agar bisa survival
di atas pentas sejarah. Santri tipe pertama memang lebih sejati,
tulus, dan istiqgomah. Tetapi, mereka nelongso dan miskin. Mereka
ibarat ikan, meski hidup di air laut namun tetap tidak pernah asin.
Anehnya, tokoh seperti ini jadi langka di sekitar kita. Santri tipe
kedua, lebih taktis, kalkulatif, dan ekonomis. Karena itu, mereka
kaya raya. Hidup mereka tergantung “arus angin”. Angin ke kanan
ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Putih bisa menjadi hitam, biru
bisa menjadi kuning, ‘pokoke selamet, titik’'102.”

Elite Muhammadiyah maupun elite Nahdlatul Ulama sangat
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat perdesaan pesisir dan
pedalaman. Sebagai pemangku pesantren dan pengurus organisasi,
sebagian besar mereka secara ekonomi sudah mapan dibandingkan
dengan warga desa pada umumnya. Para elite ini yang mendirikan
pesantren dan berbagai lembaga pendidikan yang ada di dalamnya.
Sebagai kiai, ustadz, guru, dan pengurus pesantren, mereka juga yang
berebut pengaruh ke warga untuk menyebarkan faham keagamaan
(berdakwah) dan memegang kendali desa (sebagai penentu penyaluran
suara warga untuk memilih siapa yang layak didukung sebagai kepala
desa atau perangkat desa, juga memengaruhi kebijakan desa). Karena
banyak kepentingan di kalangan elite, sehingga terkadang memicu
terjadinya konflik elite. Yaitu, konflik inter dan antar-kiai, bahkan
dengan pengurus Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Bila sudah
demikian, warga yang menjadi korban. Elite Muhammadiyah dan NU

101 Asmadji As Muchtar, “Kiai Khos, Kiai Cash dan Kiai Kaus”, Nahdlatul Ulama..., 248-
W

i, Peran Sosial Santri dan Abangan, (Jakarta: Penamadani, 2007), xvii
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memang sebagai penggerak kemajuan dan penyatuan masyarakat
perdesaan. Namun, suatu ketika juga bisa sebagai pemicu terjadinya
konflik.

Memang selalu terdapat posisi biner dalam masyarakat perdesaan
yang berbasis pada organisasi sosial keagamaan!93. Di satu sisi, ada
konflik yang tidak mudah diurai. Namun, juga terdapat integrasi yang
dalam banyak hal sebagai bagian dari akibat konflik itu sendiri. Biasanya,
ketika konflik sudah mulai mereda maka pada saat itulah akan terjadi
pola interaksi baru yang dapat diciptakan bersama. Tingkatan konflik
juga bisa bervariasi. Jika pada masa lalu konflik itu sangat aktual, maka
dewasa ini yang terjadi adalah rivalitas.

Pada pembahasan ini, yang dimaksud elite Muhammadiyah adalah
kiai baik yang secara struktural menjabat pimpinan Muhammadiyah
maupun tidak. Juga, pimpinan ranting dan cabang Muhammadiyah baik
yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan pesantren maupun
tidak terlibat. Demikian halnya dengan elite NU, adalah para kiai baik
yang secara struktural menjabat pimpinan Nahdlatul Ulama maupun
tidak, dan pimpinan Ranting NU dan Majelis Anak Cabang NU baik yang
secara langsung terlibat dalam pengelolaan pesantren maupun tidak
terlibat.

Sedangkan warga Muhammadiyah adalah jamaah yang secara aktif
mengikuti kegiatan Muhammadiyah, namun tidak menjadi pengurus
Muhammadiyah. Baik yang terlibat dalam pesantren maupun tidak.
Demikian halnya dengan warga NU adalah mereka yang secara aktif
mengikuti kegiatan jamiyah NU namun tidak menjadi pengurus NU. Baik
yang terlibat di pesantren maupun tidak. Pembahasan buku ini hanya
menfokuskan pada elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Mengingat, mereka lah yang lebih memahami persoalan-persoalan
organisasi.

103 Nur Syam, “Konflik NU dan Muhammadiyah: Perbedaan Paham Agama dalam Teori
Fungsional Konflik”, dalam tulisan Thoha Hamim (ed), Resolusi Konflik Isg
Indonesia, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 256-257 of S
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D. Dinamika Pesantren

1. Pengertian Pesantren dan Dinamika Pesantren

Pesantren, pondok, atau pondok pesantren, dilihat dari akar
bahasa memang berbeda. Namun, memiliki maksud sama. Yakni, suatu
lembaga pendidikan Islam dimana para santri, ustadz, dan kiai berada
dalam satu asrama. Istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an,
dimana kata "santri" berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok
berasal dari Bahasa Arab funduuq ($s~¢) yang berarti penginapan. Istilah
pondok pesantren merupakan perpaduan dari istilah tersebut yang
berarti tempat penginapan para santri. Khusus di Aceh, pesantren
disebut dayah, atau rangkang. Sedangkan di Minangkabau dinamakan
surau.

Pesantren dipimpin oleh seorang kiai. Untuk mengatur kehidupan
pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-
adik kelasnya. Mereka biasanya disebut lurah pondok. Tujuan para santri
dipisahkan dari orang tua dan keluarga adalah agar mereka dapat
meningkatkan hubungan dengan kiai dan Allah SWT.

Pendidikan  pesantren bertujuan untuk memperdalam
pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan mempelajari
bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata-bahasa bahasa Arab. Para pelajar
pesantren (disebut santri) belajar di pesantren sekaligus tinggal pada
asrama yang disediakan oleh pesantren. Institusi sejenis juga terdapat di
negara-negara lain. Misalnya di Malaysia dan Thailand Selatan yang
disebut sekolah pondok, serta di India dan Pakistan yang disebut
madrasah Islamiah?04,

Awalnya, di pesantren hanya diajarkan agama Islam dan bahasa
Arab. Namun, kemudian diajarkan ketrampilan dan ilmu umum seiring
dengan hadirnya madrasah dan sekolah di pesantren. Ini membuktikan
di pesantren sedang terjadi perubahan struktur dan kultur.
Perubahannya tidak selalu kontinyu. Bisa jadi fluktuatif atau lebih
dinamis.
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Dinamika pesantren merupakan suatu keadaan yang terus
berubah yang menggambarkan pasang surutnya aktivitas, sistem sosial,
dan kelembagaan pesantren. Dinamika ini sebagai cerminan dari adanya
interaksi yang dinamis antar-warga pesantren (kiai, ustadz, ustadzah,
guru, santri). Juga, dengan masyarakat desa sekitar pesantren.

2. Unsur-Unsur dan Macam-Macam Bentuk Pesantren
a. Unsur-Unsur Pesantren

Pesantren merupakan institusi sosial, yakni sebagai lembaga
pendidikan dan pengajaran agama Islam. Umumnya dengan cara
non-klasikal dimana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam
kepada santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa
Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya
tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.105

Sebagai institusi sosial, maka pesantren memiliki lima unsur
utama. Yakni; pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik,
santri, dan kiail%. Pondok atau dikenal dengan asrama adalah
tempat tinggal para santri. Pondok memberikan ciri khas tradisi
pesantren, sekaligus membedakan dengan sistem pendidikan
tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan
wilayah negara Islam. Sistem ini pula yang membedakan
pesantren dengan sistem pendidikan surau di Minangkabau107.

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, khususnya shalat
lima waktu secara berjamaah. Sekaligus sebagai tempat belajar
mengajar. Masjid juga berfungsi sebagai tempat “pengajian” para
santri dan masyarakat umum, serta berbagai kegiatan keagamaan
sesuai dengan ciri khas pesantren. Misalnya pada pesantren NU
yang sering mengadakan kegiatan istighosah, tahlilan, khaul, dan
lain-lain.

105 Sudjoko Prasodjo, Profil Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1982), 6.
106 Dhofier, Tradisi ..., 44-60.
107 Jbid., 44.
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Istilah santri berasal dari kata “sant” dan “tra”. “Sant” berarti
manusia baik, dan “tra” berarti suka menolong. Clifford Geertz
menyebut kata “shastri” yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai
menulis!%8. Dalam Babad Cirebon disebutkan bahwa kata santri
berasal dari kata “cantrik” yang berarti orang yang sedang belajar
kepada seorang guru. Kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa
menjadi “santri”. Dawam Raharjo menyebut istilah santri
memunyai dua pengertian. Yakni: pertama adalah mereka yang
taat kepada perintah agama Islam; kedua, adalah mereka yang
tengah menuntut pendidikan di pesantren!®®. Santri di sini
dimaksudkan sebagai orang yang sedang menuntut pengetahuan
agama di pesantren. Menurut Hasbullah, santri dapat dibedakan
menjadi dua, yakni santri kalong dan santri mukim. Santri kalong
adalah santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan
biasanya mereka tidak menetap atau menginap di pesantren.
Sedangkan santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah
yang jauh dan menetap dalam pesantren!10.

Kata kiai sinonim dari kata sheikh dalam bahasa Arab. Secara
terminologi (istilahi), arti kata sheikh sebagaimana disebutkan
dalam kitab al Bajuri adalah man balagha rutbatal fadli. Yaitu,
orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan. Karena
selain pandai (alim) dalam masalah agama (sekalipun tidak
allamah atau sangat alim), mereka mengamalkan ilmu itu untuk
dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Kiai
atau sheikh dalam pengertian etimologi (lughotan) adalah man
balagha sinnal arbain. Yaitu, orang-orang yang sudah tua umurnya
atau orang-orang yang memunyai kelebihan. Misalnya dalam hal
berbicara atau mengobati orang (nyuwuk), tapi tidak pandai dalam
masalah agama. Sehingga kalau ada orang yang disebut kiai, tapi
tidak alim dalam masalah agama. Atau, alim dan pandai berbicara

108 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Aswab Mahasin
(penerjemah), (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1989), 173

109 Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren, (Jakarta: P3M, 1985), 37.

jasbullah dalam tulisan Ahmad Syafi’ie Noor, Orientasi Pengembangan Pendidikan

j i Tradisional, (Jakarta: Prenada, 2009), 46
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tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka orang itu termasuk
kiai dalam pengertian bahasa (lughotan). Penyebutan kiai berasal
dari inisiatif masyarakat. Bukan dari dirinya sendiri atau media
massalll,

Kiai merupakan gelar kehormatan yang sarat dengan
muatan agama dan ditujukan kepada seseorang yang aktif dalam
kegiatan pengajaran pengetahuan agama di pesantren. Kiai adalah
orang yang memiliki lembaga pesantren dan menguasai
pengetahuan agama, menguasai kajian kitab kuning, serta secara
konsisten menjalankan ajaran agama.!12 Kiai sebagai top manager
pesantren, sekaligus pendidik dan pengajar utama pesantren. Kiai
bertanggung jawab dalam mengajar dan mendidik para santri
yang dibantu oleh ustadz dan ustadzah. Seiring dengan hadirnya
madrasah dan sekolah di pesantren, maka ada istilah guru.
Bedanya, kalau ustadz dan ustadzah adalah pengajar dan pendidik
ilmu agama. Sedangkan guru adalah pengajar dan pendidik ilmu
non-agama (ilmu umum dan ketrampilan).

Unsur lain yang membedakan pesantren dengan lembaga
pendidikan lainnya adalah kajian kitab-kitab Islam klasik atau
lebih dikenal dengan kitab kuning. Kitab kuning pada umumnya
dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab yang
dihasilkan oleh ulama dan pemikir muslim di Timur Tengah sejak
abad ke-9 Masehi. Tujuan utama pengajaran kitab kuning adalah
mendidik calon ulama. Pengajarannya dilaksanakan dengan
menggunakan sistem “sorogan” dan “bandongan”.

Dalam perkembangannya, seiring dengan kehadiran
madrasah diniyah di pesantren, maka diterapkan sistem kelas
berjenjang dimana santri putra dan putri dipisah. Demikian halnya
dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Pesantren
umumnya menggunakan pendekatan “doktrin”. Tapi sekarang,
banyak pesantren yang menerapkan pendekatan “demokratis”.

111 KH. Abdullah Faqih, Menolak ....., Senin, 2 April 2007.
112 Jpid, 49.
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Bahkan, ada pesantren yang mulai bersedia untuk menerapkan
pendekatan “multikultural”13. Misalnya di pesantren Sunan
Drajad, Lamongan. Metode ini adalah sebuah pendekatan dalam
pembelajaran agama Islam yang didasarkan atas nilai dan
kepercayaan demokratis. Melihat keragaman sosial, dan
interdependensi dunia sebagai bagian dari pluralisme budaya.

Unsur-unsur tersebut merupakan inti pesantren yang dalam
perkembangannya seiring dengan diferensiasi jenis lembaga
pendidikan dan unit-unit usaha pesantren, bisa jadi kiai tidak lagi
penguasa tunggal di pesantren. Melainkan ada tim yang berbentuk
yayasan.

. Macam-Macam Pesantren

Pesantren bisa dilihat dari segi tipe, isi kurikulum, dan
respons terhadap tantangan zaman. Dari sisi tipe, menteri agama
Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 1979
yang mengklasifikasikan pesantren menjadi empat tipe. Yakni:

1) Pesantren tipe A, yaitu para santri belajar dan bertempat
tinggal di asrama di lingkungan pesantren dengan pengajaran
berlangsung secara tradisional (sistem wetonan atau
sorogan).

2) Pesantren tipe B, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran
secara klasikal. Model pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi
dan diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di
asrama di lingkungan pesantren.

3) Pesantren tipe C, yaitu pesantren yang hanya merupakan
asrama. Sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah
atau sekolah). Fungsi kiai hanya mengawasi dan sebagai
pembina para santri tersebut.

4) Pesantren tipe D, yaitu yang menyelenggarakan sistem
pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah114,

113 Abd. Aziz Albone dalam Balai Litbang Agama, Pendidikan Agama Islam dalam
Rerspektif Multikulturalisme, (Jakarta:Saada Cipta Mandiri, 2009), v

Dinamika Pesantren Muhammadiyah & NU | .,
Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi



Secara umum, dilihat dari isi kurikulum yang diajarkan,
pesantren dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yakni; pesantren
tradisional (salafiyah) yang semata-mata memberikan pengajaran
agama Islam versi kitab kuning; pesantren modern (khalafiyah)
yang disamping mengajarkan ilmu agama Islam, juga ilmu
pengetahuan umum dan ketrampilan; dan pesantren takhasus
atau pesantren yang secara khusus menekuni bidang-bidang
tertentu seperti tasawuf, pertanian, koperasi, rehabilasi
penggunaan obat-obat terlarang, dan sebagainyat?s.

Sedangkan dilihat dari sisi pola pendidikan terkait dengan
respons pesantren terhadap tantangan dan arus zaman, maka
pesantren dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis. Pertama,
pesantren modern yang penuh ghiroh membenahi pesantren
dengan sistem yang kompatibel dan semangat modernitas. Kedua,
pesantren yang “melek” kemajuan zaman sekaligus tetap
mempertahankan nilai-nilai yang positif dari tradisi. Ketiga,
pesantren yang juga memahami aspek positif modernitas namun
tetap memilih menjadi jangkar bagi persemaian semangat
tradisionalisme. Keempat, pesantren yang bersikap antagonis
terthadap gempita modernisasil’é. Macam-macam bentuk
pesantren ini menunjukkan bahwa keberadaan pesantren sejak
awal hingga kini mengalami dinamika yang seiring dengan
perkembangan zaman.

E. Fungsi Pesantren dan Akar Pertumbuhan Pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Perdesaan Pesisir dan
Pedalaman

Pesantren merupakan intitusi pendidikan tradisional yang
memiliki tiga fungsi utama. Yakni: transmisi dan transfer ilmu-ilmu
Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan reproduksi ulama. Namun dalam
perkembangannya seiring dengan perubahan sosial, pesantren tidak

115 Bawani, Tradisionalisme..., 192
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hanya cukup memiliki tiga fungsi tersebut. Melainkan juga dituntut
untuk bisa berfungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama di
masyarakat perdesaan, baik pesisir maupun pedalaman. Bisa dalam
bidang kesehatan, teknologi, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Fungsi sosial menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya sebagai
pusat pendidikan Islam untuk mentrasfer dan menanamkan nilai-nilai
Islam. Namun, -meminjam istilah Ki Hadjar Dewantara- juga sebagai
pusat pendidikan budi pekerti dan sebagai imbangan atas sistem sekolah
“Barat”; pembasmi buta huruf dan pembawa pengetahuan ke “desa” ;
meringankan biaya penyebaran kecerdasan atau penyediaan sekolah
murah, dan sebagai penuntun dan pengawas hidup sehari-hari anak. Dr.
Sutomo mendorong pengadaan sekolah-sekolah dengan menggunakan
sistem pesantren ini terutama di kota-kota besar.

Fungsi sosial tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk
mengimbangi keberadaan sekolah-sekolah yang didominasi oleh sistem
pengajaran “Barat”. Dalam hal ini, pesantren yang dituntut
melakukannya karena pesantren memiliki ciri khas “Timur”. Yakni,
terdapat unsur-unsur “keaslian”, penguatan kecerdasan batin dan lahir,
menjaga kebersamaan, mempersatukan anak didik dari segala lapisan
masyarakat, dan kecintaan pada tanah air dan bangsall’. Pada masa
penjajahan Belanda, pesantren yang diimajinasikan sebagai “asli”,
berkultur “Timur”, dan berkarakteristik perdesaan dihadapkan dengan
H.IS dan E.L.S. yang diimajinasikan sebagai berkultur ‘Barat’ dan
berkarakteristik perkotaan. Kultur ‘Timur’ dan karakter “desa”
dipandang tradisional. Sedangkan kultur “Barat” dan karakter “kota”
dipandang modern dan maju. Pengimajinasian dan pengkarakterisasian
ini mendorong usaha-usaha pemodernan dan pemajuan terhadap
pesantren. Artinya, ada usaha-usaha untuk membaratkan dan
mengotakan pesantren agar modern dan maju.

Dalam satu hal, usaha untuk “mengotakan” pesantren berhasil
dilakukan. Namun untuk “membaratkan”, kaitannya dengan pendidikan,

(. Mihardja, Polemik Kebudayaa, 47-49, 64.
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belum berhasill18, Pengotaan pesantren dilakukan melalui medium
jam’iyyah Asy’ariyah yang kemudian pada tanggal 31 Januari 1926
Masehi menjadi Nahdlatul Ulama. Usaha ini mewujud dalam bentuk
pendirian madrasah di kota-kota besar, khususnya di pulau Jawa.
Misalnya “Madrasah Salafiyah” yang didirikan tahun 1916 di pesantren
Tebu Ireng, kota Jombang.

Sementara itu, mengingat basis massa NU berada di perdesaan,
maka upaya pemodernan juga dilakukan dengan mendirikan madrasah
di desa-desa. Misalnya di pesantren Rejoso, Jombang, tahun 1927.
Pemodernan dalam ruang sosio-budaya dan desa ini meniscayakan kiai
melakukan peran ‘translasi dua arah’. Yakni, tradisionalisasi dan
modernisasi. Satu sisi, para kiai tetap mengajarkan tradisi-tradisi lama
yang masih baik. Di sisi lain, memasukkan budaya-budaya baru yang
berkemajuan.

Ketidakberhasilan “membaratkan” pesantren, kaitannya dengan
pendidikan, karena pesantren sedang mengalami proses “penimuran”
(peng-Indonesia-an): dari Timur (Hijaz) ke Timur yang lain (Indonesia).
Pendirian madrasah (bukan sekolah) yang berdasar agama Islam
merupakan fenomena penimuran (peng-Indonesia-an) yang sedang
berproses. Dalam konteks NU, berdasarkan agama Islam berarti
berhaluan salah satu dari empat mazhab, yakni Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan
Hambali. Namun dalam realitasnya, mayoritas masyarakat NU hanya
mengikuti “Syafi'iyah” (bukan mazhab Syafi'i). Ini yang membedakan
dari ajaran agama Islam yang dipraktekkan di Hijaz (Timur). Perbedaan
inilah yang mendorong NU untuk menegaskan akar ke-Indonesiaannya.

Dalam hal ini, Muhammadiyah lebih dulu berhasil “membaratkan”
pesantren. Muhammadiyah sejak awal berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah
1330 Hijrah bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 Masehi di
kampung Kauman, Yogyakarta, oleh KHA. Dahlan, sangat konsen dalam
mendirikan sekolah berbasis “pesantren”. Tidak hanya di daerah
perkotaan, namun hingga ke perdesaan. KHA. Dahlan melalui pesantren

118 Membaratkan pesantren di sini dimaksudkan dengan mendirikan sekolah di __

pesantren. Choirotun Chisaan, Lesbumi..., 114-115
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menyelenggarakan forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha".
Pada siang hari, pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan.
Pada malam hari, untuk anak-anak yang telah dewasa.

Beliau juga mendirikan sekolah. Pada tahun 1913 hingga 1918
Masehi, KHA. Dahlan mendirikan lima sekolah dasar. Tahun 1919
Masehi, KHA. Dahlan mendirikan Hooge School Muhammadiyah, sebuah
sekolah lanjutan. Kemudian pada tahun 1921 Masehi diganti namanya
menjadi Kweek School Muhammadiyah. Tahun 1923 Masehi, siswa dan
siswi dipisah. Akhirnya pada tahun 1930 Masehi, namanya diubah
menjadi Muallimin dan Muallimat.11® Para siswa dan siswi sekolah
tersebut diasramakan, sehingga menjadi pesantren Muallimin dan
Muallimat. Perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah terus
berlangsung hingga sekarang. Dari pra-sekolah hingga perguruan tinggi.
Tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di perdesaan.

Sama dengan NU, Muhammadiyah juga mendirikan madrasah dan
pesantren. Misalnya pesantren Mualimin-Mualimat Yogyakarta,
pesantren Muhammadiyah Darul Ulum Kulonprogo, pesantren
Karangasem Paciran, pesantren Moderen Muhammadiyah Paciran, dan
sebagainya. Hanya saja, jumlahnya tidak sebanyak madrasah dan
pesantren milik kiai NU120, Fenomena yang sama sejak masa Orde Baru,
beberapa kiai NU mendirikan sekolah dari pra-sekolah hingga
perguruan tinggi. Namun, jumlahnya tidak sebanyak sekolah yang
dimiliki Muhammadiyah.

119 http://pwmjatim.org
120 Ketertinggalan ini terjadi karena Muhammadiyah sejak awal lebih konsen dalam
pengembangan sekolah daripada pesantren, sedangkan NU lebih konsen ke
pesantren. Namun akhir-akhir ini, kedua organisasi ini berjuang untuk mengejar
ketertinggalan masing-masing, NU melalui lembaga Ma’arif berusaha memajukan
pendidikan umum, sedangkan Muhammadiyah mengembangkan berbagai pesantren.
phmad Syafi'i Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah
Seksi B lejarah, (Bandung: Mizan, 2009), 233-234
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KERANGKA TEORITIS
TENTANG DINAMIKA
PESANTREN DAN
PEMAKNAAN ELITE
MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA
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Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca uraian bab ini diharapkan peserta didik

dapat:

1.

N

w

-~

Y I EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEmmns®

Memaparkan teori dinamika social, teori strukturasi Giddens,
The Third Way Giddens, Hegemoni Gramci, dan Ideological
Statate Apparatus Althusser

Membandingkan teori makna Max Weber, Siegel, Geertz,
Wertheim, dan Richard Robinson

Memaparkan dinamika pesantren dalam perspektif teori
strukturasi Giddens, The Third Way Giddens, Hegemoni Gramcy,
dan Ideological Statate Apparatus Althusser

Menemukan kerangka teoritis factor penentu dinamika
pesantren dan pemaknaan elite Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama terhadap dinamika pesantren di kawasan pesisir dan
pedalaman

70 < Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si

*
A EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnmns?®

*
L 4




A. Teori Dinamika Sosial

Teori ini merupakan alternatif dari teori sistem organik dan
dikhotomi statika sosial dan dinamika sosiall?! yang dinilai cenderung
lebih: (1) menekankan pada kualitas dinamis realitas sosial yang dapat
menyebar ke segala arah, yakni membayangkan masyarakat dalam
keadaan bergerak (berproses); dan (2) tidak memperlakukan
masyarakat (kelompok, organisasi) sebagai sebuah objek dalam arti

121 Teori dinamika sosial pertama kali dikemukakan oleh Aguste Comte (1798-1857),
yang membagi sistem teorinya menjadi dua bagian yang tepisah, yakni: statika sosial
dan dinamika sosial. Berdasakan perbedaan itulah kemudian Herbert Spencer (1820-
1903) menganalogikakan masyarakat dengan organisme biologis. Statika sosial
mempelajari anatomis masyarakat yang terdiri dari bagian-bagian dan susunannya
seperti mempelajari anatomi tubuh manusia yang terdiri dari organ, kerangka dan
jaringan. Dinamika sosial memusatkan perhatian pada psikologi, yakni pada proses
yang berlangsung dalam masyarakat seperti berfungsinya tubuh (pernafasan,
metabolisme, sirkulasi darah) dan menciptakan hasil akhir berupa perkembangan
masyarakat yang dianalogikakan dengan pertumbuhan organik (dari embrio ke
kedewasaan). Implikasinya, masyarakat dibayangkan berada dalam keadaan tetap
yang dianalisis sebelum terjadi, atau terlepas dari perubahan. Piotr Sztompka, The
Sociology of Sosial Change, Alimandan (penerjemah), (Jakarta: Prenada, cet. Ke empat
2008), 1. Berbeda dengan teori sistem, masyarakat dibayangkan dalam keadan
berubah yang berlangsung secara kontinyu. Teori sistem memandang, masyarakat
terbagai menjadi berbagai tingkatan sistem, yakni makro (masyarakat dunia), mezzo
(negara bangsa, kesatuan politik regional, aliansi militer, dan sebagainya), dan mikro
(komunitas lokal, asosiasi, perusahaan, keluarga ikata pertemanan, aspek ekonomi,
politik, pendidikan, budaya dan sebagainya). Menurut pakar teori sistem Talcott
Parsons (1902-1979) pemikiran tentang sistem sosial itu menemukan bentuknya
yang umum dan dapat diterapkan secara universal. Menurut teori sistem, perubahan
sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup
sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu
dalam jangka waktu berlainan. Jadi konsep dasar perubahan sosial menurut teori
sitem mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan, (2) pada waktu berbeda, dan (3) di
antara keadaan sistem sosial yang sama. Ibid, 2-3. Pemikiran sosiologi awal ini
melahirkan dua jenis metodologi riset yang saling bertentangan, studi sinkronik dan
diakhronik. Studi sinkronik mempelajari masyarakat dalam keadaan statis, tanpa
batas waktu. Sebaliknya studi diakhronik memperhatikan rentetan waktu dan
memusatkan perhatian pada perubahan sosial yang terjadi.
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menyangkal konkretisasi (concretization) realitas sosial. Implikasinya,
pertentangan antara keadaan statis dan dinamis mungkin hanya ilusi,
dan tidak ada objek atau struktur atau kesatuan tanpa mengalami
perubahan.

Bagi sosiologi, ini berarti masyarakat tidak boleh dibayangkan
sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses. Bukan sebagai objek
semu yang kaku, tetapi sebagai aliran peristiwa terus-menerus tanpa
henti. Masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa, negara)
hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu di
dalamnya. Yakni; ada tindakan tertentu yang dilakukan, ada perubahan
tertentu, dan ada proses tertentu yang senantiasa bekerja.

Namun secara ontologis, dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak
berada dalam keadaan tetap terus-menerus. Semua realitas sosial
senantiasa berubah dengan derajad kecepatan, intensitas, irama, dan
tempo yang berbeda. Bukan kebetulan jika orang berbicara mengenai
“kehidupan sosial”. Karena kehidupan adalah gerakan dan perubahan,
maka bila berhenti berarti tidak ada lagi kehidupan. Melainkan
merupakan suatu keadaan yang sama sekali berbeda yang disebut
ketiadaan atau kematian.

Akibat metodologis, pandangan teori dinamis tentang kehidupan
sosial adalah penolakan keabsahan studi sinkronik murni dan menerima
perspektif diakronik. Masyarakat (kelompok, organisasi, dan
sebagainya) tidak lagi dipandang sebagai suatu sistem yang kaku atau
“keras”. Melainkan dipandang sebagai antar-hubungan yang “lunak”.

Realitas sosial adalah realitas hubungan antar-individual, segala
hal yang ada di antara individu manusia, jaringan hubungan ikatan,
ketergantungan, pertukaran dan kesetiakawanan. Dengan kata lain,
realitas sosial adalah jaringan sosial khusus atau jaringan sosial yang
mengikat orang menjadi suatu kehidupan bersama. Jaringan sosial ini
terus berubah baik mengembang dan mengerut (misalnya ketika
individu bergabung atau meninggalkannya), menguat dan melemah
(ketika kualitas hubungan mereka berubah misalnya dari perkenalan ke
persahabatan), bersatu dan terpecah-pecah (misalnya
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kepemimpinan muncul atau bubar), dan penggabungan atau pemisahan
diri dari unsur lain.

Ada ikatan-ikatan khusus hubungan sosial dalam kehidupan.
Misalnya ikatan dalam kelompok, komunitas, organisasi, lembaga, atau
negara-bangsa. Ini menyerupai objek. Yang sebenarnya terjadi adalah
proses pengelompokan dan pengelompokan ulang yang berlangsung
terus menerus, bukan sesuatu yang stabil yang disebut kelompok.

Apa yang umumnya dinamakan organisasi sebenarnya adalah
proses pengorganisasian dan pengorganisasian ulang, bukan organisasi
yang stabil. Dengan kata lain, itu semua merupakan proses
pembentukan terus menerus ketimbang bentuk yang final; merupakan
proses “Strukturasi”!22 (menurut Giddens) ketimbang struktur yang
matang; merupakan proses pembentukan ketimbang bentuk yang final;
merupakan “lambang” yang berfluktuasi (Elias, 1978) ketimbang pola
yang kaku!23., Yang menjadi unit analisis sosiologi terkecil dan
fundamental adalah “peristiwa” atau kejadian124.

122 Giddens menamakan teorinya strukturasi (theory of structuration), yakni agen
manusia secara berkesinambungan mereproduksi struktur dan sistem masyarakat
dalam interaksi sosial. Giddens menepis dualisme (pertentangan), dan mengajukan
gagasan dualitas (timbal-balik) antara pelaku dan struktur. Bersama sentralitas
waktu dan ruang, dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral yang
menjadi poros teori strukturasi. Dualitas berarti, tindakan dan struktur saling
mengandaikan.Bentuk yang tepat dari integrasi sosial adalah sesuatu yang dapat
bekerja untuk menandakan bahwa interaksi sosial merupakan pemaknaan terhadap
agen manusia melalui reproduksi struktur dan sistem. Tony Spybey, Sosial ..., 35

123 Sztompka, The Sociologi..., 10

124 Yakni setiap keadaan sesaat dari kehidupan sosial. Contoh: Makan malam keluarga,
di saat itulah anggota keluarga tertentu bekumpul bersama di rumah, duduk
melingkari meja makan, terlihat dalam percakapan dan makan bersama. Munkin
sebelumnya berpencar di berbagai tempat, di kantor, di sekolah, nonton film dan
sebagainya. Yang membedakan ikatan khusus mereka ini adalah sebagai keluarga dan
melestarikannya terus menerus adalah: (1) identifikasi psikologis, yakni definisi diri,
perasaan, kasih sayang, kesetiaan; (2) kemungkinan eratnya hubungan secara
periodik, yakni berada di rumah secara bersama-sama atau sekurangnya

erhubungan dari waktu ke waktu melalui surat, telepon; (3) kualitas hubungan yang

usus, yaitu keintiman, menyeluruh dan spontanitas. Ibid, 10.
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Terdapat empat tipologi hubungan antar-individu, yakni ideal,
normatif, interaksional, dan kesempatan. Hubungan sosial adalah
sesuatu yang menghubungkan individu. Tetapi apa yang sebenarnya
“menghubungkan” dan bagaimana caranya? Masing-masing individu
memunyai gagasan, pemikiran, dan keyakinan yang mungkin serupa
atau berlainan; atau memunyai aturan yang membimbing aturan mereka
yang mungkin saling mendukung atau saling bertentangan; atau
tindakan aktual mereka yang mungkin bersahabat atau bermusuhan,
bekerjasama atau bersaing; atau perhatian mereka yang serupa atau
bertentangan.

Ada empatjenis ikatan yang muncul dalam masyarakat yang saling
berkaitan tergantung pada jenis kesatuan yang dipersatukan oleh
jaringan hubungan itu. Yakni ikatan: (1) gagasan, (2) normatif, (3)
tindakan, dan (4) perhatian. Jaringan hubungan gagasan (keyakinan,
pendirian dan pengertian) merupakan dimensi ideal dari kehidupan
bersama, yakni “kesadaran sosialnya”. Jaringan hubungan aturan
(norma, nilai, ketentuan, dan cita-cita) merupakan dimensi normatif dari
kehidupan bersama, yakni “institusi sosialnya”. Dimensi ideal dan
normatif memengaruhi apa yang secara tradisional dikenal sebagai
kebudayaan. Jaringan hubungan tindakan merupakan dimensi interaksi
dalam kehidupan bersama, yakni “organisasi sosialnya”. Jaringan
hubungan perhatian (peluang hidup, kesempatan, akses terhadap
sumber daya) merupakan dimensi kesempatan kehidupan bersama,
yakni “hierarki sosialnya”. Dimensi interaksi dan kesempatan ini
memperkuat ikatan sosial dalam arti sebenarnya. Untuk menekan aspek
multidimensional kehidupan bersama ini, digunakan istilah kehidupan
“sosiokultural”.125

Di dalam keempat tingkatan hubungan sosio kultural itu,
berlangsung perubahan terus menerus. Sehingga, akan terjadi (1)
artikulasi, legitimasi, atau reformasi gagasan terus menerus,
kemunculan dan lenyapnya ideologi, kredo, doktrin, dan teori; (2)
pelembagaan, penguatan atau penolakan norma, nilai atau aturan secara
terus menerus, kemunculan dan lenyapnya kode etik, serta sistem

125 Jbid, 11.
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hukum; (3) perluasan, diferensiasi, dan pembentukan ulang saluran
interaksi, ikatan organisasi, atau ikatan kelompok secara terus menerus,
kemunculan atau lenyapnya kelompok dan jaringan hubungan personal;
(4) kristalisasi dan redistribusi kesempatan, perhatian, kesempatan
hidup, timbul dan tenggelam, meluas dan meningkatnya hierarki
sosiall26. Kompleksitas kehidupan sosial yang terjadi dalam hubungan
sosio kultural akan dapat dipahami jika kita menyadari dua hal. Yakni:
(1) proses di empat tingkat tersebut saling berkaitan melalui berbagai
ikatan, (2) hubungan sosio kultural berpengaruh pada berbagai tingkat:
makro, mezzo, dan mikro.

Dengan kata lain, teori dinamika sosial diperkenalkan untuk
menjaga validitas, namun dengan makna yang agak berubah. Yakni: (1)
perubahan sosial akan berbeda artinya antara keadaan satu masyarakat
tertentu dalam jangka waktu yang berbeda; (2) proses sosial merupakan
rentetan kejadian atau peristiwa sosial (perbedaan keadaan kehidupan
sosial); (3) perkembangan sosial, kristalisasi sosial, dan artikulasi
kehidupan sosial dalam berbagai dimensinya berasal dari
kecenderungan internal; (4) kemajuan sosial atau setiap perkembangan
sosial dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan.12?

Perbedaan utama teori sistem dengan teori dinamika kehidupan
sosial adalah pada konseptualisasi perubahan dan proses sosial. Teori
sistem menyatakan perubahan sebagai sesuatu yang benar-benar
berlanjut dan tidak pernah putus baik terbagi atau terpisah. Selalu
terjadi gerakan yang tidak pernah berhenti meski antar-selang waktu
yang pendek. Sedangkan menurut teori dinamika, perubahan sosial itu
sebagai rangkaian titik yang terputus-putus, dan memperlakukan
peristiwa penting sebagai peristiwa tunggal.

Teori dinamika sosial muncul dalam upaya memahami sifat
dinamis masyarakat secara lebih memadai. Namun, ia memerlukan
pengembangan konseptual lebih lanjut dan bukti empiris lebih banyak.
Untuk memahami masalah perubahan sosial yang kompleks itu,
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dipelukan tipologi proses sosial. Tipologinya dapat didasarkan atas
empat kriteria utama, yakni; (1) bentuk proses sosial yang terjadi, (2)
hasilnya, (3) kesadaran tentang proses sosial anggota masyarakat yang
bersangkutan, (4) kekuatan yang menggerakkan proses itu. Selain itu
juga harus diperhatikan (5) tingkat realitas sosial di tempat proses sosial
itu terjadi; dan (6) jangka waktu berlangsungnya proses sosial itul2s.

B. Teori Strukturasi Anthony Giddens

Bagian ini menawarkan aplikasi dari prinsip Anthony Giddens
“Teori Strukturasi” sebagai sebuah makna yang melebihi struktural-
fungsionalis dan sejarah materialisme dalam sebuah analisis perubahan
sosial. Secara khusus, persamaannya dalam sosiologi pembangunan,
teori modernisasi, dan teori ketergantungan.

Giddens mencoba melihat pengerjaan ulang teori sosial sebagai
sebuah fondasi untuk sosiologi dan ilmu sosial secara umum. Prinsipnya
dengan mengakomodasi lebih efektif tentang konsep struktur sosial dan
aksi sosial (social action). Giddens menawarkan kebebasan terakhir dari
sejarah materialisme sebagai sebuah teori perubahan sosial yang belum
mencukupi. Serta, teori fungsionalis dalam ranah bahwa sistem sosial
tidak dapat dijelaskan dalam sebuah fungsi atas bagian masyarakat.
Teori strukturasi dipresentasikan sebagai sebuah teori non-evolusioner
dimana manusia yang akan membuat perbedaan dalam reproduksi
institusi sosial. Dimana dari situlah perubahan sosial tercipta.

Giddens menyajikan sejumlah argumen yang mirip tentang
‘strukturalisme’ dan ‘teori strukturasi’. Giddens mengumandangkan
‘kematian’ strukturalisme dan post-strukturalisme. Kegagalan dua
paradigma ini dalam memahami ‘agensi’ manusia dan proses Kkerja
agensi tersebut dalam memproduksi, mereproduksi, dan mengubah
struktur, menunjukkan cacat yang utama dari semua analisis struktural.
Karena dalam konsep agensi terdapat kapasitas manusia untuk

128 Jpid.,, 13
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merestrukturisasi dunia sosial, dengan kata lain menolak pengharusan
kekuatan kaidah-kaidah ilmiah dalam memotret dunia.129

Giddens menamai teori strukturasi (theory of structuration)
menepis dualisme (pertentangan). Giddens mengajukan gagasan
dualitas (timbal-balik) antara aktor dan struktur. Bersama sentralitas
waktu dan ruang, dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral
yang menjadi poros teori strukturasi. Dualitas berarti tindakan dan
struktur saling mengandaikan?30,

Sentralitas waktu dan ruang diajukan untuk memecah kebuntuan
dualisme statik/dinamik, sinkroni/diakroni, atau stabilitas/perubahan.
Dualisme seperti ini terjadi karena waktu dan ruang biasanya
diperlakukan sebagai panggung atau konteks bagi tindakan. Mengambil
inspirasi filsafat waktu Heidegger, Giddens merumuskan waktu dan
ruang sebagai unsur yang konstitutif bagi tindakan. Tidak ada tindakan
tanpa waktu dan ruang. Karena itu, tidak ada peristiwa yang hanya statik
atau hanya dinamik.

Sedemikian sentral waktu dan ruang bagi Giddens sehingga
keduanya harus menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial.
Atas dasar dua tema sentral tadi, Giddens membangun teori strukturasi
dan menafsirkan kembali fenomena-fenomena modern, seperti negara-
bangsa, globalisasi, ideologi, dan identitas.

Tegasnya, paparan tentang pelaku manusia (human agency);
pertama, harus dikaitkan dengan teori tentang subjek yang beraksi;
kedua, harus menempatkan aksi ke dalam ruang dan waktu sebagai arus
perilaku yang terus mengalir (continuous flow of conduct). Bukannya
memperlakukan tujuan, alasan, dan lain-lain, sebagai sesuatu yang
dihimpun bersama-sama. Teori subyek yang dimaksud Giddens dengan
‘'model stratifikasi’ kepribadian disusun berdasarkan tiga lapisan
hubungan. Yakni; alam tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran

129 Anthony Giddens, Jonathan Tunner, Sosial Theory Today, Yudi Santoso
penerjemah), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xv
Higpdulihwan, “Ini Masalah Orang atau Sistem?”, Kompas. 2003.

B/
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diskursif. Giddens menganggap gagasan tentang kesadaran praktis
sebagai ciri fundamental teori strukturasi!3?.

Perlu dipahami bahwa, seperti dalam teori pelaku (theory of
agency) -dan agar mampu memperlihatkan ketergantungan timbal balik
antara aksi dengan struktur- kita harus memahami relasi ruang dan
waktu yang lekat dengan konstitusi/penciptaan semua interaksi sosial.
Represi waktu dalam teori sosial merupakan akibat tidak terelakkan dari
upaya pengekalan perbedaan antara sinkroni dengan diakroni, atau
statistika dengan dinamika, yang mendominasi seluruh literatur
strukturalisme sekaligus fungsionalisme.

Menurut teori strukturasi, pemahaman tentang sistem-sistem
sosial yang terposisikan dalam ruang-waktu dapat diperoleh dengan
menganggap struktur berciri non-temporal dan non-spasial. Sebagai
tertib/urutan maya perbedaan yang diproduksi dan direproduksi di
dalam interaksi sosial sebagai sarana dan hasilnya. Seperti yang
dikatakan Rilke!32; “Unser Leben geht hin mit Verwandlung (hidup kita
berjalan melalui transformasi).”

Struktur bukan lah realitas yang berada di luar pelaku seperti
dipahami oleh Durkheim dan diteruskan oleh strukturalisme Claude
Levi-Strauss. Struktur adalah aturan dan sumber daya (rules and
resources) yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu
praktik sosial, atau seperangkat relasi transformasi. Struktur
terorganisasi sebagai kelengkapan dari sistem-sistem sosial!33. Dalam

131 Antony Giddens, Central Problems in Sosial Analysis: Action, Structure, and
Contradiction in Sosial Analysis, (Berkeley and Los Angeles, California: University of
California Press, 1979), xiv

132 Jpid., xv

133 Bedanya dengan sistem dan strukturasi. Sistem merupakan relasi-relasi yang
direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-
praktik sosial regular. Sedangkan strukturasi merupakan faktor-faktor yang
mengatur Kketerulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karenanya
reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri. Anthony Giddens, The Constitution of
Society: Outline of the Theory of Structuration, (USA: University of California Prgs
1984), 40 Y
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arti ini, struktur tidak hanya mengekang (constraining) atau membatasi
pelaku. Melainkan juga membisakan (enabling) terjadinya praktik sosial.

Struktur adalah rule of resources yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari (lebih mikro). Fungsi struktur menurut teori fungsional
Emile Durkheim adalah constraint, yakni mengatur (individu
mereproduksi). Menurut Giddens adalah enabling, yakni memfasilitasi
dan membuka peluang individu untuk melakukan sesuatu (individu
memproduksi sebuah resources berupa sanksi, dominasi, dan legitimasi).
Struktur menurut Giddens sama dengan langue, dimana ruang dan
waktunya tergantung dari perilaku individu sendiri. Jadi bukan sekadar
tempat dan waktu tertentu atau parole: terikat ruang dan waktu. Dalam
konteks ini, yang disebut praktek sosial merupakan pengulangan
tindakan yang dipengaruhi ruang dan waktu dan tergantung perilaku
individunya.

Strukturasi mempunyai arti bahwa agen manusia secara
berkesinambungan mereproduksi struktur dan sistem masyarakat
dalam interaksi sosial. Bentuknya yang tepat dari integrasi sosial adalah
sesuatu yang dapat bekerja untuk menandakan bahwa interaksi sosial
merupakan pemaknaan terhadap agen manusia melalui reproduksi
struktur dan sistem. Teori ini mencakup human agency, struktur dan
sistem dalam konsep fundamental yang dinamakan ‘duality of
structure’34,

Terdapat dua pendekatan yang kontras (bertentangan) dalam
memandang realitas sosial. Pertama, pendekatan yang terlalu
menekankan pada struktur dan kekuatan sosial (seperti, fungsionalisme
Parsonian dan strukturalisme yang cenderung ke obyektivisme). Kedua,
pendekatan yang terlalu menekankan pada individu (seperti,
interaksionalisme simbolik, dan tradisi hermeneutik yang cenderung ke
subyektivisme, mikro).

Giddens tidak memilih salah satu pendekatan tersebut, tetapi
merangkum keduanya lewat teori strukturasi. Bagi Giddens, kehidupan
sosial lebih dari sekadar tindakan-tindakan individual. Namun,

oy 35.
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kehidupan sosial itu juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-
kekuatan sosial (baca: struktur). Menurut Giddens, human agency dan
struktur sosial berhubungan satu sama lain. Tindakan-tindakan yang
berulang-ulang (repetisi) dari agen-agen individual lah yang
mereproduksi struktur tersebut. Tindakan sehari-hari seseorang
memperkuat dan mereproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat
ekspektasi orang-orang lain lah yang membentuk apa yang oleh sosiolog
disebut sebagai “kekuatan sosial” dan “struktur sosial”.135

Hal ini berarti terdapat struktur sosial seperti, tradisi, institusi,
dan aturan moral, serta cara-cara mapan untuk melakukan sesuatu.
Namun, ini juga berarti bahwa semua struktur itu bisa diubah ketika
orang mulai mengabaikan, menggantikan, atau mereproduksinya secara
berbeda.

Menurut Giddens, agen terus-menerus memonitor pemikiran dan
aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka. Dalam
upaya mereka mencari perasaan aman, aktor merasionalisasikan
kehidupan mereka. Yang dimaksud Giddens dengan rasionalisasi adalah
mengembangkan keadaan sehari-hari yang tidak hanya memberikan
perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka
menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien. Aktor juga
memunyai motivasi untuk bertindak dan motivasi ini meliputi keinginan
dan hasrat yang mendorong tindakan.

Jadi, sementara rasionalisasi dan refleksivitas terus-menerus
terlibat dalam tindakan, motivasi dapat dibayangkan sebagai potensi
untuk bertindak. Motivasi menyediakan rencana menyeluruh untuk
bertindak. Tetapi menurut Giddens, sebagian besar tindakan kita tidak
dimotivasi secara langsung. Meski tindakan tertentu tidak dimotivasi

135 Satrio Arismunandar, “Perubahan Struktur Menurut Teori Strukturasi Ang gny
Giddens”, ttp://satrioarismunandar6.blogspot.com/2008/11 N .
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dan motivasi umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan
peranan penting dalam tindakan manusial3e.

Dalam pandangan Giddens, terdapat sifat dualitas pada struktur.
Yakni, struktur sebagai medium dan sekaligus sebagai hasil (outcome)
dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan secara berulang
(recursively). Maka, properti-properti (rule and resources) struktural
dari suatu sistem sosial sebenarnya tidak berada di luar tindakan.
Namun, sangat terkait dalam produksi dan reproduksi tindakan-
tindakan tersebut. Struktur dan agency (dengan tindakan-tindakannya)
tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan dasar, misalnya,
orang menciptakan masyarakat. Namun pada saat yang sama, orang juga
dikungkung dan dibatasi (constrained) oleh masyarakat!37.

Giddens mengartikan strukturasi sebagai “the production and
reproduction of the social systems through members' use of rules and
resources in interaction38.” Manusia dilihat sebagai aktor yang aktif dan
bukannya pasif. Manusia tidak bersikap pasif terhadap sistem atau
struktur yang mengikat mereka. Rules adalah semacam aturan main yang
memastikan bahwa kelompok tersebut tetap memiliki tujuan yang
hendak dicapai. Sedangkan resources adalah hambatan, tantangan,
kemampuan, pengetahuan, dan kehendak yang dimiliki masing-masing
individu dalam kelompok tersebut yang digunakan untuk berinteraksi di
dalam kelompok.

C. Teori “Jalan Ketiga” (the Third Way) Giddens

“Jalan Ketiga” (the Third Way) merupakan tawaran politik yang
dikemukakakan Giddens di ujung abad ke-20. Tujuannya untuk
membantu para anggota masyarakat merintis jalan melalui revolusi

136 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai
Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen. Nurhadi (penerjemah),
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 509.

”

Arismunandar, “Perubahan ....”.,
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utama yakni globalisasi, transformasi dalam kehidupan personal, dan
hubungan kita dengan alam13°. Nilai-nilai jalan ketiga yang ditawarkan
adalah persamaan, perlindungan atas mereka yang lemah, kebebasan
sebagai otonomi, tidak ada hak tanpa tanggung jawab, tidak ada otoritas
tanpa demokrasi, pluralisme Kkosmopolitan, dan Kkonservatisme
filosofis140,

Menurut I. Wiboeo, “jalan ketiga” bukan lah istilah baru yang
dikemukakan Giddens. Yang baru adalah bahwa ia menempatkan dalam
sebuah konteks pengamatan yang sama sekali baru. Misalnya, orang
cenderung memikirkan “jalan ketiga” sebagai pilihan antara sosialisme
(kiri) dan kapitalisme (kanan), atau antara intervensi negara dan pasar
bebas.14

Dunia saat ini dicirikan Giddens sebagai “manufactured
uncertainty”142. Dengan istilah ini, Giddens ingin mengungkapkan sebuah
kenyataan yang khas pada masa sekarang. Yaitu masa yang diliputi
ketidakpastian. Situasi ini, menariknya, tidak ditimbulkan oleh alam.
Tetapi, oleh manusia berkat teknologi yang diciptakan. “Manufactured
uncertainty” akhirnya mengarah kepada “high consequence risk”.
Memang dalam hidup ini, manusia harus banyak mengambil pilihan yang
mengandung risiko. Tetapi, risiko yang harus diambil oleh manusia pada
akhir abad keduapuluh ini adalah jenis risiko yang memunyai
konsekuensi yang amat jauh.

Dunia sekarang ini harus dipikirkan sebagai resultante dari empat
gugus institusi. Yakni; kapitalisme, industrialisme, pengawasan
(surveillance), dan kekuatan militerl43. Kapitalisme yang dijiwai oleh
semangat mencari untuk menjadi sumber dinamisme luar biasa, dan
ketika bergandengan dengan industrialisme menghasilkan tahap dunia

139 Antony Giddens, The Third Way: The Renewal of Sosial Democracy, Ketut Arya
Mahardika (penerjemah), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000), 74.

140 Jpid, 76.

141 Jbpid., ix.

142 Antony Giddens, Beyond Left and Right, (Cambridge: Polity Press, 1994), 4.

143 Antony Giddens, Nation-State and Violence, (Berkeley, CA: University of Californjg
Press, 1987), th. of 5
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seperti saat ini. Tetapi, dunia yang kita huni juga ada dalam pengawasan
terus-menerus. Mulai di tempat kerja hingga ke masyarakat seluruhnya.

Negara meniru pabrik mengawasi warganya lewat aneka macam
surat keterangan dan lewat statistik. Gugus institusi keempat, yakni
kekuatan militer, muncul sebagai konsekuensi logis dari munculnya
negara-negara bangsa yang mengonsolidasikan kekuasaan baik
terhadap ancaman dari dalam maupun luar.

Di lain pihak, Giddens juga melihat adanya “ontological security”
yang tidak dinikmati oleh manusia pada masa pra-moderen. Yakni,
antara optimis dan pesimis. Giddens termasuk orang yang pesimis
bahwa dunia saat ini bergulir entah ke mana. Bagaikan truk besar yang
melaju kencang. Orang harus hidup dengan risiko. Dunia memang tidak
aman, tetapi belum berarti berbahaya. Karena itu, bahasan Giddens
tentang sosialisme (kiri) dan kapitalisme (kanan) tidak sepenuhnya
mencerminkan adanya antagonisme tajam.

Giddens dapat memahami keprihatinan kaum kiri mengenai
masalah ketidaksamaan, dan pentingnya peran negara untuk mengatasi
masalah ini. Tetapi, Giddens tidak percaya kalau perubahan ke arah
masyarakat yang lebih adil dapat dicapai dengan meningkatkan peran
negara. Maka, tawaran “jalan ketiga” tidak boleh ditafsirkan sekadar
pilihan antara sosialisme atau kapitalisme, antara negara atau pasar.
Jalan ketiga yang ditawarkan Giddens merupakan jalan keluar dari
pembelahan “kiri” dan “kanan” yang naif. Lebih dari itu, suatu jalan untuk
dapat meredakan ketegangan antara high-consequence risk dan
ontological security.

Dinamika pesantren Muhammadiyah maupun NU yang kini sedang
berlangsung tampaknya merupakan hasil dari usaha “jalan ketiga” yang
diambil oleh para kiai. Yakni, antara “tradisionalisme” dan
“modernisme”. Muhammadiyah mulai menyadari dengan
mengembangkan berbagai sekolah modern. Krisis kader ulama
Muhammadiyah semakin terasa, karena itu kemudian tidak hanya
mengemas sekolah-sekolah yang sudah ada menjadi pesantren.
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Melainkan juga mendirikan berbagai macam pesantren yang dikemas
secara modern.

Demikian halnya para kiai NU mulai menyadari bahwa dengan
hanya mempertahankan pesantren tradisional, maka pesantren tidak
akan bisa berkembang. Para santri membutuhkan berbagai kecakapan
dan legalitas lulusan agar bisa terserap di berbagai sektor Kerja.
Sehingga, mereka mendirikan madrasah bahkan sekolah di pesantren.
Bisa jadi, para kiai mengambil cara yang sama (“jalan ketiga”) dalam
mengembangkan ideologi, ekonomi maupun politik di pesantren.

D. Teori "Hegemoni” Antonio Gramsci dan "Tindakan Represif”
Louis Althusser

Antonio Gramsci dan Louis Althusser merupakan dua tokoh yang
sama-sama Marxis. Gramsci dikenal dengan logika "Hegemoni".
Sedangkan Louis Althusser dikenal dengan "tindakan represif" yakni
melalui RSA dan ISA. Pandangan-pandangannya terhadap negara,
ideologi dan pendidikan, terkesan kontraversial. Apalagi, bagi mereka
yang terbiasa dengan kemapanan.

1. Antonio Gramsci

Gramsci adalah seorang Marxis yang memformulasikan
bagaimana logika hegemoni berjalan. Untuk melakukan penundukan
terhadap warganya, negara tidak perlu menggunakan kekerasan fisik.
Jika menggunakan kekerasan fisik, maka kategori itu masuk dalam
dominasi. Menurut Gramsci, hegemoni didefinisikan sebagai
kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa. Ia
mempertentangkan hegemoni dengan "koersi" yang dijalankan oleh
kekuasaan legislatif atau eksekutif, atau diekspresikan melalui campur
tangan polisi.144

Sebagaimana dikemukakan Roger Simon:

144 George Ritzer., Douglas J. Goodman., Teori..., 300.
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Hegemoni definisikan pada penundukan melalui ide, nilai,
dan pemikiran. Sehingga, apa yang Gramsci maksud dengan
hegemoni menunjuk pada konsep penundukan pada pangkal state
of mind seseorang atau warga negara. Atau dalam titik awal
pandangannya bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan
kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara
kekerasan dan persuasi.l4s

Pada titik itu, atas nama keamanan dan Kketertiban, negara
mengambil 'simpati' menundukkan warga secara coercion sekaligus
consentsues. Di mana, warga diharapkan secara sukarela dan terpaksa
mengikuti kemauan negara. Tentunya, political impact yang akan lahir
adalah negara sedang mengintervensi secara absah dengan persetujuan
warga. Sedangkan warga, menilai sebagai budi baik negara terhadap
penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menurut Gramsci, hegemoni adalah penindasan atau dominasi
melalui ideologi atau budaya!#6. Hegemoni bagi Gramsci menjelaskan
mengapa suatu kelompok atau kelas secara sukarela atau dengan
konsensus mau menundukkan diri pada kelompok atau kelas yang lain.

Hegemoni bisa ditempuh melalui dua cara. Pertama, "consent"
yaitu kepatuhan, persetujuan, dan sukarela. Bentuknya melalui masjid,
juru dakwah, koran, televisi, dan radio yang semuanya membela
kepentingan negara untuk mempengaruhi atau menghegemoni civil
society. Kedua, "coercion" yakni penindasan. Bentuknya melalui
kekuasaan tentara, keamanan, atau hukum (pengadilan) dan
universitasl47,

Menurut Gramsci, proses hegemoni seringkali justru menyangkut
perebutan pengaruh konsep realitas (pengambilalihan secara sukarela)

145 Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000),
19.

146 Budairi dalam tulisan Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 120
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antara yang mendominasi dengan yang didominasi. Akibatnya, proses
hegemoni akan sangat memengaruhi kehidupan sosial dan pribadi
mereka yang dihegemoni. Bahkan, berpengaruh pada cita rasa,
moralitas, prinsip keagamaan, dan intelektual merekal48,

Teori hegemoni Gramsci merupakan sebuah teori politik paling
penting pada abad ke-20. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya
ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam kontrol sosial politik.
Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, maka yang
dikuasai tidak hanya harus merasa memunyai dan menginternalisasi
nilai-nilai serta norma penguasa. Lebih dari itu, mereka juga harus
memberi persetujuan atas subordinasi. Inilah yang dimaksud Gramsci
dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan
intelektual” secara konsensual149.

Gramsci membagi keberadaan hegemoni dalam dua wilayah
super-struktur, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik atau
negara. Dalam kamus marxis ortodox menyebutkan bahwa basis
struktur pasti akan memengaruhi super-struktur. Inilah yang kemudian
ditolak Gramsci. Gramsci melihat arti penting "ruh" dan "ide" seperti
halnya dalam filsafat Hegel dalam memengaruhi kesadaran manusia
dalam wilayah super-struktur yang ternyata mampu mempertahankan
bentuk basic structure.

Kapitalisme dapat bertahan karena kaum borjuis mampu
membangun dan mempertahankan hegemoni terhadap kelas pekerja.
Sedangkan kaum intelektual proletariat (partai) -dimana fungsi partai
adalah mengintegralkan intelektual secara massal- yang memiliki
wilayah hegemoni bagi kelas pekerja ternyata gagal menggerakan
mereka untuk melakukan perjuangan kelas dan revolusi. Hal ini akibat
direduksinya pemikiran Karl Marx menjadi bentuk Darwinisme dan
Determinisme yang percaya akan keruntuhan kapitalisme dan

148 Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), 145

149 Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga

.

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),30-31. of R
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keniscayaan revolusi akan terjadi dengan sendirinya dalam sebuah
"hukum besi sejarah". Serta, meletakkan kesadaran dan strategi
perjuangan pada perspektif determinan ekonomi. Hal ini didasarkan
atas filsafat Materialisme Dialektika Historis yang melihat bahwa sejarah
dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh alat produksi yang
kemudian disebut sebagai basic structure. Sebagai bagian bawah yang
memengaruhi bangunan atas atau super-struktur (negara, moral,
idelogi, politik).

Gramsci melihat arti penting intelektual sebagai alat organizer
(pengorganisasi) bagi hegemoni. Bagi Gramsci, titik tolak pembangunan
hegemoni adalah konsensus. Penerimaan konsensus bagi proletariat
dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran. Namun bagi Gramsci,
hegemoni bisa terjadi karena kurangnya basis konseptual yang dimiliki
kelas pekerja. Sehingga, permasalahan sesungguhnya bisa dimanipulasi.

Ada dua hal mendasar menurut Gramsci yang menjadi biang
keladinya, yaitu pendidikan di satu pihak dan mekanisme
kelembagaan di lain pihak. Untuk itu, Gramsci mengatakan bahwa
pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan
membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis
bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah,
gereja, parpol, media massa, dan sebagainya) menjadi "tangan-tangan"
kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominir.
Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemoni. Konflik
sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya,
karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai,
dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan?s0.

Ada tiga tingkat hegemoni menurut Gramsci yang diungkapkan
Josep Femialsl. Pertama, hegemoni integral yang ditandai dengan afiliasi
massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat
kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan

150 Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci, Negara dan Revolusi, (Yogyakarta:
Rustaka Pelajar, 1999), 127.
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organis antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan tersebut
tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial
maupun etis. Contohnya, Perancis sesudah revolusi (1879).

Kedua, hegemoni yang merosot (decadent hegemony). Dalam
masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi
tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana.
Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi tampak
dalam konflik yang tersembunyi "di bawah permukaan kenyataan
sosial". Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan
atau sasarannya, namun pemikiran yang dominan bisa berasal dari
subyek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah
runtuh.

Ketiga, hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit
ekonomi, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan
keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup
bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemoni tidak mau
menyesuaikan dengan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka
dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan
peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya,
politik, sosial maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan
dengan "negara baru" yang di cita-citakan oleh kelompok hegemoni itu.

2. Louis Althusser

Althusser berbeda dengan Gramsci. Menurut Althusser, untuk
melakukan penundukan terhadap warganya, negara perlu menggunakan
tindakan represif (kekerasan fisik) dan ideologis.

Bagi Althusser, politik dan negara merupakan satu rangkaian yang
tidak terpisah. Politik tidak sekadar suatu bentuk dogmatika. Melainkan
praktek empiris dalam kehidupan negara. Negara sebagai perangkat
penindasan. Dengan demikian, negara yang dibangun atas dasar
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kekuasaan yang ada padanya merupakan wujud dominasi politik atas
masyarakat, dan negara selalu ada di atas masyarakat 152.

Negara sebagai mekanisme represi atau mesin represi selalu
mengacu pada kesatuan perangkat kenegaraan (state apparatus).
Sebagai suatu kesatuan perangkat, negara tidak hanya memunyai fungsi
spesifik. Tetapi juga mampu menciptakan fungsi umum sebagai
perluasan dari fungsi esensial. Yakni, sebagai alat perjuangan kelas.
Dalam fungsi itu, negara berdiri sebagai kekuatan yang mengintervensi
dalam perjuangan kelas.

Menurut Althusser:

a. negara identik dengan perangkat kenegaraan yang represif (represive
state apparatus).

b. perlu pembedaan antara Kkekuasaan negara dan perangkat
kenegaraan (state power and state apparatus).

C. tujuan utama setiap perjuangan kelas adalah kekuasaan negara,
dimana perangkat kenegaraan menjadi fungsional bagi perjuangan
kelas.

d. untuk menghindari situasi penindasan, proletariat harus berusaha
untuk merebut kekuasaan. Sehingga, ia mampu mengendalikan
perangkat kenegaraan yang menguntungkan dan fungsional bagi
mereka.

Paralel dengan marxis-orthodoks, Althusser menyatakan bahwa
ada dua demensi hakiki yakni represif dan ideologi. Kedua demensi ini
erat kaitannya dengan eksistensi negara sebagai alat intervensi
perjuangan kelas. Dimensi represif masuk dengan cara memaksa.
Sedangkan dimensi ideologi masuk dengan memengaruhi. Berawal dari
analisis tersebut, Althusser membedakan antara perangkat negara
represif (Repressive State Apparatus/RSA) dan perangkat negara yang
ideologis (Ideological State Apparatus/ISA)153. Dua perangkat yang

152 FM. Suseno, Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia,
1993),th.
B8A dan ISA sebenarnya merupakan perangkat kenegaraan yang berkaitan erat
nfBeberadaan negara sebagai alat intervensi perjuangan kelas. RSA bekerja di
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berbeda ini memunyai fungsi sama, yakni untuk melanggengkan
penindasan yang tampak dalam relasi negara dengan masyarakat.

Sifat kerja RSA pertama-tama menindas. Penindasan yang
dilakukan ini selanjutnya diberi arti ideologis (seolah-olah bernilai dan
sah). RSA langsung di bawah kendali kelas penguasa yang ada dalam satu
komando yang terlembagakan dengan tugas-tugas resmi. RSA bersifat
sentralistis dan sistematis. Bagi Althusser, RSA identik dengan sistem
dan struktur negara yang semata-mata berdiri sebagai penyangga
kekuasaan yang sah dan eksplisit. Keabsahan ini memungkinkan RSA
menjangkau publik lebih luas dan gerak hidupnya bersifat politik.

Sifat kerja ISA selalu ideologis. Berbeda dengan RSA, ISA tidak
hanya ada dalam lingkup kekuasaan. Tetapi bisa jadi dimiliki sebagai
sarana menuju kekuasaan kelompok di luar kekuasaan. Kenyataan
tersebut tidak dapat dihindari jika terjadi perbenturan antara kelompok
yang berkepentingan dengan ISA.

3. Diskusi Teori

Logika hegemoni Antonio Gramsci lebih terjelaskan dengan
meminjam pisau analisis Louis Althusser. Di mana Althusser
mempertegas bahwa, tidak satu pun kelas yang mampu memegang
kuasa negara dalam periode yang lama tanpa sekaligus menjalankan
hegemoninya di sekeliling dan di dalam aparatus Negara Ideologis!>*.
Hegemoni berjalan melalui logika Ideological State Apparatuses (ISA)
dan Represive State Apparatus (RSA).

dalam lingkup yang bersifat fisik atau kekerasan (violence); berada di dalam sistem
dan struktur kekuasaan negara, serta bersifat sentralistis dan sistematis, sedangkan
ISA bekerja dengan melakukan manipulasi terhadap kesadaran masyarakat, serta
berada di dalam ataupun di luar lingkup kekuasaan negara. Contoh RSA, misalnya
birokrasi, pengadilan, militer dan polisi, sedangkan contoh ISA misalnya institusi
agama, pendidikan dan sebagainya. ISA bekerja dengan apa yang dinamakan
"ideologi" Hussein, Mohamad Zaki. “Cara Bekerjanya Ideologi Menurut Althusser”.
http://rumahkirinet. 2007

154 Louis Althusser, Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies
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Menurut Althusser?ss, aparatur negara ideologis bekerja secara
masif dan berkuasa lewat ideologi, tapi berfungsi secara sekunder
melalui represi. Bahkan dalam tingkatan tertinggi —pada akhirnya—
fungsi ini menjelma sangat halus dan tersembunyi, bahkan simbolik.
Artinya, tidak ada satu pun aparatus yang sepenuhnya ideologis atau
represif. Semuanya berfungsi secara timbal-balik dan tumpang-tindih.
Seperti aparatus negara represif, di samping berfungsi secara masif dan
berkuasa melalui represi (termasuk represi fisik), sementara secara
sekunder berfungsi melalui ideologi. Secara tegas, Althusser1s6
memberikan contoh represi administrasi yang barangkali mengambil
bentuk-bentuk non-fisis.

Bentuk-bentuk aparatur negara ideologis dapat terlihat pada ISA
Agama (gereja, rumah ibadah, dan sebagainya), ISA Pendidikan (sekolah,
madrasah, pesantren, universitas, dan sebagainya), ISA Keluarga, ISA
Hukum, ISA Politik (pelbagai partai, sistem politik dan sebagainya), ISA
Serikat Buruh, ISA Komunikasi (pers, radio, televisi, dan sebagainya),
dan terakhir ISA Budaya (kesusastraan, seni, olahraga, dan sebagainya).
Sedangkan aparatus negara represif terlihat pada pemerintah,
administrasi (dengan menetapkan deadline tanggal tertentu untuk
menaati ketentuan pemerintah), angkatan bersenjata, polisi, pengadilan,
penjara, dan sebagainya.

4. Pendidikan dalam pandangan Antonio Gramsci dan Louis
Althusser

Gramsci melihat pendidikan sebagai salah satu alat organisasi bagi
hegemoni. Hegemoni bisa diciptakan melalui pendidikan. Melalui
pendidikan inilah, resistensi rakyat terhadap kelompok dominan dapat
diminimalisir. Bagi Gramsci, titik tolak pembangunan hegemoni adalah
konsensus. Penerimaan konsensus ini bagi proletariat dilakukan dengan
persetujuan dan kesadaran.

Namun menurut Antonio Gramsci, pendidikan yang ada tidak
pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk

155 Ibid., 22.
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berpikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh, pegawai, serta
masyarakat pada umumnya. Pendidikan belum dapat menumbuhkan
kesadaran yang sesungguhnya ("kesadaran palsu"). Yakni, kesadaran
yang berbasis kreatifitas, sehingga bisa membebaskan diri dari belenggu
kekuasaan (hegemoni). Konsensus-konsensus yang dilakukan oleh
buruh dengan majikan, siswa dengan guru, pegawai dengan kepala,
rakyat dengan pemerintah, masyarakat dengan negara, belum
berlandaskan pada persetujuan dan kesadaran yang sesungguhnya.
Karena dalam pandangan Antonio Gramsci, pendidikan ternyata menjadi
alat hegemoni bagi para penguasa.

Di lain pihak, mekanisme kelembagaan pendidikan (sekolah,
madrasah, pesantren) menjadi "tangan-tangan" kelompok yang
berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominir. Bahasa menjadi
sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis. Konflik sosial yang ada
dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang
ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan harapan menurut
sistem yang telah ditentukan157.

Louis Althusser juga melihat bahwa dalam masyarakat modern,
pendidikan merupakan perangkat negara yang ideologis (Ideological
State Apparatus) yang paling efektif untuk melaksanakan fungsi negara.
Kecenderungan orang menolak setiap bentuk tindakan yang violatif dari
RSA, di beberapa negara yang anti-militerisme, memaksa para penguasa
untuk mengefektifkan bidang ISA ini dengan mengendalikan sedemikian
rupa melalui lembaga pendidikan yang ada. Hal itu biasanya dimulai
dalam masa dini kehidupan warga masyarakat. Sehingga pada masa
sekarang, orang cenderung mengatakan bahwa pendidikan merupakan
agama baru (ideologi baru). Pendidikan dibentuk oleh negara dan para
penguasa yang pada hakikatnya juga digunakan oleh perangkat negara
represif (Repressive State Apparatus) untuk melanggengkan
kekuasaan.

Antonio Gramsci dan Louis Althusser menyatakan bahwa negara
merupakan institusi kekuasan. Pendidikan (pesantren, sekolah, dan

157 Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci, ....., 127.

92 < Dr. Isa Anshori, Drs., M.St




madrasah) merupakan bagian dari ideologi yang dijadikan sebagai alat
kekuasaan.

Bedanya, Gramsci melihat penguasan negara melalui "hegemoni",
yakni penundukan melalui ide, nilai, dan pemikiran orang-orang yang
berpengaruh seperti kiai di pesantren. Sedangkan Althusser, melihat
penguasaan negara melalui mekanisme "represif' dan "ideologis".
Hubungan keduanya bisa dilihat pada cara kerja RCA dan ISA
sebagaimana yang dikemukakan oleh Althusser. Hegemoni berjalan
melalui logika Ideological State Apparatuses (ISA) dan Represive State
Apparatus (RSA).

Gramsci melihat pendidikan yakni sekolah, madrasah dan
pesantren, sebagai salah satu alat organisasi bagi hegemoni. Demikian
halnya Althusser melihat pendidikan yakni sekolah, madrasah dan
pesantren, sebagai perangkat negara yang ideologis (Ideological State
Apparatus) yang paling efektif untuk melaksanakan fungsi negara.
Dalam hal ini, pesantren juga bisa dijadikan alat hegemoni dan perangkat
ideologis untuk melaksanakan fungsi negara.

E. Teori Makna

Peter L. Berger menyatakan, "makna merupakan gejala sentral
dalam kehidupan masyarakat, dan tidak ada segi kehidupan masyarakat
yang dapat dimengerti tanpa memperhatikan tentang apa maknanya
bagi anggota masyarakat yang bersangkutan". Kendati diwujudkan oleh
setiap orang dan mungkin kadangkala dilakukan dalam suasana
menyepi, namun kecenderungan manusia memberi makna tersebut
pada dasarnya merupakan kegiatan kolektif. Artinya, manusia secara
bersama-sama dalam berbagai kelompok besar yang bermacam-macam
terlibat dalam kegiatan memberi makna pada realitas.

Alston menyebutkan ada tiga pendekatan dalam teori makna yang
masing-masing memiliki dasar pusat pandangan yang berbeda. Yakni,
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pendekatan referensial, ideasional, dan behaviori®s. Pendekatan
referensial dalam mengaji makna lebih menekankan pada fakta sebagai
obyek kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan secara
individual. Pendekatan ideasional lebih menekankan pada keberadaan
bahasa sebagai media dalam mengolah pesan dan menyampaikan
informasi. Sedangkan pendekatan behavioral mengkaji makna dalam
peristiwa ujaran (speech event) yang berlangsung dalam situasi tertentu
(speech situation). Satuan tuturan atau unit terkecil yang mengandung
makna penuh dari keseluruhan speech situation disebut speech act
(makna tindakan).

Pendekatan referensial mengaitkan makna dengan masalah nilai
dan proses berpikir manusia dalam memahami realitas lewat bahasa
secara benar. Pendekatan ideasional mengaitkan makna dengan kegiatan
menyusun dan menyampaikan gagasan lewat bahasa. Adapun
pendekatan behavior mengaitkan makna dengan fakta pemakaian
bahasa dalam konteks sosial-situasional. Keberadaan ketiga pendekatan
tersebut lebih menyerupai satu rangkaian. Karena itulah, Gilbert H.
Harman lebih suka memakai istilah tiga tataran makna (three levels of
meaning)1s9.

Kebutuhan akan makna mempunyai dimensi kognitif dan
normatif, yakni makna apa adanya dan makna apa yang seharusnya.
Dimensi kognitif memberitahukan kepada anggota masyarakat "di mana
mereka berada". Sedangkan dimensi normatif mengarahkan apa yang
mereka harus lakukan dalam "kedudukan" tertentu tersebut. Suatu
moralitas tidak mungkin masuk akal tanpa disertai "peta kognitif".

Semua kemajuan material tidak akan ada artinya bila tidak
melindungi makna-makna yang menghidupi manusia. Atau,
menyediakan pengganti yang memuaskan bagi makna-makna hidup
yang lama. Dalam masyarakat yang belum modern, makna lebih banyak
terberikan kepada manusia oleh tradisi yang jarang atau tidak pernah

158 Alston dalam tulisan Aminuddin, Semantik Pengantar Studi Tentang Makna,
(Bandung: Sinar Baru, 1998), 55
159 [pid., 63
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dipertanyakannya. Dalam masyarakat pramodern, sebagian terbesar
dari keseluruhan makna-makna tersebut dipilih oleh manusia secara
pribadi. Dalam arti, sebagian besar makna disajikan kepada manusia
sebagai sesuatu yang dianggap pasti. Yaitu, sebagai fakta keramat yang
hampir tidak ada kemungkinan untuk memilih.

Sedangkan dalam masyarakat modern, sejumlah makna penting
yang semakin besar spektrumnya ditawarkan kepada manusia di dalam
jenis pasar makna. Di mana, ia berkeliling sebagai seorang konsumen
dengan aneka ragam pilihan yang luas. Makna pada masyarakat ini
merupakan "hak atas makna" yang memunyai implikasi hampir
berlawanan dengan kedua masyarakat di atas. Dalam masyarakat
modern, hak itu meliputi hak seseorang untuk memilih makna-makna
bagi dirinya sendiri. Sedangkan dalam masyarakat yang belum modern,
hal itu meliputi hak untuk mematuhi tradisite°.

Menurut paradigma definisi sosial, perbedaan-perbedaan
pemaknaan terhadap dinamika pesantren wajar terjadi. Mengingat,
manusia sebagai pencipta yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.
Manusia secara individual adalah bebas, aktif, dan kreatif. Begitu juga
dalam hubungan antara individu dengan masyarakatnyal6?.

Pendirian teoritis idealis memberikan ide satu tempat dominan
dalam pemberian makna. Max Weber selalu menekankan makna-makna
subyektif, yakni maksud dan interpretasi yang dibawa masuk ke dalam
setiap situasi sosial oleh aktor-aktor yang mengambil bagian di
dalamnya. Max Weber juga menunjukkan bahwa apa yang terjadi di
dalam masyarakat mungkin sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan
oleh aktor-aktor, atau yang ditujukan oleh mereka.

Jadi, yang penting bukanlah bentuk-bentuk substansial dari
kehidupan masyarakat maupun nilai yang obyektif dari tindakan.

160 Peter L. Berger; . Piramida Korban Manusia, (Jakarta: LP3ES, 1982), 188
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Melainkan semata-mata arti yang nyata dari tindakan perseorangan
yang timbul dari alasan-alasan subyektif162.

Dalam teorinya, Max Weber mengemukakan empat jenis tindakan
sosial. Yakni, "zweckrational” (rasional-tujuan), werthrational’
(rasional-nilai), “affektual” (emosional), dan “tradisional"1¢3.

Zweckrational adalah tindakan sosial yang mendasarkan diri pada
pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi
lingkungan eksternalnya. Atau, suatu tindakan sosial yang ditujukan
untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan
dana dan daya semaksimal mungkin.

Werthrational adalah tindakan sosial yang rasional dengan
menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu; bisa nilai
etis, estetis, keagamaan, atau pula nilai-nilai lain. Sedangkan affectual
adalah tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang
sifatnya emosional. Misalnya ledakan kemarahan, ungkapan rasa cinta,
kasihan, dan sebagainya.

Sementara tradisional adalah tindakan sosial yang didorong dan
berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi dalam pengertian ini
adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau dan
didasarkan pada hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara
tegas oleh masyarakat. Keempat tindakan sosial ini menurut Max Weber
memengaruhi pemaknaan dan pola-pola hubungan sosial.

Schutz dalam teorinya tentang manusia menyatakan:
Meskipun semua tindakan bermakna -dalam arti bahwa tindakan
senantiasa melakukan sesuatu dengan sadar, yakni selalu terarah
menuju penyelesaian sebuah tindakan yang diproyeksikan pelaku
dalam pikirannya sendiri-, namun proses pemahaman aktual
kegiatan kita dapat memberi makna padanya, dan itu adalah
sesuatu yang dihasilkan hanya melalui refleksi atas tingkah laku

162 Max Weber dalam karya Hotman M. Siahaan, Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori
Sosiologi, (Jakarta: Erlangga, 1986), 200

163 Tom Campbell; Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan, (Yogyakarta:
Kanisius, 1994), 208-209 o
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kita. Bila proses itu berlalu, karena pemahaman macam itu perlu
membagi-bagi arus tindakan menjadi sebuah rentetan tindakan
yang terpilah-pilah dengan tujuan-tujuan yang dapat dibeda-
bedakan64,

Tegasnya, Schutz meletakkan hakikat faktor manusia dalam
mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari.

Pendekatan sosiologis-antropologis mencoba menembus tabir
rahasia nilai-nilai kehidupan masyarakat santri. Pendekatan ini
dipergunakan dengan asumsi bahwa nilai-nilai kehidupan masyarakat
tersembunyi di balik hubungan antar-sesama masyarakat, atau di balik
fenomena-fenomena dan simbol-simbol yang dipergunakan dalam
kehidupan mereka.

Untuk dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam
masyarakat santri, perlu dipergunakan semacam cara pandang yang
mampu menembus atau mampu melakukan pembongkaran dari apa
yang tampak nyata dan resmi. Atau, manifest untuk sampai kepada apa
yang disebut hakikat atau latent. Robert Merton membuat istilah ini
untuk menyatakan "dunia bukanlah seperti yang tampak"165. Karena
ingin sampai pada nilai di balik yang manifest, maka sosiolog dan
antropolog sering digelari sebagai pekerja di bawah tanah.

Max Weber menyebut pendekatan sosiologi tersebut dengan
Verstehen. Yakni, suatu pendekatan yang berusaha untuk mengerti
makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis.
Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial-budaya
didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat
di dalamnya?se,

Pemikiran Max Weber tentang Verstehen berasal dari bidang
hermeneutika. Yakni, pendekatan khusus terhadap pemahaman dan

164 Jpid., 236
165 Peter L. Berger, Humanisme Sosiologi , (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985), 40-77
cdbotman M. Siahaan, Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi, (Jakarta:
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penafsiran tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Tujuannya adalah
memahami pemikiran pengarang maupun struktur dasar teks. Weber
dan Wilhelm Dilthey berusaha memperluas gagasannya dari
pemahaman teks kepada pemahaman kehidupan sosiall¢’.

Fenomena merupakan penampakan objek, peristiwa, atau faktor
dalam persepsi. Dengan demikian, fenomenologi dapat diartikan sebagai
kajian terhadap pengetahuan yang datang melalui kesadaran, Yaitu, cara kita
memahami objek dan peristiwa melalui pengalaman secara sadar.

Fenomenologi memandang prilaku manusia, yaitu apa yang orang-
orang katakan dan lakukan, sebagai suatu produk dari bagaimana orang-
orang menginterpretasikan dunia mereka. Tugas fenomenolog, dan bagi
kita yang menggunakan metodologi kualitatif, adalah menangkap proses
penafsiran tersebut. Untuk melakukan hal ini memerlukan apa yang
disebut Weber sebagai "verstehen”. Yakni, pemahaman empati atau
suatu kemampuan untuk mereproduksi perasaan, motivasi-motivasi,
dan pemikiran di balik tindakan-tindakan dari orang lain. Untuk
memahami arti tingkah laku seseorang, fenomenologi mencoba melihat
hal-hal dari segi pandangan milik orang tersebut.168 Fenomenologi
berusaha memahami apa makna kejadian dan interaksi bagi orang biasa.

Pendekatan fenomenologi memunyai asumsi bahwa individu
melakukan interaksi dengan sesamanya dan memunyai banyak
penafsiran pengalaman. Makna dari pengalaman membentuk realitas
tindakan yang ditampakkan. Fenomenologi berupaya memahami makna
kejadian, gejala yang timbul, dan atau interaksi bagi individu pada situasi
dan faktor tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomenologi juga mengaji makna yang terkonsep dalam diri
individu, kemudian diekspresikan dalam bentuk fenomena. Selain itu,
fenomenologi berupaya menerobos untuk menjawab pertanyaan

167 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori..., 126
168 Robert Bogdan, Steven ]. Taylor. Introduction to Qualitative Research Methods ,
York: A Wiley-Interscience Publication, 1975), 14-15. 3

-.

98 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si = s T
g rosn



bagaimana struktur dan hakikat pengalaman terhadap suatu gejala bagi
individu.

Pendekatan fenomenologi dalam sosiologi terutama dipengaruhi
ahli-ahli filsafat seperti Edmund Husserl dan Alfred Schutz. Selain itu,
juga dipengaruhi tradisi Weber yang menekankan konsep Verstehen.
Yang ditekankan kaum fenomenolog adalah tingkah laku subyektif.
Fenomenolog berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subyek
penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang
disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan
keseharian.169

Armadal’® menyatakan bahwa fenomenologi merupakan ilmu
baru tentang “struktur” realitas dan kisah pengalaman yang
mencerminkan sebuah “struktur” kebenaran realitas yang terdalam.
Misalnya, pengalaman duka, cemas, dan pengharapan korban bencana;
kemiskinan desa, pinggiran kota; “korban” kebijakan (tata kota, tata
niaga, tata kebijakan pertanian); kebijakan pendidikan; pengalaman
iman orang muda, dll.

Fenomenologi berupaya menemukannya dengan melakukan
“depth-interview”, coding, analisis, dan seterusnya. “No rigid dichotomy”
merupakan konsep eksistensial tentang realitas yang tak bisa
dikategorikan dalam “salah” atau “benar”. Aspek-aspek itu merupakan
“the world” as lived by our subject.

» o«

Dalam fenomenologi, subjek adalah “sumber ilmu”. “Your world
through your eyes” merupakan sebuah logika -eksistensialis-
fenomenologis. Peneliti tidak boleh “terburu” mengambil kesimpulan
atau penilaian (judgment). Peneliti “hanya” seakan mendengarkan dan

169 1. Dyson, "Etnometodologi” dalam Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif
Pendekatan. (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), 199-200.

170 Armada, “Bahan Perkuliahan Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosial dan Penulisan
Karya Ilmiah, S3 [lmu Sosial”, Fenomenologi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2008).
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berusaha mengerti. “Understanding the world as they live” -
fenomenologi. Subjek disebut “partisipan”, bukan “informan”.

Bagaimana kita mengerti? Jangan dengan hipotesis atau
penemuan teoritis. Tapi, dengarkan partisipan berkisah dan bercerita.
“Making visible”, yakni mendeskripsikan dalam cara seperti yang
ditampilkan oleh subjek atau aktor pelakunya. Detil-detil
pengalamannya menjadi sangat berarti dalam deskripsi tersebut.
“Mendengarkan” kisah hidup dan pengalaman mereka. Simak “bahasa”
atau “ungkapan” mereka.

Stanley Deetz  mengemukakan tiga dasar asumsi dalam
fenomenologi. Yaitu, (1) pengetahuan adalah kesadaran, maksudnya
diperoleh secara sadar; (2) makna sesuatu bagi seseorang selalu terkait
dengan hubungan sesuatu itu dengan kehidupan orang tersebut; dan (3)
bahasa merupakan kendaraan maknal7?.

Edmund Husserl yang sering disebut sebagai bapak fenomenologi
modern menganggap bahwa penyingkapan realitas hanya mungkin
dilakukan dengan pengalaman langsung yang sadar!72. Menurut
Merleau-Ponty, manusia sebagai subjek yang mengetahui adalah
kesatuan fisik dan mental yang berhubungan dengan dunia di mana ia
tinggal. Oleh karena itu, ia terpengaruh oleh dunianya dan sebaliknya
memberikan makna bagi dunianya. Cara kita memberikan makna bagi
pengalaman kita adalah melalui komunikasi. Sebab, pengetahuan kita
terkait dengan bahasa dan komunikasi.

Alfred Schutz mengungkap tiga asumsi yang biasa dibuat dalam
keseharian. Yaitu, (1) realitas bersifat konstan; (2) apa yang kita lihat
adalah tepat; dan (3) kita memiliki kuasa untuk mencapai tujuan. Pada
kenyataannya, menurut Schutz, dunia kita merupakan dunia yang kita
pelajari melalui komunitas kultural. Hal itu berarti bahwa pengetahuan

171 Mahyun Subuki, “Komunikasi dalam Fenomenologi dan Hermeneutika” dalam

http://ikomunikita.blogspot.com/2008/05/, diakses tgl16 Desember 2008 §
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kita merupakan bagian dari situasi historis yang dikonstruksi secara
sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami pula bahwa generalisasi yang
disebut Schutz tipifikasi (typifications), atau kategori-kategori yang
berlaku dalam suatu budaya, berbeda dari tipifikasi dalam budaya
lainnya. Lebih lanjut, bagi Schutz, pengetahuan sosial memiliki formula
atau resep sosial (social recipes). Yaitu, tata cara yang dipahami dengan
baik oleh masyarakat untuk bertindak sesuai dengan situasi yang
menuntutnya.l73

Whitehead mencoba menunjukkan cara ide mendorong manusia
memberikan makna dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Whitehead
menyatakan: "agama Kristen menyediakan manusia Barat seperangkat
ide yang telah berperan hebat dalam perkembangan peradaban Barat".
Tetapi, Whitehead pun mengakui jika kita berhadapan dengan persoalan
yang lebih rumpil dari itu. Karena, ide muncul sebagai penjelasan dari
adat dan kebiasaan.

Suatu ide lenyap dengan ditemukannya metode dan institusi baru.
Peradaban tidak berasal dari kontrak sosial. Maksudnya, manusia tidak
berkumpul bersama-sama lalu menyepakati ide-ide yang kemudian
menentukan jalannya sejarah. "Upaya mula-mula agaknya
memperkenalkan secara pelan-pelan ide yang menjelaskan cara-cara
berperilaku dan mengalirkan perasaan yang telah menguasai kehidupan
manusia”. Jelasnya, ide menentukan perilaku, tetapi perilaku pun
memengaruhi pemikiran. Jadi, Whitehead mengakui adanya sumber ide,
tetapi menekankan pada kekuatan ide dalam evolusi peradaban74,

Hegel membayangkan sejarah sebagai perkembangan semangat
zaman. Dialektika menurut Hegel adalah ciri universal dari realitas.
Dalam karyanya "The Lesser Logic”, ia menulis dialektika "sebagai
prinsip dari semua gerakan dan aktivitas yang kita temukan dalam

173 Alfred Schutz, The Phenomenology of the Sosial Word, ( Geneva: New York,
Nerthwestern University Press, 1967).
‘ghobert H. Lauer; Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),
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realitas...Segala sesuatu yang mengelilingi kita dapat dipandang sebagai
contoh dari dialektika"17s. Hegel mengartikan dialektika baik sebagai
metode penelitian maupun sebagai pola kehidupan seluruh makhluk.
Dialektika adalah cara berpikir dan inti realitas. Termasuk, pengalaman
kita tentang realitas. Dalam hal ini, individu dan ide menjadi alat dari
semangat. Semangat tercipta dalam alam dan sejarah. Dimana, sejarah
adalah semangat yang mewujud dan mengalir dalam waktu. Yang
penting dalam proses ini adalah negara yang merupakan manifestasi
dari ide Tuhan di dunia. Perubahan berkepanjangan dalam negara
menghasilkan kemajuan. Karena, semangat dunia semakin menjelma
dalam aktivitas dan organisasi negara.

Clifford Geertz berpendapat: "dalam agama, simbol-simbol
keramat tertentu memuat makna dari hakekat dunia dan nilai-nilai yang
diperlukan seseorang untuk hidup di dalam masyarakatnya. Simbol-
simbol keagamaan macam begitu, mampu untuk menggiring bagaimana
seseorang merasa cocok untuk melihat, merasa, berpikir, dan
bertindak”176.

Teori tindakan sosial Max Weber, teori fenomenomenologi
Edmund Husserl dan Alfred Schutz, teori interaksionisme simbolik
Blumer, Whitehead tentang kekuatan ide dalam evolusi peradaban, teori
dialektika Hegel, serta Clifford Geertz tentang makna simbol-simbol
keagamaan, dipakai untuk mempertajam bagaimana elite dan warga
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memaknakan dinamika sosial,
ideologi, dan ekonomi pesantren yang sedang terjadi di kawasan pesisir
dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.

F. Dinamika Sosial, Ideologi, dan Ekonomi Pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan Pesisir dan
Pedalaman dalam Perspektif berbagai Teori

175 [bid., 249-250
176 Clifford Geertz; Kebudayaan dan Agama, Francisco Budi Hardiman (penerjemah)
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Kajian ini berupaya memahami dinamika pesantren dalam
perspektif teori strukturasi Giddens!??, The Third Way Giddens,
Hegemoni Gramcy, dan Ideological Statate Apparatus Althusser. Serta,
secara khusus mengaji dinamika ekonomi dalam perspektif ideologi
Islam dan berbagai teori Max Weber, Siegel, Geertz, Wertheim, dan
Richard Robinson.

Pesantren merupakan institusi sosial yang dibangun dari basis
pendidikan keagamaan Islam yang dalam perjalanannya mengalami
dinamika sosial, ideologi, maupun ekonomi. Dinamika pesantren terjadi
karena kiai sebagai aktor yang aktif melakukan strategi "jalan ketiga”
dalam menghadapi setiap perubahan zaman. Termasuk sosial, ideologi,

177 Berdasarkan analisisnya, teori strukturasi Giddens tergolong sebagai sosiologi
integrasi Agensi-Struktur, muncul di Eropa pada akhir abad ke-20, berawal pada
tahun 1980-an dan menguat pada tahun 1990 an, -di Amerika muncul istilah
Integrasi Mikro-Makro-. Terdapat empat teori sosial Eropa yang masuk dalam
Integrasi Agensi-Struktur, yakni: pertama, teori Strukturasi Gidden (Inggris) yang
melihat agensi dan struktur sebagai satu “dualitas”-agensi dan struktur tidak dapat
dipisahkan, agensi terandaikan dalam struktur, dan struktur terlibat dalam agensi-.
Giddens menolak melihat struktur sekedar sebagai sesuatu yang menghambat
(misalnya gagasan Durkheim), namun justru melihat struktur sebagai sesuatu yang
menghambat dan mendorong. Kedua, teori Margaret Archer (Inggris), menolak
gagasan bahwa agensi dan struktur dapat dipandang dualitas, namun justru
dualisme. Jadi, agensi dan struktur dapat dan seharusnya dipisahkan. Archer
kemudian memperluas literature agensi-strurtur kedalam hubungan antara
kebudayaan dengan agensi. Ketiga, teori Piere Bourdeu (Perancis), menerjemahkan
agensi-struktur menjadi hubungan habitus dengan lapangan (field). Habitus adalah
struktur mental, atau struktur kognitif yang terinternalisasi, yang digunakan untuk
menjalani hidup didunia nyata. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh
masyarakat. Lapangan adalah jaringan relasi antar posisi-posisi objektif. Struktur
lapangan berperan mengendalikan agen, apakah berupa individu atau kolektivitas.
Lapangan mengfaktorkan habitus, dan habitus membangunlapangan. Jadi terdapat
hubungan dealektis antara habitus dengan lapangan. Keempat, teori Jurgen
Habermas (Jerman), membicarakan isu agensi-struktur dibawah satu judul
“kolonialisasi dunia-kehidupan”. Dunia kehidupan adalah dunia mikro tempat orang
berinteraksi dan berkomunikasi. Sistem berakar pada dunia-kehidupan, namun pada
akhirnya mengembangkan karakteristik strukturnya. Ketika struktur-struktur makin
meningkat indepensi dan kekuatannya, mereka semakin mengendalikan dunia

ehidupan. Di dunia modern, sistem mulai “mengolonialisasi” dunia-kehidupan -nya-
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ekonomi, bahkan politik. Baik skala kecil di sekitar desa, maupun skala
besar di kabupaten, propinsi, negara, bahkan dunia.

Menurut Giddens, ideologi bukanlah suatu jenis sistem simbol
yang unik dan terpisah yang harus dipertentangkan dengan sistem-
sistem lain semisal ilmu pengetahuan. Dalam konsep Giddens, ideologi
merujuk pada sesuatu yang berciri ideologis. Yaitu, sesuatu yang
dipahami dalam bentuk kemampuan kelompok atau kelas dominan
dalam menghadirkan kepentingan kelompoknya sendiri di mata
kelompok-kelompok lain sebagai kepentingan universal. Dengan
demikian, kemampuan (ideologis) semacam itu merupakan satu jenis
sumber daya/kekuatan yang ikut terlibat dalam atau menopang
dominasi.178

Secara ideologis, berbagai pemikiran modern telah menciptakan
spektrum ideologi pesantren yang cukup luas dan beragam. Seperti
konservatisme, liberalisme, fundamentalisme, intelektualisme, dan
anarkhisme. Dalam ideologi konservatisme, misalnya, subjek tidak lagi
hanya dianggap sebagai subordinat dalam masyarakat sosial. Begitu juga
dengan fundamentalisme yang percaya bahwa kehidupan yang baik
bermula dari suatu "kepatuhan” terhadap berbagai indikasi perilaku.
Dengan adanya jawaban otoritatif, mereka puas dan menganggap bahwa
problem-problem horizontal dapat diselesaikan.

Tradisi intelektualisme tampaknya sangat membanggakan dan
menekankan proses penyempurnaan nalar (perfect mind). Tetapi, lupa
bagaimana mereka telah terjebak pada tradisi tekstualisme. Liberalisme
pesantren tidak lain merupakan tradisi eksperimentalisme dengan
menggunakan media scientific problem solving. Media ini selalu
mengedepankan investigasi tertentu agar memunyai kontribusi bagi
pengetahuan objektif.

Ideologi pesantren paling mutakhir adalah liberalisme dan
anarkhisme. Kedua ideologi ini sebenarnya memiliki persamaan prinsip
meskipun tetap beda. Bagi kedua ideologi ini, pesantren seharusnya
dibebaskan dari otoritas kultural yang mapan. Mereka beranggapan

178 Antony Giddens, Central....., Xxi-xxii
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bahwa pesantren tidak lagi representatif dalam menanamkan nilai-nilai
humanistik. Pesantren bagi mereka tidak lebih hanya sekadar
kepanjangan tangan dari kelompok masyarakat (politik) yang telah
mapan. Pesantren dijadikan media untuk mempertahankan status quo.
Inilah yang menyebabkan kalangan anarkhisme menyatakan bahwa
pesantren selama ini telah gagal dalam mengemban misi kemanusiaan.
Pesantren telah memanipulasi tanggung jawab individu!7°.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren pada dasarnya selalu
bersinggungan dengan kekuasaan, yakni negara. Sebagai suatu kawasan
yang terkait dan terikat dengan kekuasaan negara, maka pesantren tidak
bisa dianggap sebagai kawasan yang bersifat ‘sui generi’. Dalam
pandangan positif, kawasan pesantren merupakan suatu kawasan yang
membutuhkan campur tangan kekuasaan negara agar dapat
dioptimalkan menjadi lebih baik. Namun dalam pandangan negatif,
persinggungan pesantren dengan kekuasaan negara selalu berujung
pada pemanfaatan pesantren demi kekuasaan!8. Dimana Gramcy
menyebutnya sebagai “Hegemoni”, sedangkan Althusser menyebut
perangkat negara yang ideologis (Ideological State Apparatus).

Kekuasaan memiliki keterkaitan dengan sejarah dan tindakan di
dalam hamparan ruang dan waktu yang panjang. Sehingga bagaimana
kekuasaan diproduksi dan direproduksi melalui tindakan-tindakan
manusia, dapat pula dipahami dalam hamparan ruang dan waktu yang
panjang!8l, Melalui cara pembingkaian konseptual serupa itu, maka apa
akibat dan konsekuensi dari kekuasaan dan tindakan para pelaku bagi
struktur sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan dapat lebih
dipahami secara lebih baik.

179 Syafiq A. Mughni kata pengantar dalam tulisan Ali Maksum, Luluk Yunan, Paradigma
Pendidikan Universal di Era Moderen dan Post-Moderen, (Yogyakarta: IRCiSod,
2004),7-8

180 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009),
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Dalam hal ini, Giddens melihat tidak selamanya "pesantren” secara
pasif menempatkan diri sebagai alat penguasaan negara terhadap
masyarakat. Tetapi, suatu ketika bertidak sebagai aktor yang aktif dan
mampu memproduksi aturan main (rules) dan memiliki kemampuan
(resources) untuk mempengaruhi negara. Terutama pada kebijakan yang
menguntungkan pesantren.

Pesantren merupakan institusi pendidikan tradisional yang
memiliki spektrum ideologi "konservatisme” dan "fundamentalisme” -
namun dalam perkembangannya, ada yang menggunakan spektrum
ideologi "rasionalisme”- yang tumbuh dari suatu komunitas masyarakat
yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Kehadiran awal pesantren merupakan lembaga otonom. Namun
dalam perkembangannya, bersinggungan dengan kekuasaan negara.
Laju perkembangan pesantren terkadang lebih cepat daripada
perkembangan masyarakat setempat. Karena itu, tidak jarang terkesan
meninggalkan masyarakat. Masyarakat sekitar juga terkadang tidak lagi
ingin bersentuhan dengan pesantren. Sehingga, bisa terjadi kontradiksi
antara pesantren dengan masyarakat setempat. Agar kontradiksi tidak
berlanjut, maka pesantren harus tetap dikembangkan dengan bertumpu
pada kebutuhan masyarakat setempat. Pesantren harus direncanakan
dan diselenggarakan sedemikian rupa, dengan memperhatikan kultur
kesantrian dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat tersebut.
Giddens menyebutnya sebagai jalan ketiga atau "the third way”.

Pesantren merupakan institusi pendidikan yang berbasis moral
keagamaan Islam. Dalam perkembangannya, tidak hanya mengalami
dinamika ideologi dan sosial. Tapi, juga ekonomi bahkan ketiga-tiganya
terkait.

Dalam ideologi Islam, pengembangan ekonomi sebenarnya bukan
sekadar bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan materi sehari-hari.
Tetapi, juga memiliki dimensi nilai. Yakni, kesalehan dan ketagwaan.
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Berbeda dengan etika Calvinisme, kesalehan ekonomi Islam lebih
cenderung memeratakan daripada menumpuk sumber-sumber daya!8z.

Pertama, ekonomi dalam Islam didasarkan pada pasar bebas dan
menghormati hak milik pribadi. Tetapi di pihak lain, Islam bertujuan
mengurangi perbedaan-perbedaan antara golongan kaya dengan
golongan miskin dalam masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai terutama
dengan memeratakan sumber-sumber daya. Sekalipun begitu,
realisasinya masih perlu pengkajian dan penelitian lebih mendalam.
Terutama bukti yang menunjukkan ekonomi masyarakat muslim maju
karena nilai-nilai tersebut.

Sebagaimana etika kerja Protestan, etika kerja Islam mendorong
dan memajukan dedikasi dalam kerja untuk memeroleh penghidupan.
Tetapi tidak seperti etika Protestan, Islam memandang keberhasilan
dalam mengumpulkan kekayaan belum tentu sebagai hasil kerja keras.
Pesan universal Islam sebagaimana disebutkan dalam Al Quran ialah
mengejar dunia material saja adalah sia-sia, karena kebaikan sejati
terdapat di akhirat (QS. 87:17).

Islam menetapkan aturan-aturan pewarisan berupa membagi-
bagikan kekayaan si mati bukan hanya pada keluarga terdekat,
melainkan juga mengalihkan sejumlah cukup besar kekayaan tersebut
kepada kaum miskin dan pihak yang membutuhkan (QS 4:6).

Kedua, pemerataan kekayaan ini dimungkinkan oleh
diharamkannya judi dan renten. Sesungguhnya, judi digambarkan dalam
Al Quran sebagai perbuatan setan dan orang dilarang meski sekadar
mendekatinya. Sementara renten yang merupakan landasan utama
sistem perbankan modern diharamkan baik dalam bentuk memberi
maupun menerimanya.

Aspek lain ekonomi dalam Islam adalah pranata zakat. Yaitu, pajak
yang diberikan kepada kaum miskin yang salah diterjemahkan dengan
derma dalam literatur Barat. Zakat yang sama sekali bukan lah tindakan
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derma atau suatu tindakan suka rela dengan niat baik dari pihak si
pemberi. Melainkan, merupakan kewajiban atas orang yang mampu
mengeluarkannya. la merupakan hak kaum yang memerlukan, yang
dapat menuntutnya dari masyarakat.

Dengan memberikan zakat, seorang muslim berarti
membersihkan pendapatan dan kekayaannya. Bila kaum miskin
mengambilnya, mereka tahu bahwa mereka tidak memikul kewajiban
apapun terhadap si pemberi. Kedudukan zakat sangat penting. Sehingga,
dipandang sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Zakat bukanlah
pajak pendapatan yang dipungut oleh negara. Zakat adalah pajak (2,5%)
atas kekayaan yang terkumpul dan tujuan utamanya mengurangi
kemiskinan.

Bagi seorang muslim, tidaklah cukup mengenal fenomena alam.
Tetapi, dia ingin berbuat sesuatu untuk mengolah alam yang diyakininya
sebagai amanah dan rahmat Allah. Karena itulah, cara pandang kita
dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus didasarkan pada tiga
dimensi kesadaran. Yaitu; aku tahu (ma’rifat, alamat, epistemologi), aku
berharap (hakikat, ilmu, religiusitas), dan aku berbuat (syariat, amal,
etis). Dimensi ini harus dihayati oleh setiap subyek pelaku kerja.
Sehingga, mampu mengambil posisi yang jelas dari pekerjaan, serta nilai
lebih (added value) yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut!8s.

Bekerja dan kesadaran bekerja memunyai dua dimensi yang
berbeda menurut takaran seorang muslim. Makna dan hakikat bekerja
adalah fitrah manusia yang secara niscaya atau sudah seharusnya
demikian (conditio sine qua non). Manusia hanya bisa memanusiakan
dirinya lewat bekerja.

Kesadaran bekerja akan melahirkan suatu inprovements untuk
meraih nilai yang lebih bermakna. Dia mampu menuangkan idenya
dalam bentuk perencanaan, tindakan, serta melakukan penilaian dan

183 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,
1994), 3-4 Y
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analisa tentang sebab dan akibat dari aktivitas yang dilakukan
(managerial aspect).

Efek kumulatif praktik-praktik yang disebutkan di atas adalah
sedemikian rupa. Sehingga, menempatkan ekonomi Islam di tengah
antara kapitalisme dan sosialisme, seraya tidak menolak nasionalisasi
penuh atas sumber ekonomi yang penting beserta aktivitas-aktvitas
yang menopangnya. Meski begitu, Islam tidak lah menganut solusi
sosialistis sebagai masalah prinsipil.

Islam memiliki ciri ekonomi sendiri yang tidak sama dengan
calvinisme. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Max Weber tentang
"Etika Protestan" dan "Semangat Kapitalisme".

Analisis Weber terhadap bangkitnya kapitalisme industri (1976)
adalah dalam banyak cara merupakan respons terhadap Marx. Weber
ingin menunjukkan bahwa ide-ide memiliki peran independen dalam
sejarah. Perubahan dalam hubungan materi dapat dikaitkan dengan
perubahan-perubahan dalam sistem ide. Dia mulai dengan memeriksa
dua anomali. Rupanya, fakta menunjukkan bahwa kapitalisme negara-
negara yang paling maju seperti Britania Raya dan Jerman karena
Protestan. Orang-orang dalam posisi bisnis senior di negara-negara
seperti Britania Raya dan Jerman jarang yang Katolik. Weber bertanya
apakah mungkin ada hubungan antara sistem-kepercayaan agama
Protestan dengan munculnya awal kapitalisme industri di dunia8+.

Menurut Max Weber, perkembangan kapitalisme sangat
dipermudah oleh tekanan khusus pemikiran Protestan. Pemikiran
Protestan membentuk kepribadian pengusaha yang aktivitasnya
berpengaruh  terhadap perkembangan Kkapitalisme. Semangat
kapitalisme adalah sikap yang mencoba mencari keuntungan secara
rasional dan sistematis.

Max Weber menunjukkan bahwa asketisme Kristen sebagai
sumber pendekatan rasional dan sistematis yang mendorong

Dinamika Pesantren Muhammadiyah & NU | ;.9

Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi




kapitalisme. Unsur modern kapitalisme, "perilaku rasional berdasarkan
ide panggilan”, diturunkan oleh asketisme Kristen.

Menurut asketisme Kristen, individu didorong oleh perhatian
untuk mencapai kesejahteraan spiritual dirinya sendiri. Ia dapat
memastikan dirinya berada di dalam keadaan kasih sayang Tuhan
melalui tindakan asketis. Keimanan adalah rahmat Tuhan. Namun,
seorang manusia mampu membuktikan bahwa ia memiliki rahmat
Tuhan melalui hasil-hasil nyata. Yakni, melalui perilaku keagamaan yang
membantu meningkatkan kemuliaan Tuhan. Bekerja tidak pernah
memungkinkan orang mencapai keselamatan. Tetapi, bekerja adalah
cara yang tidak terelakkan untuk menunjukkan ia memiliki keselamatan
itu1ss,

Persoalanya kemudian, apakah orang akan selalu berperilaku
menurut cara dan pemahaman keagamaannya sehingga menyebabkan
perkembangan ekonomi? Tentu tidak selamanya begitu. Ideologi tidak
berpengaruh secara otomatis terhadap situasi sosial tertentu. Kita harus
memahami bagaimana cara ideologi tertentu saling berpotongan dengan
situasi sosial tertentu.

Agama yang sama dapat menimbulkan pengaruh berbeda dalam
situasi sosial yang berbeda. Agama yang berbeda juga dapat
menimbulkan akibat yang sama dalam situasi sosial berbeda. Etika
Protestan sebagaimana ia hasilkan, bukan lah khas milik Protestanisme.
Unsur-unsur etika itu ditemukan juga dalam agama lain seperti agama
Tokugawa dan Islam, dan jenis akibat serupa yang berkaitan dengannya.

Bellah menunjukkan; "agama Tokugawa mengandung unsur-
unsur yang sama dengan apa yang dilukiskan oleh Weber di dalam etika
Protestan. Termasuk anjuran untuk bekerja keras, menghindari
pemborosan waktu, dan hidup hemat serta jujur"18e.

Rodinson seperti juga banyak pemikir modern mengajukan bahwa
"etika" yang dipancarkan oleh Al Quran hampir tidak berbeda dengan

185 Max Weber dalam tulisan Lauer; Perspektif..., 257-258
186 |pid., 26
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yang disebut oleh Weber sebagai "Etika Protestan”. Yakni, jujur, kerja
keras, perhitungan, dan hemat.

Suatu penilaian yang jauh berbeda dibandingkan dengan penilaian
Weber terhadap Islam. Menurut Weber, Islam adalah agama yang
"universal monoteistis" yang sangat keras. Agama dari para prajurit yang
suka berperang untuk mendapatkan harta rampasan, terutama tanah.
Merupakan kelas sosial yang berorientasi pada kepentingan feodal,
menumbuhkan penguasa patrimonial, dan anti akal.

Islam bagi Weber tidak lebih seperti yang dirumuskan Talcott
Parson sebagai "agama askese yang tertahan". Penilaian yang salah ini
terjadi, mengingat Weber hanya melihat fenomena tanpa mencoba
mengerti apa yang ada di belakang tindakan umat Islam. Weber tidak
menggunakan verstehen-nya.

Hadgson menyatakan, Islam yang dilukiskan oleh Weber tidak
menyangkut Islam dalam arti agama, tetapi Islamadom. Yakni, "suatu
kompleks hubungan sosial" yang mendukung kebudayaan utama yang
diberi dasar oleh Islam187

Sekalipun begitu, Weber banyak membantu dalam melukiskan dan
menerangkan berbagai realitas sosial. Geertz cukup sadar. Studinya di
Mojokuto lebih mungkin untuk menguji keberlakuan tesis Weber. Sebab,
Geertz mengambil masyarakat yang sadar akan kesatuan kulturalnya. Di
samping menyadari adanya perbedaan (variant) dalam penghayatan
agama, seperti di Mojokuto, atau status seperti di Tabanan.

Jika pada kasus Tabanan, kegiatan ekonomi dari kaum bangsawan
dapat dilihat sebagai dorongan dari status sosialnya. Pada kasus kaum
santri, Geetz melihat suatu paralisme dengan berfungsinya etika
Protestan. Keduanya mengalami reformasi. Terutama hal ini tampak
pada kalangan masyarakat santri yang telah sejak beberapa waktu mulai
memersoalkan validitas atau keberlakukan dari praktik dan
penghayatan keagamaan.

gama..., 18-27
Dinamika Pesantren Muhammadiyah & NU | ;44

Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi




Secara etika, dalam pengertian Weber, Geertz melihat adanya
unsur "semangat Kkapitalisme" dalam arti tekun, hemat, dan
berperhitungan. Tetapi, semangat ini tidak didukung oleh kemampuan
organisasi yang baik. Dengan kata lain, ketidaksemangatan golongan
santri yang reformis terletak pula pada ketiadaan dukungan struktural.
Dalam hal ini Geertz tampaknya setuju dengan Weber bahwa adanya
"afinitas yang saling mencari" merupakan persyaratan yang utama.

Menurut Clifford Geertz, yang mendorong kegiatan perekonomian
sebenarnya bukan lah terletak pada apakah mutu ajaran bersifat
perubahan atau pembaharuan. Tetapi, apakah keadaan yang
dibanggakan oleh ajaran agama berbeda jauh dari persepsi wiraswasta
terhadap situasi yang sesungguhnya?8s,

Baik di Jawa maupun di Bali, terdapat suatu jurang yang lebar
antara harapan tentang apa yang seharusnya ada dan kenyataan yang
tampak. Juragan-juragan toko Mojokuto memandang diri mereka
sebagai pelopor masyarakat Islam Indonesia yang sesungguhnya, dan
harus dibangun dari suatu masyarakat yang agamanya salah (heterodox)
dan ketinggalan zaman.

Para bangsawan Tabanan memandang diri mereka sebagai orang-
orang yang digeser kedudukannya, yang sebenarnya sebagai suatu
menara budaya, dan yang sedang berjuang untuk mempertahankan
pola-pola kesetiaan, penghargaan, dan penghormatan tradisional.
Menurut anggapan mereka, hal tersebut merupakan wadah nilai-nilai
hakiki kebudayaan Bali.

Ketidakmampuan organisasi dan tidak adanya solidaritas
kekaryaan (corporatenes) juga dilihat oleh Siegel di Aceh. Tetapi lebih
dari itu, Siegel melihat aktivitas dagang dibimbing oleh moralnya sendiri
dan tidak harus ditentukan oleh ikatan keagamaan. Hubungan dalam
usaha dagang tidak lah hubungan antar-"usaha", tetapi antar-pribadi.
Demikian pula halnya dengan kepemimpinan dalam usaha tidak ada

188 Clifford Geertz, Penjajah dan Raja, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), 181
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hubungan antara majikan dan pegawai. Yang ada ialah hubungan induk
semang dengan anak semang yang sifatnya pribadi.

Jadi tidak seperti "etika Protestan” yang menyumbang bagi
peneguhan "semangat kapitalisme" yang rasional dan perhitungan,
maka di Aceh yang muncul adalah perhitungan dagang di satu pihak, dan
pandangan terhadap manusia di pihak lain. Keduanya dibimbing oleh
logikanya.

Siegel memang lebih memperhatikan sikap pribadi dalam
kegiatan ekonomi. Sedangkan Geertz mencoba menangkap situasi
rohaniah yang mewarnai kegiatan ekonomi, dan kemudian mencoba
menghubungkannya dengan kegiatan ekonomi. Keduanya melihat
organisasi sebagai penghalang utama bagi peningkatan kemampuan
ekonomi dari santri Jawa dan pedagang Aceh.

Pengetahuan akan hal ini pula yang antara lain menyebabkan
Wertheim menyangsikan kemampuan santri untuk bisa meningkatkan
dirinya lebih dari pedagang bazaar. Dengan tanpa mempersoalkan
kemungkinan adanya hubungan antara keyakinan agama dengan
perilaku ekonomi.

Berbeda dengan Siegel, Geertz, dan Wertheim, Richard Robinson
membuktikan yang paling menentukan bagi keberhasilan dalam dunia
bisnis tetap patronase politik. Di pihak lain, faktor yang menentukan
apakah seseorang dapat bertahan terus dengan atau tidak bergantung
pada modal!®. Geertz yakin bila kelak ada ekonomi besar, itu muncul
dari santri. Tapi, kini tesa seperti itu gagal dan tidak terbukti. Richard
Robinson membuktikan justru mereka yang dekat dengan birokrasi
kekuasaan dan memiliki modal besar yang berhasil dalam
mengembangkan ekonomi.

Fenomena-fenomena tersebut tampaknya relevan untuk
menggambarkan masyarakat perdesaan pesisir dan pedalaman di pantai
utara Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan ekonomi sejak
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dikembangkan pesantren menjadi lebih modern. Fenomena di Bali lebih
menggambarkan bagaimana kaum santri di perdesaan "yang
berperhatian besar terhadap tradisi" mengembangkan ekonomi. Yang
oleh Zamakhsyari Dhofier dinyatakan berperhatian besar dalam
mengembangkan sektor pertanian19,

Sebenarnya menurut HM. Yakub!9!, pengembangan ekonomi
sektor pertanian dengan menggunakan teknologi modern lebih banyak
dilakukan oleh santri yang berasal dari pesantren yang lebih moderat
dalam melihat tradisi. Sedangkan fenomena di Mojokuto lebih
menggambarkan bagaimana kaum santri "modern" mengembangkan
ekonominya. Fenomena yang ditunjukkan oleh Siegel, Whertheim, dan
Richard Robinson juga relevan untuk melihat tiga kelompok santri
tersebut dalam mengembangkan ekonomi.

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat santri di perdesaan,
ideologi memang menentukan. Namun, bukan satu-satunya faktor yang
menentukan. Patronase politik dan pemilikan modal juga menentukan.
Baik ideologi, patronase politik, maupun pemilikan modal, sama-sama
menentukan dalam pengembangan ekonomi kaum santri di perdesaan.

Giddens dalam teori the third way berpendapat:

Dunia sekarang harus dipikirkan sebagai resultante dari empat
gugus institusi. Yakni; kapitalisme, industrialisme, pengawasan
(surveillance), dan kekuatan militer. Kapitalisme yang dijiwai
oleh semangat mencari untung menjadi dinamisme luar biasa.
Ketika bergandengan dengan industrialisme menghasilkan tahap
dunia seperti saat ini. Tetapi, dunia yang kita huni sekarang juga
ada dalam pengawasan terus-menerus. Mulai di tempat kerja
atau pabrik, hingga ke masyarakat seluruhnya. Negara meniru
pabrik mengawasi warganya lewat aneka macam surat
keterangan, tetapi juga lewat angka statistik. Gugus institusi yang
keempat, kekuatan militer, muncul sebagai konsekuensi logis

190 Dhofier, Tradisi...., 1-174
191 H. M. Yakub, Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung:
Angkasa, 1993), 7-129 of o)
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dari munculnya negara-negara (sejak abad ke-18 di Eropa Barat)
yang mengonsolidasikan kekuasaannya baik terhadap ancaman
dari dalam maupun luar.192

Pesantren sebagai institusi sosial tampaknya juga dibangun dalam
empat gugus tersebut. Semangat mencari untung mendorong terjadinya
dinamisme luar biasa di pesantren. Terlebih dengan hadirnya berbagai
unit usaha pesantren. Tidak hanya lembaga pendidikan, tetapi juga unit
produksi dan jasa pelayanan.

Pengawasan terhadap para santri juga tetap diperketat melalui
penegakan tata tertib pesantren oleh para ustadz, guru, dan penegak
disiplin. Bahkan di beberapa pesantren, terdapat tim penjaga keamanan
semi-militer yang telah dilatih secara khusus untuk menjaga keamanan
pesantren.

Fenomena seperti ini mengindikasikan pesantren telah menjadi
komunitas tersendiri yang bergeser dan terpisah dari masyarakat
perdesaan. Sehingga, tidak heran bila konflik yang dulunya terjadi dalam
soal ideologis, yakni antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama,
bergeser ke konflik sosial, ekonomi, bahkan politik. Seperti intern
pesantren, dan pesantren dengan masyarakat perdesaan.

Konflik-konflik193 yang kini masih berlangsung antara
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yakni pada kalangan masyarakat

192 Antony Giddens, The Third ..., xii.

193 Menurut David G. Bromley (2002), perkembangan konflik biasanya melewati tiga
tahapan, yaitu: latent tension, nascent conflict, dan intensified conflict. Pada tahap
pertama, latent tension atau unreal conflict, konflik masih dalam bentuk
kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi antara pihak yang bertentangan
belum melibatkan dalam konflik. Pada tahap kedua, nascent conflict, konflik mulai
tampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-
ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisasi.
Sedangkan pada tahapan ketiga, intensified conflict, konflik berkembang dalam
bentuk yang terbuka disertai dengan radikalisasi gerakan di antara pihak yang saling
bertentangan, dan masuknya phak ketiga ke dalam arena konflik. David G. Bromley

alam tulisanSyamsul Arifin, Silang Sengkarut Agama di Ranah Sosial, (Malang: UMM
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santri di kecamatan Paciran dan Solokuro, Kabupaten Lamongan, tidak
hanya karena usaha perombakan yang menyangkut bagian dari dan
merupakan inti kebudayaan. Yaitu, agama sebagai sistem pengetahuan.
Tetapi, juga perbedaan interpretasi dan pemahaman perangkat ajaran-
ajaran Islam tersebut yang diimplikasikan oleh aspek lain dalam
kebudayaan masyarakat. Seperti kompetisi dalam mendapatkan sumber
daya. Sehingga menciptakan segmentasi yang jelas satu sama lain di
antara kedua struktur sosial, dan terwujud dari penganut dua paham
dalam agama Islam yang ada. Konflik ini juga merambah ke persoalan
pengelolaan pesantren.

Perbedaan paham keagamaan di kalangan masyarakat sebenarnya
tidak bisa dilepaskan dari perbedaan orientasi pesantren sebagai
pemroduk para santri. Mastuhu menunjukkan kenapa sampai terjadi
perbedaan orientasi keagamaan pesantren-pesantren di Indonesia.

Menurutnya, pada dasarnya semua pesantren berangkat dari
sumber yang sama, yaitu ajaran Islam. Namun, terdapat perbedaan
filosofis di antara mereka dalam memahami dan menerapkan ajaran-
ajaran Islam pada bidang pendidikan. Disesuaikan dengan faktor sosial
dan budaya masyarakat yang melingkarinya. Perbedaan-perbedaan itu
pada dasarnya berpulang pada perbedaan pandangan hidup kiai yang
memimpin pesantren mengenai konsep teologi, manusia dan kehidupan,
serta tugas dan tanggungjawab manusia terhadap kehidupan dan
pendidikan.

Dalam kenyataan, masing-masing pesantren memunyai ciri khas
sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan
tekanan bidang studi yang ditekuni dan gaya kepemimpinan yang
dibawal94,

Toshihiko Izutsu menilai disintegrasi berpangkal dari perbedaan-
perbedaan keyakinan atau paham keagamaan yang dikembangkan oleh
beberapa aliran dalam teologi Islam. Kuntowijoyo menilai karena tingkat
kesadaran kaum santri yang masih bervariasi, maka ada yang tingkat
kesadaran keagamaannya baru pada tahapan mitos. Ada yang sampai

194 Mastuhu, Dinamika ..., 19
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pada tahapan ideologi, dan ada pula yang sudah sampai pada tahapan ide
atau ilmu.

Di lain pihak, disintegrasi tersebut juga menjadi tenaga
pendorong dalam menciptakan integrasi dalam kehidupan sosial
masyarakat. Seperti yang dikemukakan Geertz bahwa kelompok-
kelompok yang berkonflik itu sesungguhnya saling berkaitan erat satu
sama lain secara komplementer, dan secara bersama-sama berada dalam
struktur sosial yang lebih luas. Yakni, struktur masyarakat dimana
kebudayaan warga masyarakat menjadi pegangan umum.

Konflik dan integrasi tercipta antara lain tergantung pada unsur-
unsur struktur sosial yang ada. Yakni; identitas sosial, peran-peran
sosial, pengelompokan sosial, serta situasi dan arena sosial. Agar tercipta
integrasi, demikian kata Barth, harus lah tercipta sejumlah pranata yang
mengikuti semua anggota golongan sosial. Sehingga, setiap warga dapat
mengidentitaskan dirinya pada suatu ciri yang juga dimiliki oleh warga
golongan sosial yang lain.

Perlu diperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad
Sobary:

Pada kenyataannya, agama bukan lah faktor penentu satu-
satunya. Kita juga bisa berkata, agama hanya salah satu faktor
yang memengaruhi tingkah laku manusia, dan agama sendiri juga
dipengaruhi oleh -meminjam konsepsi Marx- faktor material
dalam suatu masyarakat.195

Menurut Kartini Sjahrir, "proses perpindahan pekerja ternyata
sangat bergantung pada jaringan hubungan-hubungan pribadi antara
mandor dan pekerja setempat, pekerja dan desa asalnya, mandor dan
kontraktor, serta hubungan antara kontraktor dan aparat resmi
setempat.”19

195 Muhammad Sobary, Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi, (Yogyakarta: Yayasan
Benteng Budaya, 1995), 217
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Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher menunjukkan sebab-sebab
kegagalan pengembangan ekonomi, sekaligus menawarkan bentuk
kerjasama untuk mengembangkan ekonomi pesantren di perdesaan.

Kemerosotan menyeluruh "para klien" perdesaan adalah
disebabkan oleh nilai-nilai kebudayaan, norma-norma sosial, dan
modus-modus produksi baru yang tidak tepat yang mendorong
kepentingan mereka saat ini dalam pengembangan masyarakat. Suatu
kerjasama yang dimaksud, di dalamnya terdapat para pemimpin
masyarakat informal (kiai), organisasi perdesaan (pesantren), dukungan
politik dari eselon-eselon tinggi pembuat keputusan tingkat nasional
(pemerintah), dan bantuan dari perantara (LSM). Ini terjadi pada
sebagian besar dari 5.000 pesantren di seluruh Indonesial’.

Dasar pemikiran pesantren paling tidak berasal dari tiga motif.
Pertama, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan
etika sosial Islam. Kedua, motif sosial, karena kiai juga seorang
pemimpin yang harus mengatasi krisis setempat. Ketiga, motif politik,
karena pemegang kekuasaan setempat memunyai  kepentingan-
kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro.

Itulah sebabnya, mengapa bagi beberapa pengamat hal ini
dianggap mencerminkan pranata yang semi-feodal. Ia dinilai reaksioner
yang menggunakan konsep-konsep realitas terasing yang tidak relevan
dengan masyarakat, dan merupakan pranata desa yang bersifat otonomi
yang mampu meningkatkan proses pembangunan "dari bawah". Yakni,
diidentifikasi, direncanakan, dan diimplementasikan oleh masyarakat
sendiri.

Masyarakat perdesaan di pantai utara Kabupaten Lamongan bisa
disebut sebagai masyarakat santri, karena berada di lingkungan pondok
pesantren. Masyarakat santri ini memiliki kesadaran keagamaan
bervariasi. Ada yang baru tahap mitos dengan memegang teguh tradisi
lokal, ada pula yang sampai pada tahap ideologis98 dengan berupaya

197 Oephen, Karcher, Dinamika..., 3-4
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menjadikan ajaran [slam yang tertuang di dalam Al Quran dan Assunnah
secara formal terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, ada pula
yang sudah sampai pada tahapan ide atau ilmu dengan mengedepankan
sistem rasional dalam merealisasikan ajaran Islam, dan bukan
formalisme Islam.

Dilihat dari akarnya, sekalipun tidak sepenuhnya demikian,
kinerja santri pertama biasanya dibentuk oleh pesantren Nahdlatul
Ulama, santri kedua biasanya dibentuk oleh pesantren Muhammadiyah,
sedangkan kinerja santri ketiga merupakan bentukan dari pesantren
lebih moderat (bisa dari pesantren Muhammadiyah maupun pesantren
NU) yang tidak banyak mempersoalkan khilafiyah. Tetapi, lebih
cenderung ke ilmiah.

Sikap keberagamaannya juga beraneka ragam. Menurut
Qomarudin Hidayat, di antara para santri ada yang bersikap eksklusif,
inklusif, pluralis, eklektivis, bahkan ada pula yang universal. Sikap
eksklusifisme akan melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling
benar hanya lah agama yang dipeluknya. Sementara agama lain sesat dan
wajib dikikis atau pemeluknya dikonversikan. Sikap inklusivisme
berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya, juga terdapat
kebenaran meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang

moral, kepentingan, serta komitmen sosial dan politik gerakan. Ideologi tidak hanya
memuat rencana penting untuk memecahkan persoalan tetapi juga sebagaimana
diungkapkan Blumer, memberikan seperangkat nilai, keyakinan, kritik, alasan dan
pembelaan. Dengan kata lain, ideologi memberikan arahan, justifikasi, senjata untuk
melawan dan mempertahankan inspirasi, serta harapan. Berdasarkan kerangka
ideologis ini, ada empat orientasi ideologis yang bisa dilihat dalam kelompok dan
gerakan Islam yang muncul pada awal abad keduapuluh, yakni: tradisionalisme,
modernism, sekuralisme, dan fundamentalisme. Ahmad Jainuri, Orientasi Ideologi
Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekuralisme, dan Modernisme,
(Surabaya: LPAM, 2004), 3 dan 57. Pergulatan intelektual dan gerakan Islam di
Indonesia kini sedang menampaki babak baru, seiring dengan dibukanya kran
demokrasi hasil perjuangan Reformasi. Tidak hanya terjadi pada wilayah sosial-
politik, tetapi juga pada diskursus gerakan keagamaan. Situasi seperti ini memberi
peluang bagi gerakan-gerakan Islam yang dulu tidak berani tampil ke wilayah publik,
menjadi sedemikian atraktif muncul ke permukaan melalui pintu gerbang geraan
ftelektual, sosial-budaya, dan sosial politik. M. Mukhsin Jamil, Revitalisasi Islam

i iArus Baru Relasi Agama dan Negara, (Semarang: Walisongo Press, 2009), v
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dianutnya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman.
Pluralisme lebih moderat lagi dengan berpandangan bahwa secara
teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, dan niscaya
masing-masing berdiri sejajar. Sehingga, semangat missionaris atau
dakwah dianggap tidak relevan.

Sedangkan eklektivisme adalah sikap keberagamaan yang
berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama
yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya. Sehingga, format akhir
dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik.
Sementara universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua
agama adalah satu dan sama. Hanya saja karena faktor historis-
antropologis, maka agama lalu tampil dalam format plural19°.

Sikap keberagamaan masyarakat santri banyak dipengaruhi oleh
falsafahnya dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam
kehidupan sesuai dengan situasi dan faktor sosial budaya masyarakat
yang melingkari2o0, Dalam hal ini, keyakinan atau paham keagamaan
yang dikembangkan oleh beberapa aliran teologi Islam turut
menentukan. Begitu pula tingkat kesadaran keberagamaan masyarakat
yang bersangkutan.

Dilihat dari paham dan perilaku keagamaan dan ekonomi
masyarakat santri, terjadi polarisasi2®l. Ada yang berperhatian besar
terhadap tradisi, ada yang terhadap kemurnian ajaran Islam, namun ada

199 Komaruddin Hidayat; “Ragam Beragama”, Ummat, No. 14 Th.], 6 Januari 1996/17
Sya’ban 1416 H, 25

200 Terutama di era postmodernisme, kita harus memeriksa kembali modus
keberagamaan kita, pandangan kita tentang watak bahasa agama, dan bagaimana
bahasa agama tersebut kita tafsirkan dan kita lakukan. Karena belajar dari
pengalaman sebelumnya, ternyata modernism Barat yang dikenalkan pada dunia
Islam hanya merupakan sebuah penaklukan dan dominasi. Kalau postmodernisme
menawarkan dekonstruksi, kitapun bisa melakukan terhadap postmodernisme itu
sendiri. Abdul Jamil kata pengantar dalam tulisan Sholihan, Modernitas
Postmodernitas Agama, (Semarang: Walisongo Press, 2008), xi

(Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2008), 187-189
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pula yang tidak mempertentangkan antara tradisi dengan kemurnian
ajaran Islam.

Tipe santri pertama merupakan bentukan pesantren NU. Tipe
santri kedua merupakan bentukan pesantren Muhammadiyah.
Sedangkan tipe terakhir merupakan perkembangan terkini seiring
dengan modernisasi dan globalisasi pada pesantren NU dan
Muhammadiyah.

G. Pemaknaan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
terhadap Dinamika Pesantren dalam Perspektif Fenomenologi

Kajian ini berupaya untuk memahami pemaknaan sosial, ideologi,
dan ekonomi terhadap dinamika pesantren menurut interpretasi elite
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di lingkungan perdesaan pesisir
dan pedalaman (desa sumber agama). Juga, pemahaman terhadap mind
(terkait dengan pattern of thinking) dari self “elite” (kiai, pimpinan
ranting dan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting dan anak cabang
Nahdlatul Ulama), motif supaya (in order to motives), dan motif sebab
(because motives) dalam melakukan tindakannya. Serta, berbagai faktor
konteks yang melatarbelakangi pemahaman tersebut.

Kendati diwujudkan oleh self manusia ("elite” Muhammadiyah dan
Nahdlatul ulama), namun kecenderungan manusia memberi makna pada
dasarnya merupakan kegiatan Kkolektif. Artinya, manusia secara
bersama-sama dalam berbagai kelompok besar yang bermacam-macam
terlibat dalam kegiatan memberi makna pada realitas.

Berdasarkan analisisnya, fenomenologi tergolong sebagai studi
sosiologi mikro yang berupaya mengungkapkan tentang pemahaman
makna dan atau refleksi makna pada tingkat mikro. Ditinjau dari teknik
pengumpulan data, fenomenologi merupakan salah satu penelitian
lapangan dengan observasi partisipasi. Fenomenologi merupakan
penelitian kualitatif yang meletakkan teori secara kritis, sehingga
memerlukan pola pikir tidak apriori.
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Ritzer menempatkan fenomenologi pada paradigma definisi sosial
(sosial definition). Fenomenologi mengaji manusia sebagai makhluk unik
dan aktif, sehingga diperlukan pemahaman secara interpretatif
(interpretative understanding)?°2. Dengan demikian, fenomenologi
merupakan teori interpretatif yang terkait dengan pemahaman suatu
tindakan individu.

Husserl sebagai orang pertama yang mengenalkan metode
fenomenologi berargumentasi bahwa kajian basis fungsionalisme dan
konflik cenderung bersifat structural. Sedangkan kajian psikologi sosial
cenderung pada penjelasan interaksi sosial dan makna suatu tingkah
laku sosial. Kedua pendekatan itu saling berjauhan dan tidak menyentuh
“makna” sesungguhnya.

Untuk itu, Husserl memperkenalkan metode fenomenologi refleksi
transcendental. Yakni, fenomena dianggap refleksi realitas kompleks.
Sesuatu yang tampak adalah objek penuh makna transendental dalam
konteks “di sini dan sekarang” (Husserl, 1967:59). Untuk mencari
hakikat kebenaran, kita harus menerobos kepada apa yang ada di balik
fenomena dengan cara memelajari terhadap bagaimana manusia
memberikan berbagai benda, berbagai hal yang ada di sekitarnya, dan
yang dialami melalui indera. Dengan kata lain, pengalaman individu
merefleksi dalam perbuatan atau tingkah laku penuh arti dan makna
dalam kehidupan keseharian. Karena itu, Husserl menganjurkan teknik
observasi partisipasi dalam mengenali, menjelaskan, dan menafsirkan
pengalaman inderawi terhadap gejala.

Pandangan Husserl ini agak berbeda dengan Scheler dan Weber.
Husserl mulanya berusaha mengatasi krisis filsafat pada zamannya.
Sedangkan Scheler berusaha mengatasi krisis sosial, ekonomi, budaya,
dan politik yang terkait dengan rusaknya pelaksanaan sistem nilai
keagamaan yang dilakukan kaum borjuis yang mengedepankan rasional.

Scheler yakin bahwa dengan pendekatan fenomenologi akan dapat
memberikan kunci untuk merekonstruksi etika (nilai pribadi dan
agama) baru dalam kehidupan masyarakat baru yang sejalan dengan

202 George Ritzer, Sosiologi..., 43-45.
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perspektif sosial dan budaya baru. Karena itu, bukan hanya kebenaran
absolut saja yang perlu dipahami. Tetapi, juga pemahaman kebenaran
parsial dari sudut pandang interpretasi individu secara khusus (Zeitlin,
1998:227-231).

Untuk mendapatkan hakikat tindakan manusia yang sebenarnya,
peneliti harus menelusuri melalui proses reduksi atau penyaringan etika
yang berupa antara lain nilai dan norma agama sebagai dasar “pemilikan
hakikat”.

Fenomenologi dalam pandangan Weber terkait dengan konsep
tindakan rasional. Menurut Weber, tindakan rasional terkait dengan
memahami motif dan makna suatu tujuan tindakan manusia. Karena
makna itu sendiri merupakan komponen kausal dari suatu tindakan.
Tindakan individu merupakan suatu tindakan subjektif yang merujuk
pada makna aktor pelaku atas dasar motif “supaya” atau motif “tujuan”
(in order to motives) yang sebelumnya mengalami proses inter-
subjektivitas berupa hubungan interaksi face to face antar-person yang
bersifat unik. Dengan demikian, motif tujuan senantiasa terkait dengan
hubungan antar-manusia203.

Alfred Schutz berpandangan bahwa tindakan sosial adalah
tindakan pada saat orang mulai merefleksikan dunia yang telah
tereduksi. Dengan demikian, dunia bukan lah bersifat pribadi, tetapi
dunia yang memunyai makna dan nilai yang telah diciptakan secara
inter-subjektivitas. Konteks makna muncul ke permukaan tatkala
seseorang melihat, meninjau, dan memeriksa kembali situasi dan faktor
sebelumnya. Kemudian, hal tersebut dipakai sebagai alasan penyebab
tindakannya.

Menurut Schutz, pemahaman terhadap tindakan seseorang tidak
hanya didasari pengaruh dari dalam dirinya sendiri. Tetapi, juga
pengaruh orang lain dan sosio budaya yang ada. Jadi, tindakan manusia
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dilakukan atas dasar kesadaran akal sehatnya. Dengan kata lain, dunia
ini adalah “milik kita”, dan bukan hanya sekadar “milikku”.

Menurut Ritzer2%4, proses interpretasi pendekatan fenomenologi
semacam itu harus melalui dua tahap. Pertama, pelaku menyatakan
kepada dirinya sendiri tentang sesuatu. [a berinteraksi terhadap sesuatu
dan reaksinya mengandung suatu makna. Proses pertama ini merupakan
proses psikologis. Artinya, individu melakukan komunikasi dengan
dirinya sendiri. Kedua, hasil komunikasi dengan dirinya sendiri
kemudian diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna.
Selanjutnya, pelaku akan memilih, memeriksa, menangguhkan, dan
mentransformasikan makna itu ke dalam situasi tempat dimana ia
berada dan kemudian mengarahkannya untuk bertindak.

Schutz mengadopsi konsep pemahaman makna dari verstehen
Weber yang terfokus pada makna subjektif tindakan individu yang
rasional dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya, Schutz mencoba
menggabungkan konsep verstehen dari Weber dan lebenswelt dari
Husserl.

Schutz memberikan koreksi konsep verstehen Weber. Ia
menjelaskan bahwa dalam verstehen Weber, konsep motif tindakan
seseorang lebih merupakan motif “supaya” atau motif “tujuan” (in order
to motives). Padahal, kenyataannya tindakan itu juga karena motif
“sebab” (because motives) yang senantiasa mengikuti di dalamnya.

Schutz menjelaskan, dalam kehidupan sehari-hari manusia
bertindak secara praktis atas motif “tujuan” dan motif “sebab”. Oleh
karena itu, sikap dan tindakan secara alami diatur oleh kedua motif
tersebut. Dalam tindakannya itu, individu berupaya mengontro],
menguasai, dan mengubah dunia sesuai tujuannya. Juga, melihat
peristiwa masa lalu serta faktor yang ada. Tindakan keseharian
merupakan “dunia kerja”, tingkah laku, atau perbuatan dalam kehidupan
sosial yang terkait dengan kehidupan keseharian orang lain.

204 George Ritzer, Sosiologi... 247

124 + Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si




Dalam fenomenologi Schutz, “makna” dilabelkan sebagai sesuatu
“perbuatan” atau tingkah laku seseorang berdasarkan pengalaman masa
lalu dan situasi faktor masa kini, serta harapan pada masa mendatang.
Sehingga, elite dan warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
bertindak atas dasar suatu tujuan tertentu yang diinginkan dan
disebabkan oleh pengalaman masa lalu, faktor sekitar yang
melatarbelakangi sekarang, serta harapan di masa mendatang.
Pemahaman makna tindakan ini dapat dipahami melalui perbuatan
subjek yang diteliti.

Berger memberikan koreksi terhadap fenonemologi Schutz.
Menurut Berger205, Schutz terlalu memaksakan sektor kehidupan
keseharian yang bersifat rutinitas dalam kajian yang terbatas dan tidak
bersifat problematik. Schutz menganggap orang awam tidak kritis, hidup
dan bekerja dalam pola kehidupan yang tidak problematik, dan memiliki
makna serta validitas yang ditangkapnya sebagai sesuatu yang sudah
ada (tidak memiliki kesalahan).

Menurut Berger, jika metode Schutz ini diterapkan begitu saja,
maka hanya akan menangkap makna tindakan orang awam sebagaimana
orang itu memahami sendiri makna yang sangat dangkal. Karena itu,
Berger menawarkan tindakan manusia sebagai proses eksternalisasi dan
internalisasi yang cenderung “konstruksionistik”. Fokus fenomenologi
Berger adalah makna subjektif individu pada aktivitas rasional, bebas,
dan tidak tergantung secara mekanistik.

Aktivitas manusia harus dipahami secara verstehen sebagaimana
keberadaannya yang bermakna bagi pelaku dalam masyarakat. Aktivitas
itu selanjutya diinterpretasikan secara intensionalitas dan ditampakkan
dalam perbuatan, pembicaraan, dan tindakan individu dalam kehidupan
sehari-hari. Fenomenologi Berger tampak lebih komprehensif, karena
dalam mengaji fenomena sosial dalam bingkai sosiologi menggunakan,
dua kutub yang saling bertentangan dari para ahli terdahulu
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(“didualistikkan”).  Giddens menyebut dualitas dan bukan
“didualismekan”.

Studi ini mengikuti Berger menempatkan posisi subjek yang
diteliti bersifat kritis dan problematic. Dalam arti, menyertakan
pengetahuan yang dimiliki oleh para subjek. Namun, juga tidak
meninggalkan Schutz, karena kenyataannya para subjek bertindak atas
motif “tujuan” dan "sebab” berdasarkan pengalaman masa lalu dan
situasi faktor masa kini, serta harapan pada masa mendatang. Sebagai
contoh, peneliti menempatkan subjek, yakni elite dan warga
Muhammadiyah dan NU, sebagai sosok yang paling mengerti tentang apa
yang dilakukan atau permasalahannya. Peneliti hanya membantu untuk
mengungkapkan dengan melakukan wawancara mendalam. Mencoba
mengungkap untuk apa subjek melakukan demikian, dan mengapa
subjek melakukan demikian.

Dalam hal ini, situsi dan faktor yang melingkupi subjek menjadi
referensi untuk mengungkap pemaknaan para elite dan warga
Muhamamadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika pesantren.

Bila dua teori fenomenologi ini diterapkan dalam kajian dinamika
pesantren di kawasan perdesaan pesisir dan pedalaman di pantai utara
Kabupaten Lamongan, maka bisa jadi dimaknakan variatif oleh subjek
elite yakni kiai, pimpinan Muhammadiyah dan NU, dan warga
Muhammadiyah dan NU.

Pada saat sekarang, pesantren memang tidak semata-mata
merupakan lembaga perdesaan. Karena berubah menjadi komunitas
bahkan masyarakat perkotaaan. Sistem pesantren yang masih salaf
(tradisional) murni tidak banyak. Pesantren yang besar-besar biasanya
sudah berkembang menjadi pesantren khalaf (modern). Semacam
perguruan yang memasukkan juga mata ajaran umum sesuai dengan
sistem pendidikan nasional. Besar kecilnya pesantren dan sistem
pendidikannya juga memengaruhi hubungan antara pesantren dan desa.

Sampai seberapa jauh pesantren adalah milik desanya menjadi
bahan pertanyaan. Menurut Kuntowijoyo, pesantren yang semula adalah
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kegiatan, dan kelembagaan. Ketika pesantren masih kecil dengan santri
sedikit, pesantren sepenuhnya adalah lembaga desa tempat anak-anak
belajar. Ketika pesantren sudah membesar, ia akan lepas dari desa dan
berdiri sendiri. Perjalanan pesantren barangkali melampaui tiga fase,
yaitu ketika pesantren masih terpadu dengan desa, kemudian menjadi
terpisah dari desa, dan akhirnya dapat menjadi lembaga yang sama
sekali terasing dari desanya?20é .

Pada sisi lain, dinamika pesantren ternyata tidak bisa dilepaskan
begitu saja dari akar paham keagamaan pendiri pesantren tersebut,
yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di antara pesantren ada
yang dibangun dari paham keagamaan yang ingin mengembangkan
kemurnian ajaran Islam sesuai Al Quran dan Assunnah dengan
mengenyampingkan tradisi lokal yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran
Islam. Namun, ada pula yang toleran terhadap eksistensi tradisi lokal
(Islam tradisional).

Tipe pesantren pertama banyak dikembangkan oleh
Muhammadiyah, sedangkan pesantren tipe kedua dikembangkan oleh
Nahdlatul Ulama. Sekalipun banyak pesantren yang tidak secara formal
menamakan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama -ada yang menyebut
sebagai pesantren netral-, namun dilihat dari akarnya tidak bisa
dilepaskan dari Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.

Fenomena seperti ini terjadi di beberapa pesantren yang berada di
kawasan pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.
Menarik untuk dicermati bahwa sekalipun pesantren biasanya kental
dengan Nahdlatul Ulama, -sejak awal lahirnya tahun 1926 Masehi,
Nahdlatul Ulama sangat konsen dalam pengembangan pesantren-,
namun dalam kenyataannya Muhammadiyah juga konsen
mengembangkan pesantren. Di samping berbagai jenis, jenjang, dan jalur
sekolah yang sudah dilakukan Muhammadiyah sejak awal berdirinya
pada tahun 1912 Masehi.
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Di kawasan pedalaman dan pesisir pantai utara Kabupaten
Lamongan, selain sekolah, Muhammadiyah juga mendirikan berbagai
pesantren. Yakni, pesantren Karangasem dan Moderen Muhammadiyah
di Paciran, Ma’had Manarul Quran di Paciran, Attaqwa di Kraniji,
Ma’hadul Islami di Weru, Al Islah di Sendang Agung, Al Islam di
Tenggulun, dan Al Amin di Tunggul207.

Sedangkan pesantren yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama
(NU), misalnya pondok pesantren Mazroatul Ulum di Paciran, Tarbiyatut
Tholabah di Kranji, Sunan Drajad dan Fatimiyah di Banjaranyar,
Ismailiyah di Sendang Agung, dan sebagainya. Sekalipun dalam bidang
kurikulum, metode mengajar, dan kelembagaan mengalami dinamika,
namun perbedaan akar paham keagamaan tersebut nampaknya sampai
sekarang tetap mewarnai ciri khas pesantren sekaligus polarisasi kinerja
para santrinya.

Mengingat pesantren juga menjadi pusat gerakan Islam, maka bisa
jadi ada pesantren yang berorientasi ideologi. Yakni; tradisionalisme,
modernisme, dan fundamentalisme2°8.  Pesantren yang berideologi
modernis berpandangan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang
mencakup semua aspek kehidupan baik umum maupun pribadi.
Keyakinan serta praktik agama harus dilaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari berdasarkan prinsip ajaran Islam, Al Quran dan Assunnah
(bagi kaum syiah termasuk contoh yang diberikan para imam), serta
tuntunan perkembangan zaman. Bagi kaum modernis, syariah harus
diimplikasikan dalam semua aspek kehidupan secara fleksibel. Mereka
cenderung menginterpretasikan ajaran Islam tertentu dengan
menggunakan berbagai pendekatan, termasuk dari Barat.

207 Sekalipun secara formal Pesantren Al Islah, Al Islam dan Al Amin tidak berada dalam
kontrol Muhammadiyah, tetapi hampir seluruh pengurus dan ustadznya adalah
anggota atau simpatisan Muhammadiyah.

208 Ahmad Jainuri mengklasifikasikan gerakan Islam menjadi empat, yakni
tradisionalisme, modernism, sekuralisme, dan fundamentalisme. Pesantren yang
berorientasi pada ideologi sekuralis yakin, otoritas akal pikiran manusia dalam
kehidupan umum dan membatasi peranan agama hanya bentuk ritual yang bersifat
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Sedangkan pesantren yang berideologi tradisionalis adalah
mereka yang pada umumnya diidentikkan dengan ekspresi Islam lokal,
serta kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan
dalam pemikiran serta praktik Islam. Sama seperti kaum modernis,
pesantren kelompok fundamentalis juga menginterpretasikan Islam
berdasarkan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Tetapi, mereka ini
menentang kecenderungan kaum modernis yang dituduh telah
memasukkan unsur-unsur non-Islam (Barat) ke dalam Islam.

Bagi kaum fundamentalis, syariah dipandang cukup mampu
menjawab tantangan perkembangan modern. Karena itu, setiap
interpretasi hendaknya dilakukan secara Islami dan bukan
menggunakan cara Barat. Mereka juga mengkritik ide dan praktek kaum
tradisionalis dan menentang Kkecenderungan sebagian kaum
tradisionalis yang bekerja sama dengan pemerintah sekular.

Bila dicermati beberapa pesantren di kawasan pesisir dan
pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan, pesantren
Muhammadiyah lebih berideologi modernis. Terkecuali pesantren Al
Islam yang berideologi fundamentalis. Sedangkan pesantren Nahdlatul
Ulama lebih berideologi tradisionalis.

Dalam perkembangannya, berbagai ideologi tersebut bisa saja
muncul dalam bentuk gerakan sosial pesantren. Menurut Barnes dan
Nobel, gerakan sosial berlangsung melalui lima tahap dengan
mekanisme sebagai berikut: (a) agitasi, (b) pengembangan semangat
korps, (c) pengembangan moral, (d) pembentukan sebuah ideologi, dan
(e) pengembangan taktik operasiz09.

Ditinjau dari sisi ekonomi, kini banyak pesantren terlihat lebih
mapan. Bangunan yang begitu megah dengan berbagai lembaga
pendidikan yang ada di dalamnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
Misalnya kantin, pertokoan, warnet, dan sebagainya yang secara
ekonomi menguntungkan buat warga pesantren. Biaya untuk menjadi
santri pesantren juga "distandarkan”, sehingga tidak semua elemen

20%ddarnes, Noble, Principles of Sociology, editor Alfred McClung (New York: United
effAmerica, 1961), 203.
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masyarakat bisa menikmati pendidikan di pesantren. Termasuk
masyarakat yang berada di sekitar pesantren. Awalnya, masyarakat
desa sekitar dengan mudah untuk ikut beraktivitas ekonomi di
pesantren. Tapi kini, tidak lagi demikian karena ada pembatasan-
pembatasan.

Dinamika pesantren yang kini sedang berlangsung di kawasan
pesisir dan pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan bisa saja
dimaknakan positif bagi pengembangan institusi sosial. Yakni,
pendidikan dan komunitas perdesaan, ideologi, dan ekonomi. Dalam arti,
masyarakat setempat yakni elite dan warga Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama mau menerima dengan terbuka karena dipandang
mendukung terhadap kepentingannya dalam pengembangan
pendidikan, ideologi, dan ekonomi.

Bisa dimaknakan negatif, dimana elite dan warga Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama menolak proses pengembangan pesantren karena
dinilai tidak mendukung kepentingan pengembangan institusi sosial
berupa pendidikan dan Kkomunitas perdesaan, Kkarena justru
memunculkan komunitas perkotaan yang individualis dan elitis, Juga
tidak mendukung pengembangan ideologi dan ekonomi.

Namun, bisa juga dimaknakan positif-negatif dalam arti ada segi-
segi yang menguntungkan bagi elite dan warga Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama dalam pengembangan institusi sosial berupa
pendidikan dan komunitas perdesaan, ideologis, dan ekonomi sehingga
diterima. Tap, ada pula segi-segi yang tidak menguntungkan sehingga
ditolak.

H. Kerangka Teoritik

Konsep dinamika pesantren dalam pembahasan buku ini adalah
pergeseran, perubahan atau perkembangan yang terus berlangsung di
pesantren yang bersifat fluktuatif dan bisa terjadi dalam bidang sosial,
ideologi, maupun ekonomi.

Dinamika sosial pesantren merupakan gerak kemajuan sosial di
pesantren  berupa terjadinya pergeseran, perubahan, _3ig
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perkembangan pesantren sebagai institusi pendidikan dan institusi
kemasyarakatan. Sebagai institusi pendidikan, pesantren mengalami
pergeseran-pergeseran menyangkut kurikulum, jenis pendidikan, dan
manajemen pengelolaan. Sebagai institusi kemasyarakatan, pesantren
mengalami deferensiasi, mobilisasi status, strata dan peran, termasuk
pergeseran nilai, norma, tindakan dan perilaku masyarakat santri
sebagai komunitas dalam pesantren.

Dinamika ideologi pesantren tidak semata-mata hanya merujuk
pada pergeseran simbol yang unik dan terpisah yang dipertentangkan
dengan sistem-sistem lain komunitas di luar pesantren. Melainkan juga
pada sesuatu yang berciri ideologis, yaitu sesuatu yang dipahami dalam
bentuk kemampuan kelompok atau kelas dominan dalam menghadirkan
kepentingan kelompoknya sendiri di mata kelompok-kelompok lain
sebagai kepentingan universal.

Kemampuan (ideologis) semacam itu merupakan satu jenis
sumber daya atau kekuatan yang ikut terlibat dalam atau menopang
dominasi.2’0 Dinamika ideologi pesantren mewujud dalam bentuk
pergeseran, perubahan, atau perkembangan simbol dan gerakan
keagamaan pesantren. Yakni, gerakan Islamisasi yang dilakukan
pesantren.

Sedangkan dinamika ekonomi merupakan pergeseran, perubahan,
atau perkembangan ekonomi pesantren yang ditandai dengan
penampilan fisik pesantren, penyediaan berbagai fasilitas pesantren,
dan mobilitas status ekonomi komunitas pesantren seperti kiai, ustadz,
guru, pegawai dan santri.

Sudah tentu, baik dinamika sosial, idelogi, maupun ekonomi yang
terjadi di pesantren tidak semata-mata karena faktor internal. Tapi, juga
faktor eksternal. Karena itulah dalam kajian ini, untuk bisa mengungkap
fenomena dinamika pesantren secara utuh, tidak bisa hanya
menggunakan teori “strukturasi” dan “The Third Way” dari Giddens.

Giddens, Central ....., h.xxi-xxii
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Namun juga diperlukan teori “hegemoni” Gramsci dan teori “tindakan
represif” dari Althusser.

Mengingat kenyataan bahwa Giddens lebih mementingkan faktor
internal, sedangkan Gramsci dan Althusser lebih mementingkan faktor
eksternal. Di sinilah diperlukan perpaduan keduanya, atau justru
menemukan kerangka teoritik baru.

Dinamika sosial, ideologi, dan ekonomi pesantren tersebut terjadi
karena -meminjam teori strukturasi Giddens- agen?!! manusia yakni
individu kiai atau kelompok kiai secara berkesinambungan
mereproduksi struktur?12 berupa aturan dan sumber daya dan sistem
sosial?13 (human agency, struktur, dan ‘duality of structure’14). Dalam hal

211 Meski konsep agen dan tindakan agen (agency) pada umumnya merujuk pada tingkat
mikro atau aktor manusia individual, namun konsep inipun dapat merujuk pada
kolektivitas (makro) yang bertindak. Demikian halnya konsep struktur, biasanya
mengacu pada struktur sosial bersekala besar, konsep inipun dapat mengacu pada
struktur mikro, seperti orang yang terlibat dalam interaksi individual. Jadi, baik agen
maupun struktur dapat mengacu pada fenomena tingkat mikro atau makro, atau
kepada keduanya. George Ritzer, Douglas ]. Goodman, Teori Sosial Moderen,
Alimandan (alih bahasa), (Jakarta: Kencana, edisi keenam 2008), 506

212 yakni properti-properti yang berstruktur (aturan dan sumber daya)...properti yang
memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis di sepanjang
ruang dan waktu dan yang membuatnya menjadi bentuk sistemik (Giddens,
1984:17). Struktur hanya akan terwujud karena adanya aturan dan sumber daya.
Stuktur itu sendiri tidak ada dalam ruang dan waktu. Fenomena sosial mempunyai
kapasistas yang cukup untuk struktur. Giddens berpendapat, bahwa “struktur hanya
ada di dalam dan melalui agen manusia” (Giddens, 198;17). Giddens berupaya
menghindarkan kesan bahwa struktur berada “di luar” atau “eksternal” terhadap
tindakan actor. Menurut Giddens, “struktur adalah apa yang membentuk dan
menentukan terhadap kehidupan sosial, tetapi bukan struktur itu sendiri yang
membentuk dan menentukan kehidupan sosial itu” (Giddens, 1989:256). Ibid, 510.
Struktur “serta merta muncul” dalam sistem sosial, juga dapat menjelma dalam
“ingatan agen yang berpengetahuan banyak”. Ibid, 511.

213 Yakni praktik sosial yang dikembangbiakkan (reproduced) atau hubungan yang
direproduksi antara actor dan kolektivitas yang diorganisir sebagi praktik sosial
tetap. Ibid, 511.

214 Tony Spybey, Sosial ..., 35
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ini, terjadi hubungan timbal balik (dualitas) pelaku (agen2!5) dan
struktur yang saling melengkapi (enabling) dan berlangsung dalam
kurun waktu dan ruang tertentu.

Dualitas berarti tindakan aktor dan struktur saling mengandaikan.
Bentuk yang tepat dari integrasi sosial adalah sesuatu yang dapat
bekerja untuk menandakan bahwa interaksi sosial merupakan
pemaknaan terhadap agen manusia melalui reproduksi struktur dan
sistem sosial.

Teori “The Third Way” Giddens menyebutkan bahwa dalam era
globalisasi, agen cenderung memikirkan “jalan ketiga” sebagai pilihan
ketiga antara sosialisme (kiri) dan kapitalisme (kanan), antara
intervensi negara -Gramsci menyebut “Hegemoni”21¢, Louis Althusser
menyebut “Ideological State Apparatus?l7(ISA)- dan pasar bebas?218,
antara modernisasi dan tradisionalisasi, serta antara budaya kota dan
budaya desa. Ini menunjukkan bahwa faktor eksternal, yakni hegemoni
negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Gramsci dan tindakan
represif negara sebagaimana yang dikemukakan Althusser, juga turut
menentukan.

Dalam hal ini, pesantren merupakan reproduksi struktur dan
sistem kemasyarakatan yang dibangun oleh agensi berupa tindakan
individu kiai dan kolektifitas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Hubungan antara kiai dengan pesantren sangat erat dan saling

215 Giddens memberikan kekuasaan besar terhadap agen. Dengan kata lain, agen
mempunyai kemampuan untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial,
dan bahkan ia lebih yakin lagi bahwa agen tidak akan berarti apa-apa tanpa
kekuasaan. Artinya, aktor berhenti menjadi agen bila ia kehilangan kemampuan
untuk menciptakan pertentangan.George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori..., 510.

216 atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensus.
Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya
harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa,
lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

~7gggkni perangkat negara yang ideologis.
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melengkapi. Demikian halnya hubungan antara kiai dengan organisasi
apakah itu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.

Dinamika yang sedang berlangsung di pesantren merupakan
alternatif “jalan ketiga” yang ditempuh dalam menyikapi perkembangan
era global antara sosialisme dan kapitalisme, antara religiusitas dan
sekuralitas, antara budaya desa dengan kota, antara kebijakan
pemerintah dengan keinginan warga, dan sebagainya. Itulah yang
menjadikan pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di berbagai
desa mengalami dinamika sosial, ideologi, ekonomi, dan tidak
terlewatkan politik.

Elite dalam hal ini kiai dan pimpinan Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama juga memaknakan dinamika pesantren secara
bervariasi. Bisa memaknakan positif, negatif, bahkan positif-negatif.
Dalam arti, dinamika pesantren ada segi positif karena menguntungkan
pribadi maupun organisasi sehingga perlu dikembangkan. Tapi, juga ada
segi negatif yang tidak menguntungkan bagi pribadi maupun organisasi
sehingga harus ditinggalkan.

Untuk mengungkap variasi pemaknaan oleh elite dan warga
Muhammadiyah serta elite dan warga Nahdatul Ulama terhadap
dinamika yang sedang terjadi di pesantren, diperlukan alat analisis yang
tajam. Dalam hal ini, fenomenologi Scheler, Weber, Husserl, Schutz, dan
Berger, bisa digunakan untuk menganalisis pemaknaan dinamika yang
sedang terjadi di pesantren Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama di
kawasan pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.

Bila dinamika pesantren tersebut dilihat dengan menggunakan
alat analisis Husserl, maka dinamika pesantren merupakan fenomena
yang memiliki realitas kompleks. Husserl memperkenalkan metode
fenomenologi refleksi transendental. Yakni, fenomena dianggap sebagai
refleksi realitas kompleks. Sesuatu yang tampak adalah objek penuh
makna transendental dalam konteks “di sini dan sekarang” (Husserl],
1967:59).

Untuk mencari hakikat kebenaran, kita harus menerobos kepada
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manusia memberikan berbagai benda, berbagai hal yang ada di
sekitarnya, dan yang dialami melalui indera. Dengan kata lain,
pengalaman individu merefleksi dalam perbuatan atau tingkah laku
penuh arti dan makna dalam kehidupan keseharian. Karena itu, Husserl
menganjarkan teknik observasi partisipasi dalam mengenali,
menjelaskan, dan menafsirkan pengalaman inderawi terhadap gejala.

Pandangan Husserl agak berbeda dengan Scheler dan Weber.
Husserl mulanya berusaha mengatasi krisis filsafat pada zamannya.
Sedangkan Scheler berusaha mengatasi krisis sosial, ekonomi, budaya,
dan politik, yang terkait dengan rusaknya pelaksanaan sistem nilai
keagamaan yang dilakukan kaum borjuis yang mengedepankan rasional.

Scheler yakin bahwa dengan pendekatan fenomenologi akan dapat
memberikan kunci untuk merekonstruksi etika (nilai pribadi dan
agama) baru dalam kehidupan masyarakat baru yang sejalan dengan
perspektif dunia sosial dan budaya baru. Karena itu, bukan hanya
kebenaran absolut saja yang perlu dipahami, tetapi juga pemahaman
kebenaran parsial dari sudut pandang interpretasi individu secara
khusus (Zeitlin, 1998:227-231).

Untuk mendapatkan hakikat tindakan manusia yang sebenarnya,
peneliti harus menelusuri melalui proses reduksi atau penyaringan etika
berupa antara lain nilai dan norma agama sebagai dasar “pemilikan
hakikat”.

Fenomenologi dalam pandangan Weber terkait dengan konsep
tindakan rasional. Menurut Weber, tindakan rasional terkait dengan
memahami motif dan makna suatu tujuan tindakan manusia. Karena,
makna sendiri merupakan komponen Kkausal dari suatu tindakan.
Tindakan individu merupakan suatu tindakan subjektif yang merujuk
pada makna aktor pelaku atas dasar motif “supaya” atau motif “tujuan”
(in order to motives) yang sebelumnya mengalami proses inter-
subjektivitas berupa hubungan interaksi face to face antar-person yang
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bersifat unik (Weber, 1968:4-6). Dengan demikian, motif tujuan
senantiasa terkait dengan hubungan antar-manusia?1°.

Schutz berpandangan bahwa tindakan sosial adalah tindakan pada
saat orang mulai merefleksikan dunia yang telah tereduksi. Dengan
demikian, dunia bukan lah bersifat pribadi, tetapi dunia yang memunyai
makna dan nilai yang telah diciptakan secara inter-subjektivitas.
Konteks makna muncul ke permukaan tatkala seseorang melihat,
meninjau, dan memeriksa kembali situasi dan faktor sebelumnya.
Kemudian, hal tersebut dipakai sebagai alasan penyebab
tindakannya.Menurut Schutz, pemahaman terhadap tindakan seseorang
tidak hanya didasari pengaruh dari dalam dirinya. Tetapi, juga pengaruh
orang lain dan sosio budaya yang ada. Jadi, tindakan manusia dilakukan
atas dasar kesadaran akal sehatnya. Dengan kata lain, dunia ini adalah
“milik kita”, dan bukan hanya sekedar “milikku”.

Menurut Ritzer?20, proses interpretasi pendekatan fenomenologi
semacam itu harus melalui dua tahap. Pertama, pelaku menyatakan
kepada dirinya sendiri tentang sesuatu. la berinteraksi terhadap sesuatu
dan reaksinya mengandung suatu makna. Proses pertama ini merupakan
proses psikologis. Arinya, individu melakukan komunikasi dengan
dirinya sendiri.

Kedua. Hasil = komunikasi dengan dirinya kemudian
diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, pelaku
akan memilih, memeriksa, menangguhkan, dan mentransformasikan
makna itu ke dalam situasi tempat dia berada dan kemudian
mengarahkannya untuk bertindak.

Schutz mengadopsi konsep pemahaman makna dari verstehen dari
Weber yang terfokus pada makna subjektif tindakan individu yang
rasional dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya, Schutz mencoba
menggabungkan konsep verstehen dari Weber dan lebenswelt dari
Husserl. Schutz memberikan koreksi konsep verstehen Weber dengan

219 George Ritzer, Barry Smart, Hand Book of Sosial Theory, (London: Sage Publications,
New Delhi: Thousand Daks, 2001), 59-60
220 George Ritzer, Sosiologi... 247
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menjelaskan bahwa dalam verstehen, konsep motif tindakan seseorang
lebih merupakan motif “supaya” atau motif “tujuan” (in order to motives).
Padahal, kenyataannya tindakan itu juga karena motif “sebab” (because
motives) yang senantiasa mengikuti di dalamnya.

Schutz menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia
bertindak secara praktis atas motif “tujuan” dan motif “sebab”. Oleh
karena itu, sikap dan tindakan secara alami diatur oleh kedua motif
tersebut. Dalam tindakannya itu, individu berupaya mengontrol,
menguasai, dan mengubah dunia sesuai tujuannya. Individu juga melihat
peristiwa masa lalu dan faktor yang ada. Tindakan keseharian
merupakan “dunia kerja”, tingkah laku, atau perbuatan dalam kehidupan
sosial yang terkait dengan kehidupan keseharian orang lain.

Dalam fenomenologi Schutz, “makna” dilabelkan sebagai sesuatu
“perbuatan” atau tingkah laku seseorang berdasarkan pengalaman masa
lalu dan situasi faktor masa kini, serta harapan pada masa mendatang.
Sehingga. elite dan warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
bertindak atas dasar suatu tujuan tertentu yang diinginkan dan
disebabkan oleh pengalaman masa lalu, faktor sekitar yang
melatarbelakangi sekarang, serta harapan di masa mendatang.
Pemahaman makna tindakan ini dapat dipahami melalui perbuatan
subjek yang diteliti.

Berger memberikan koreksi terhadap fenonemologi Schutz.
Menurut Berger??!, Schutz terlalu memaksakan sektor kehidupan
keseharian yang bersifat rutinitas dalam kajian yang terbatas dan tidak
bersifat problematik. Schutz menganggap orang awam tidak kritis, hidup
dan bekerja dalam pola kehidupan yang tidak problematik, dan memiliki
makna serta validitas yang ditangkapnya sebagai sesuatu yang sudah
ada (tidak memiliki kesalahan).

Menurut Berger, jika metode Schutz ini diterapkan begitu saja,
maka hanya akan menangkap makna tindakan orang awam sebagaimana
orang itu memahami sendiri makna yang sangat dangkal. Karena itu,
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Berger menawarkan tindakan manusia sebagai proses eksternalisasi dan
internalisasi yang cenderung konstruksionistik. Fokus fenomenologi
Berger adalah makna subjektif individu pada aktivitas rasional, bebas,
dan tidak tergantung secara mekanistik. Aktivitas manusia harus
dipahami secara verstehen sebagaimana keberadaannya yang bermakna
bagi pelaku dalam masyarakat. Aktivitas itu selanjutya diinterpretasikan
secara intensionalitas ditampakkan dalam perbuatan, pembicaraan, dan
tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi Berger
tampak lebih komprehensif, karena dalam mengkaji fenomena sosial
dalam bingkai sosiologi, dua kutub yang saling bertentangan dari para
ahli terdahulu “didualistikkan”. Giddens menyebut dualitas, bukan
“didualismekan”. Studi aspek yang kedua, yakni pemaknaan elite dan
warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika
pesantren, menggunakan fenomenologi Schutz dan Berger. Dipilihnya
dua teori fenomenologi ini, menurut hemat kami, karena lebih utuh dan
mendalam dibandingkan dengan teori sebelumnya dari Husserl, Scheler,
dan Weber.

Berger menempatkan posisi subjek yang diteliti bersifat kritis dan
problematik, dalam arti menyertakan pengetahuan yang dimiliki oleh
para subjek. Sebagai contoh, peneliti menempatkan subjek yakni elite
dan warga Muhammadiyah dan NU sebagai sosok yang paling mengerti
tentang apa yang dilakukan atau permasalahannya. Peneliti hanya
membantu untuk mengungkapkan dengan melakukan wawancara
mendalam.

Sekalipun begitu, dalam realitasnya, pemaknaan individu tidak
bisa dilepaskan dari “motif tujuan” dan “motif sebab” (Schutz). Yakni,
posisi di mana individu berada, ruang dan waktu. Karena itulah untuk
memahami pemaknaan elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
terhadap dinamika pesantren juga tidak bisa dilepaskan dari sisi tujuan
dan sebab individu bertindak, situasi, dan faktor yang melingkupi posisi
mereka di pesantren, dan keterikatan mereka dengan pesantren. Ini
berarti fenomenologi Schutz dan Berger masing-masing saling
menopang dan diperlukan untuk kajian variasi pemaknaan dinamika
pesantren oleh elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
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MASYARAKAT PESISIR

DAN PEDALAMAN

Elite Muhammadiyah
(kiai, pimpinan Ranting
dan Cabang
Muhammadiyah sebagai
individu dan kelompok
organisasi)

Elite Nahdlatul Ulama
(kiai, pimpinan Ranting
dan Anak Cabang

Nahdlatul Ulama sebagai
individu dan kelompok
organisasi)

PEMAKNAAN
Ditampakkan
dalam bentuk:
-Perbuatan
-Ucapan
-Sikap

Bagan 3.1.

DINAMIKA PESANTREN MUHAMMADIYAH DAN NU
(Gerak: pergeseran, perubahan atau perkembangan fluktuatif
pesantren)

Tipe Pesantren dilihat dari keterikatannya dengan
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama:
-Persyarikatan

-Penyangga

-Penyumbang

-Penganut

Faktor pendorong Dinamika Pesantren:

a.Internal (interaksi agen —kiai dan kelompok kiai- dengan
struktur —aturan pesantren/organisasi dan sumber daya
pesantren) yang enabling, mengambil jalan ketiga)

b.Eksternal (hegemoni atau kooptasi kebijakan negara)

Variasi pemaknaan Dinamika Pesantren oleh Elite dan warga

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama:

a.Sosial, sebagai institusi pendidikan (kurikulum, jenis
pendidikan, manajemen  pengelolaan) dan institusi
kemasyarakatan (deferensiasi, mobilisasi status, strata dan
peran, termasuk pergeseran nilai, norma, tindakan dan
perilaku masyarakat santri).

b.Ideologi (simbol dan gerakan keagamaan)

c.Ekonomi (penampilan fisik pesantren, penyediaan berbagai
fasilitas pesantren, dan mobilitas status ekonomi komunitas
pesantren—kia, ustadz, guru, pegawai dan santri-).

Penyebab Pemaknaan:
a. Motif pribadi
b. Motif organisasi

Bagan: Pemaknaan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

terhadap Dinamika Pesantren
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Pada saat sekarang, pesantren memang tidak semata-mata
merupakan lembaga perdesaan (berubah menjadi komunitas bahkan
masyarakat perkotaaan). Sistem pesantren yang masih salaf
(tradisional) murni sudah tidak banyak. Pesantren yang besar-besar
biasanya sudah berkembang menjadi pesantren khalaf (modern). Yakni,
semacam perguruan yang memasukkan juga mata ajaran umum sesuai
dengan sistem pendidikan nasional. Besar kecilnya pesantren dan sistem
pendidikannya memengaruhi hubungan antara pesantren dan desa.

_kkk_
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“Illlllllllllll

*

*

HEBAT,

LA RRRRRNENRRRRRERNRNNRRRNERRNRDN NS

:. Tujuan Pembelajaran:

E Setelah membaca uraian bab ini diharapkan peserta didik
- dapat:

E 1. Menjelaskan metode yang dipakai dalam pengkajian
. masyarakat santri dan pariwisata

E 2. Menjelaskan ruang lingkup, jenis dan sumber data
a penelitian.

. 3. Menunjukkan teknik penentuan subyek penelitian

E 4. Menunjukkan teknik pengumpulan data

E 5. Menunjukkan teknik analisis dan penafsiran data

. 6. Menunjukkan teknik pencermatan hasil temuan
E penelitian

E 7. Menunjukkan teknik penyajian hasil penelitian

E 8. Menunjukkan jadwal penelitian

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll‘
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Pembahasan buku ini merupakan hasil penelitian yang
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi
sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfred Schutz dan Peter L. Berger.
Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap
makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran
yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam
situasi yang alami, sehingga lebih mendalam dalam memaknai atau
memahami fenomena yang dikaji.

Menurut Creswell (1998:54), pendekatan fenomenologi menunda
semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar
tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu). Konsep
epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi
peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan
mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti
tentang apa yang dikatakan oleh subjek. Peneliti banyak meluangkan
waktunya dalam kehidupan masyarakat santri, yakni di pesantren,
masjid, kelompok-kelompok pengajian, dan di berbagai aktivitas
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kecamatan Paciran dan
Solokuro. Juga, melakukan observasi partisipatif222, memilih suatu area
studi tertentu, dan mengupayakan tergalinya informasi-informasi yang
relevan dalam kualitas yang total (holistik) dari berbagai fenomena yang
terkenali dalam area studi tersebut.

Untuk memeroleh pemahaman yang komprehensif tentang objek
kultural-simbolis yang tengah terjadi, peneliti telah bekerja lebih jauh
dan lebih lanjut. Tidak sekedar mengamati, melainkan telah bekerja
sepenuhnya untuk membongkar seluruh black box. Suatu ketika peneliti
juga meninggalkan daerah tersebut agar dapat memahami informasi
secara mendalam.

Semua analisis dilakukan berdasarkan data yang ada dan bukan
berdasarkan berbagai ide yang ditetapkan sebelumnya. Hasil yang

222 Yakni melakukan observasi secara langsung, terlibat dalam berbagai aktivitas

masyarakat, menggalih informasi secara langsung, mencatat berbagai peristiwa di
pangan. H. Russell Bernard, Research Methods in Antropology: Qualitative and
i e Approche, (London: Sage Publication, 1994). 139.
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diperoleh sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan data yang baru
masuk kemudian.

A. Ruang Lingkup Penelitian, Jenis, dan Sumber Data

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai kerangka
pemikiran (logical frame) yang menggambarkan apa yang telah
dilakukan di lapangan agar tidak kehilangan arah atau pedoman, dan
hanya sebagai pedoman umum serta tidak dimaksudkan sebagai
petunjuk penelitian yang harus dilaksanakan. Meliputi:

1. Apainformasi dan data yang dicari?

2. Tujuan: mengapa hal-hal tersebut dicari?

3. Di mana sumber informasi dan data, serta dari siapa hal tersebut
diperoleh?

4. Apa teknik pengumpulan informasi dan data yang dipergunakan?

5. Apa pertanyaan analisisnya?

Data yang disajikan dalam pembahasan ini adalah data kualitatif
dan kuantitatif tentang dinamika pesantren. Yakni, dinamika sosial,
ideologi, dan ekonomi. Dinamika sosial pesantren merupakan
pergeseran, perubahan, atau perkembangan pesantren sebagai institusi
pendidikan terkait dengan kurikulum, jenis pendidikan, manajemen
pengelolaan, dan jumlah santri. Dinamika ideologi pesantren merupakan
pergeseran, perubahan, atau perkembangan simbol dan gerakan
keagamaan pesantren. Yakni, gerakan Islamisasi yang dilakukan
pesantren. Sedangkan dinamika ekonomi pesantren merupakan
pergeseran, perubahan, atau perkembangan ekonomi pesantren. Yakni,
penampilan fisik pesantren, penyediaan berbagai fasilitas pesantren,
dan mobilitas status ekonomi komunitas pesantren seperti kiai, ustadz,
guru, pegawai, dan santri, yang sedang terjadi di pesantren
Muhamamdiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman
di pantai utara Kabupaten Lamongan.

Di samping itu, juga data kualitatif tentang interaksi antara agen
(kiai) dengan struktur (aturan dan sumber daya pesantren, organisasi
berupa pimpinan ranting dan cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul
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pendidikan di pesantren dan pengembangan wilayah sekitar
pesantren?23). Sehingga, mendorong terjadinya dinamika sosial, ideologi,
dan ekonomi di pesantren.

Data kualitatif tentang makna berbentuk kata-kata dan tindakan224
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika
pesantren di kawasan pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten
Lamongan baik yang berada di dalam pesantren maupun di luar
pesantren juga disajikan. Berupa arti nyata dari tindakan perseorangan
yang timbul dari alasan-alasan subyektif dalam memahami dinamika
pesantren.

Data inilah yang dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memaknakan dinamika
sosial, ideologi, dan ekonomi pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten
Lamongan. “Apakah terjadi perbedaan atau justru persamaan
pemaknaan?” "Apakah karena motif pribadi atau motif organisasi, atau
karena kedua-duanya?”.

Hasil penelitian menunjukkan terjadi variasi pemaknaan elite
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dinamika pesantren di

223 Kebijakan pemerintah tentang Reformasi pendidikan yang tertuang dalam UU No 20
tahun 2003 (sebelumnya telah ada UU no 2 tahun 1989) dengan diakuinya ijazah
(muaddalah) pesantren memungkinkan para santri bisa melanjutkan ke perguruan
tinggi umum, dana yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah
umum dan kejuruan juga mendorong pesantren mendirikan sekolah umum dan
kejuruan. Kebijakan pemerintah propinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan
kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan tentang pemberian intensif bagi ustadz
dan santri Madrasah Diniyah dan pesantren merupakan sumbangan berarti bagi
pengembangan pesantren. Begitu juga dengan diterapkan kebijakan pengembangan
wilayah pantai Utara Kabupaten Lamongan, yakni di Kecamatan Paciran sebagai pusat
industri pariwisata, pelabuhan antar pulau dan internasional, mempengaruhi
perubahan social dan budaya masyarakat kawasan tersebut, secara tidak langsung
juga mempengaruhi kebijakan yang diambil kiai dalam pengembangan pesantren.

224 Lofland menyattelah: “sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata
dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan, seperti dokumen (foto dan data

gitulis) dan statistik”. Lexy ]. Moleong; Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
: hin, 1989), 122
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pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.
Pemaknaannya terjadi lebih karena motif organisasi daripada pribadi.

Dinamika sosial, ideologi, dan ekonomi pesantren di pantai utara
Kabupaten Lamongan ini meliputi pesantren Muhammadiyah yang
berada di kawasan pesisir. Yakni; pesantren Karangasem di Paciran,
Moderen Muhammadiyah di Paciran, Al Amin di Tunggul, At-Tagwa di
Kranji, dan Al-Islah di Sendangagung. Kelimanya merupakan pesantren
yang dikelola secara modern (khalaf). Juga, Ma’had Manarul Quran di
Paciran yang awalnya dikelola secara tradisional (salaf) kemudian sejak
tahun 2011 dikelola secara modern (khalaf) dengan didirikannya SMP
Manarul Quran.

Kemudian, pesantren Nahdlatul Ulama yang berada di kawasan
pesisir seperti Sunan Drajad dan Fatimiyah di Banjaranyar, Tarbiyatut
Tholabah di Kranji, dan Mazroatul Ulum di Paciran. Keempatnya
merupakan pesantren yang dikelola secara modern.

Pesantren Muhammadiyah yang berada di kawasan pedalaman
adalah Al Islam di Tenggulun yang dikelola secara tradisional (salaf).
Sedangkan pesantren Nahdlatul Ulama di kawasan pedalaman yang
dikelola secara modern (khalaf) adalah Darul Ma’arif, Al-Aman, dan
Raudlatul Muta’abbidin di Payaman yang merupakaan pesantren kecil.

Dipilihnya pesantren-pesantren tersebut, mengingat dari hasil
penelitian menunjukkan jika pesantren-pesantren itulah yang Kkini
mengalami dinamika baik dari sisi sosial terutama kelembagaan,
maupun ekonomi. Sedangkan dari sisi ideologi, mereka tetap komitmen
terhadap ideologi awal berdirinya pesantren.
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Tabel 4.1
Data Pesantren Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kawasan Pesisir Dan Pedalaman Kecamatan Paciran Dan

Solokuro Kab. Lamongan

MUHAMMADIYAH NAHDLATUL ULAMA
Pesisir Pedalaman Pesisir Pedalaman
N
0 Khalaf Salaf Khalaf Salaf Khalaf Salaf Khalaf ;
o . . Salaf(tradsional)
(moderen) (tradisional)  (moderen) (tradsional) (moderen)  (tradisional) (moderen)
Darul
K M "atul Roudlatul
arangasem. Ma’hadul Al Islam, azroatu Jannah Al oudia u. . Miftakhur
1  Muhammadiyah, . - Ulum, , Mutaabbidin,
. Islami, Weru Tenggulun* . Ma’'wa, Rosyad, Tebluru
Paciran* Paciran* Payaman*
Tunggul
Moderen Tarbiyatut Hasan Darul
Al Basyi Al Fatah
2 Muhammadiyah, Tak::l}l,:;'o Tholabah, Ma’sum, Ma’aarif, Su i:;lt:n’
Paciran* ) Kranji* Jetak Payaman* &
S Al-Alawy,
Al Amin, un-an . awy Al Aman, Miftakhul Ulum,
3 Drajad, Drajad
Tunggul* 3 3 Payaman* Solokuro
Banjaranyar* (toriqot)
ih
Al Islah, b/ had Al-Ibrahimy, Nurul Fatah,
* Sendang Agung* Sudra, Legundi Dadapan
§agung Banjarwati & p
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Nurul Hidayah,

At-T Al Fatimiyah, Al Hadiri
c t allf]wa, tatlmlya , .adm, . Tb. Plaosan,
Kranji* Banjaranyar* Banjarwati
Tenggulun
Roudlatul
Ma’had M 1
a , a aharu Thullab, Darusalam,
6  Qur’an, Pasar ;
. Sendang Bruri
Lama Paciran*
Duwur
Al-
. Al Falahiyah,
7 Ismailiyah,
Dagan
Sendang
8 Darul Mukmin,
Dadapan
J1 6 7 5 8
Sumber: Kementrian Departemen Agama Kabupaten Lamongan, tahun Maret 2010 *Pesantren yang menjadi subjek
penelitian.
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Selain itu, data bersifat kualitatif dan kuantitatif antara lain
tentang faktor demografis dan sosial ekonomi, tipe kepemimpinan
masyarakat (kiai atau organisasi), sistem pergaulan dan pertemalian
keluarga, paham dan sikap keberagamaan, serta kondisi pendidikan di
pantai utara Kabupaten Lamongan, terutama di kecamatan Paciran dan
Solokuro.

Data tersebut diperoleh baik melalui observasi maupun
wawancara secara mendalam, serta dokumen di obyek-obyek penelitian,
maupun wawancara dan pengambilan dokumen yang terdapat pada
pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Khususnya di Departemen
Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lamongan; Majlis
Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten
Lamongan; Lembaga Pendidikan Maarif Kabupaten Lamongan; serta
Kantor Kecamatan Paciran dan Solokuro. Sudah tentu, dalam penggalian
data observasi lebih penting dibandingkan dengan wawancara dan
dokumenter. Wawancara mendalam dan dokumenter dilakukan sebagai
pendukung terhadap reliabilitas hasil observasi.

Masyarakat perdesaan tersebut kesemuanya berada di dalam
pesantren dan sekitar pesantren di pantai utara Kabupaten Lamongan.
Tepatnya di kecamatan Paciran dan Solokuro. Masyarakat perdesaan
dimaksudkan sebagai elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang
berada di kawasan pesisir dan pedalaman. Seperti kiai, pimpinan ranting
Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting
Nahdlatul Ulama, dan pimpinan wakil anak cabang Nahdlatul Ulama.

Mereka ini berada di pesantren dan di sekitar pesantren.
Dipilihnya para elite dan bukan warga Muhammadiyah maupun
Nahdlatul Ulama, karena mereka yang lebih berperhatian besar
terhadap pesantren baik secara organisatoris maupun moral, dan
memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pesantren.

Tepatnya, yang menjadi subyek penelitian adalah elite
Muhammadiyah yakni kiai, pimpinan ranting (Paciran, Tunggul, Kranji,
Banjarwati, Weru, Sendangagung, Payaman, Tenggulun), pimpinan
cagang Muhammadiyah di Paciran dan Solokuro, dan elite Nahdlatul
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Ulama yakni kiai, pengurus ranting (Paciran, Tunggul, Kranji, Banjarwati,
Sendang Agung, Payaman), dan pimpinan anak cabang NU di Paciran dan
Solokuro.

Di desa kawasan pesisir, terdapat enam pesantren yang berafiliasi
ke Muhammadiyah. Yakni, tiga pesantren besar yang terdiri dari
Karangasem yang didirikan KH. Abdurrahman Syamsuri, Moderen
Muhammadiyah yang didirikan KH. Muhammad Ridwan Syarqowi di
desa Paciran, dan Al-Islah yang didirikan KH. Dawam di desa
Sendangagung. Ada pula tiga pesantren kecil, yakni At-Taqwa di desa
Kranji, Al Amin yang didirikan oleh KH. Amin di desa Tunggul (kini
diasuh KH. Miftahul Fatah), dan Ma’had Manarul Qur’an di Pasar Lama
Paciran22s,

Enam pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama adalah
tiga pesantren besar yakni Mazroatul Ulum yang didirikan oleh KH.
Asyhuri di Paciran (kini diasuh putra angkatnya, yaitu KH. Muhammad
Zahidin Asyhuri), Tarbiyatut Thalabah yang didirikan oleh KH. Bagqir
Adlan di desa Kranji (kini diasuh KH. Nasrullah Bagqir), dan Sunan Drajad
yang didirikan KH. Abdul Ghafur di desa Banjaranyar. Ditambah satu
pesantren kecil yakni Al Fatimiyah di Banjarwati.226

Di kawasan pedalaman terdapat satu pesantren yang berafiliasi
kepada Muhammadiyah?27 dan merupakan pesantren kecil (salaf). Yakni,
pesantren Al Islam yang didirikan KH. Khozin di desa Tenggulun. Tiga

225 Juga ada Al Ma’hadul Islamy yang didirikan oleh K.H. Qurani di desa Weru namun
tidak memiliki santri yang bermukim.

226 Selain itu juga ada pesantren Al Khadiri desa Banjarwati, Darul Jannah Al Ma’'wa di
Tunggul, Al Jihad Sudra di Banjarwati, Roudlatul Thullab di Sendang Duwur, Al-
Ismailiyah di Sendang, Hasan Ma’sum di Jetak, Al-Alawy di Drajad (toriqot), Al-
Ibrahimy di Legundi, serta Al Hadiri di Banjarwati namun pesantren-pesantren
tersbut tidak ada santri yang bermukim.

227 Ada juga pesantren Al Basyir di Takerharjo tetapi tidak ada santri yang bermulg
hanya sebagai tempat mengaji agama masyarakat sekitar. of

150 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si f SRR
g roen




pesantren lain yakni Darul Ma’arif, Roudlatul Mutaabbidin, dan Al-Aman
di desa Payaman?2s.

Dominasi pesantren Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama di
daerah ini sangat tampak, terutama di desa Paciran, Kranji, dan Sendang
Agung. Sudah tentu dari profil pesantren itu terlahir profil santri yang
memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda sesuai dengan orientasi
pesantrennya.

B. Teknik penentuan Subyek

Subyek penelitian ditentukan secara purposive, yakni sesuai
tujuan fokus pada suatu saat?29. Sebelum menentukan subyek penelitian,
terlebih dahulu peneliti melakukan observasi secara menyeluruh atau
mencari informasi melalui wawancara terhadap kolega yang bisa
dihubungi. Peneliti berupaya mendengarkan, memperhatikan, dan
merasakan segala peristiwa yang terjadi di sekitar pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman
untuk memilih siapa subyek yang dapat mengungkapkan fokus-fokus
penelitian secara utuh, dan yang bisa mengungkapkan makna dinamika
pesantren bagi elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan
pesisir dan pedalaman di pantai utara Kabupaten Lamongan.

Dengan kata lain, para subyek dipilih berdasarkan latar belakang
paham keagamaan (Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama), kedudukan
dalam organisasi tersebut (sebagai pimpinan/pengurus), serta tempat
tinggal (di kawasan pesisir atau pedalaman). Dipilihnya Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama karena mayoritas masyarakat di pantai utara
Kabupaten Lamongan berpaham keagamaan dari dua organisasi

228 Selain itu juga ada pesantren Miftakhur Rosyad di Tebluru, Al Fatah di Sugihan,
Miftakhul Ulum di Solokuro, Nurul Fatah di Dadapan, Nurul Hidayah di Tb. Plaosan,
Tenggulun, Darusalam di Bruri, Al Falahiyah di Dagan, dan Darul Mukmin di Dadapan
namun tidak ada santri yang bermukim, hanya sebagai tempat mengaji agama
masyarakat sekitar.

229 Subyek ditentukan secara purposive, mengingat peneliti berusahamenggali: “aspek
apa dan siapa dijadikan focus pada saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan terus
gnerus sepanjang penelitian”. S. Nasution; Metode Penelitian Naturalistik (Bandung:
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tersebut. Demikian halnya pesantren beserta kiai dan santri, serta
perangkat desa.

Sedangkan pemilihan setting pesisir dan pedalaman sebagai bahan
kajian geografis yang secara sosial, budaya, dan ekonomi berbeda.
Daerah pesisir mayoritas masyarakat nelayan dan tegalan yang memiliki
karakter keras. Sedangkan daerah pedalaman merupakan petani sawah
yang berkarakter lebih halus.

Tegasnya, yang menjadi subjek penelitian adalah para elite
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan pedalaman
di Kabupaten Lamongan. Para elite dimaksudkan kiai, pimpinan
Muhammadiyah, dan pengurus Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan
pedalaman Kabupaten Lamongan. Subjek elite Muhammadiyah dan NU
ditentukan secara purposiv. Adapun daftar nama subjek penelitian ini
adalah:
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Tabel 4.2
Data Subjek Penelitian Dari Unsur Elite Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kawasan Pesisir Dan Pedalaman
Kecamatan Paciran Dan Solokuro Kab. Lamongan

MUHAMMADIYAH NAHDLATUL ULAMA
NO Pesisir Pedalaman Pesisir Pedalaman
Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan
Mazro’atul
KH. Abd. Karangasem KH. Drs Pesantren Al KH. Moh. Ulum, KH. Drs. Darul
1 Hakam Muhammadiyah, Kh(.)zin ' Islam dan PRM  Zahidin Paciran & Ahmad Ma’arif,
Mubarok, Lc.  Paciran Tenggulun Asyhuri, MA PRNU Rofiq Payaman
Paciran
KH. Moderen KH. PCM Solokuro KH.Moh. Tarbiyatut  KH. Pesantren
) Muhammad Muhammadiyah, Muhammad Nasrullah Tholabah, Dzikrullah Roudlotul
Munir Paciran Sabiq Kranji Mutaabbidin
Payaman
KH. Hasan At-Taqwa, Tokoh KH. Abdul Sunan KH. Munir Pesantren
3  Nawawi Kranji Muhammadiyah Ghofur Drajad, Al-Aman
Payaman Banjaranyar Payaman
KH. Mifathul Al Amin, Drs. H. MWCNU  Drs. Pengurus
4 Tunggul Khoirul Paciran Surham MwWC
Anwar, MM Solokuro
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KH. Drs. M. Al Islah, Drs. Zaini Pengurus Pengurus

Dawam Sendang Agung Mustofa PR NU Ranting Nu
Sholeh Paciran Payaman
KH.M.Sabiq S. Ma’had Manarul Drs.Nurul Pengurus

Amin Dan Qur’an, Pasar Yaqin NU Kranji

Abdul Aziz, Lc Lama

Drs. Najih PCM Paciran Pengurus

Abubakar, NU

M.Si Banjaranyar

KH. Mudlofir = PRM Paciran
Drs.A.Mustofa PRM Tunggul
Drs. Sarmuji, PRM Kranji
MH.

Drs. Yusron PRM Tunggul
H.Shobirin PRM Weru

Drs. H. Pengurus PRM

Kasmuri Banjarwati

Ahmad PRM

Mukhtar, Sendangagung

S.Pd.

14 3 7 5

Sumber: PDM Lamongan, MC NU Lamongan dan Kementrian Departemen Agama Kabupaten Lamongan, Maret 2010
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C. Teknik Pengumpulan Data (Koleksi Data)

Penelitian dimulai dari ketertarikan peneliti terhadap dinamika
pesantren Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama di Pantai Utara
Kabupaten Lamongan pasca-reformasi. Di kawasan ini, banyak
pesantren yang berkembang secara pesat dilihat dari bangunan dan
jumlah santrinya. Namun, ada pula yang tidak mengalami perkembangan
yang signifikan.

Fenomena yang terjadi di pesantren Al Islam Tenggulun, misalnya.
Pesantren ini dikenal berperhatian besar dalam berdakwah dan
mendidik para santri, namun justru tidak mengalami perkembangan
yang berarti. Bahkan, justru mendapat musibah. Kegelisahan KH. Khozin
(pesantren Al Islam) terjadi sejak peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober
2002230, Sejak itu, pesantrennya sering diusik oleh sekelompok orang
yang tidak dikenal, terutama di malam hari.

Orang tersebut memperhatikan pesantren Al Islam, namun ketika
dikejar oleh para santri ternyata menghilang di persawahan dan hutan.
Ada yang berubah menjadi kucing, namun ada juga yang berubah
menjadi burung. Kegelisahan tersebut terus berlangsung ketika adiknya
yakni Amrozi ditangkap di rumah, kemudian Ali Ghufron dan Ali Imron.
Bahkan kedua adiknya yakni Ali Ghufron dan Amrozi akhirnya
dieksekusi mati. Sedangkan Ali Imron dihukum seumur hidup karena
terlibat pengeboman gereja di Mojokerto.

Kekhawatiran KH. Khozin bukan semata-mata karena adiknya.
Melainkan pesantren Al-Islam yang kini sedang diasuh menyangkut
keberlanjutan dan perkembangan pesantren ke depan. Padahal menurut
beliau, tidak ada keterkaitan antara adiknya dengan pesantren.

Kekhawatiran seperti ini kemudian peneliti coba menggali
informasi pada kalangan para kiai dan pengurus Muhammadiyah dan

230 Bom Bali terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 di Kute Bali, Indonesia,
gngorbankan 202 orang dan mencederakan 209, kebanyakan merupakan
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Nahdlatul Ulama yang ada di sekitar pesantren. Termasuk reaksi dan
tindakan mereka terhadap peristiwa tersebut.

Di sisi lain, di sekitar pesantren terutama di kawasan pesisir
Paciran, sedang dikembangkan kawasan industri pariwisata dan
pelabuhan internasional. Dalam hal ini, para pemilik kapital (asing
maupun dalam negeri dari luar Paciran dan Solokuro) melalui
Pemerintah Kabupaten Lamongan yang juga memiliki kepentingan
berusaha menguasai lahan-lahan sawah penduduk di kawasan tersebut
yang berdekatan dengan area pesantren.

Di sinilah, terjadi tarik menarik kepentingan antara pesantren
dengan pemilik kapital dan pemerintah. Terutama terkait pemilikan
lahan-lahan tanah. Pesantren membutuhkan perluasan tanah dalam
rangka pengembangan area pesantren dan berbagai usaha pesantren.
Sedangkan para pemilik kapital dan pemerintah juga berusaha memiliki
lahan untuk membuka dan mengembangkan kawasan industri.

Untuk bisa membeli lahan, para pemilik kapital mengalami
kesulitan bila langsung ke penduduk. Karena itulah, melalui pemerintah
sebagai penguasa teritorial, dan mengingat masyarakat Paciran sebagai
masyarakat santri, maka pemerintah tidak bisa secara langsung ke
penduduk. Tetapi, membutuhkan bantuan kiai sebagai tokoh yang
berpengaruh.

Sudah tentu tidak semua kiai menerima tawaran pemerintah dan
para pemilik kapital. Di sini lah diperlukan musyawarah antar- kiai.
Dalam hal ini, peran bupati Lamongan sangat dibutuhkan untuk
mengundang para kiai bermusyawarah. Hasil musyawarah kiai inilah
yang dijadikan dasar penjelasan ke masyarakat tentang pentingnya
kehadiran industri pariwisata dan pelabuhan internasional, beserta
kebijakan yang ditempuh agar nilai-nilai religius tidak terkalahkan.

Masyarakat setempat juga menyadari tarik menarik tersebut,
sehingga ada yang mempertahankan tanahnya untuk tidak dijual. Tetapi,
tidak sedikit yang bersedia menjual tanahnya terutama yang di kawasan
tandus dan lereng pegunungan di Desa Kemantren dengan harga yang
semakin tinggi.
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Sebagai gambaran, dulu sebelum ada pengembangan industri
pariwisata dan pelabuhan internasional, harga tanah hanya senilai Rp
50.000 per meter persegi. Tapi kini, sudah mencapai Rp 1.000.000 per
meter persegi. Bagi para pemilik kapital, nilai tersebut masih terjangkau,
namun bagi pesantren sangat berat.

Padahal sebelum ada pengembangan kawasan industri pariwisata
dan pelabuhan internasional, banyak penduduk yang mewakafkan
tanahnya ke pesantren. Kalau membeli masih dengan harga yang murabh,
kini tidak lagi demikian. Sebab, pesantren harus membeli dengan harga
yang tinggi. Konteks seperti ini sudah tentu memiliki pengaruh terhadap
dinamika pesantren. Sehingga, perlu dikaji lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini diawali dengan
observasi secara terfokus terhadap interaksi antara agen (kiai) dengan
stuktur (aturan dan sumber daya pesantren) sehingga mendorong
terjadinya dinamika pesantren, sistem kehidupan, dan perilaku
masyarakat perdesaan. Khususnya dalam kehidupan sosial, religius, dan
ekonomi baik di dalam maupun di sekitar pesantren.

Beberapa tempat yang diobservasi antara lain di pesantren,
tempat pengajian, masjid atau musala, tempat bekerja, dan tempat
melangsungkan kehidupan sosial khususnya di kawasan pesisir. Yakni di
desa Paciran, Sendangagung, Tunggul, Kranji, Banjaranyar, Banjarwati
dan Weru. Selain itu juga di kawasan pedalaman, yakni desa Tenggulun
dan Payaman.

Observasi dilakukan sewaktu masyarakat beribadah di tempat-
tempat ibadah, istirahat, maupun pertemuan-pertemuan dalam
pengajian agama yang diselenggarakan oleh pesantren dan kelompok
pengajian Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seperti kiai dan pimpinan
Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama, khususnya di kawasan pesisir
(Paciran, Tunggul, Kranji, Banjaranyar, Banjarwati, Weru dan Sendang
Duwur), dan kawasan pedalaman (desa Tenggulun dan Payaman).
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Wawancara dilakukan sewaktu elite tersebut bekerja,
sebelum/setelah beribadah, beristirahat, maupun sewaktu
diselenggarakan pengajian agama yang diselenggarakan oleh pesantren
dan kelompok pengajian Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hasil
wawancara dengan kiai dapat memperkuat informasi interaksi agen
(kiai) dengan stuktur (aturan dan sumberdaya pesantren sehingga
mendorong dinamika pesantren, juga konstribusi kebijakan pemerintah
(tentang penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan pengembangan
kawasan industri pariwisata dan pelabuhan internasional di pantai utara
Kabupaten Lamongan terhadap dinamika pesantren.

Dari wawancara terhadap elite Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama diperoleh tanggapan terhadap dinamika pesantren. Hasil
wawancara juga memperkuat informasi mengenai makna dinamika
pesantren bagi elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten
Lamongan, terutama di kawasan pesisir dan pedalaman. Termasuk
perbedaan pemaknaan di antara elite Muhammadiyah dengan Nahdlatul
Ulama baik di kawasan pesisir maupun pedalaman beserta sebab-
sebabnya.

Sebagai pendukung, dilakukan pengumpulan data dengan
menggunakan teknik dokumenter baik melalui peliputan langsung
terhadap faktor kehidupan masyarakat santri di pesantren, dan
lingkungan kehidupan masyarakat perdesaan di Kecamatan Paciran dan
Solokuro di Kabupaten Lamongan. Maupun peliputan secara tidak
langsung dari dokumen pemda Kabupaten Lamongan, khususnya Kantor
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama Kabupaten
Lamongan, serta Kantor Kecamatan Paciran dan Solokuro. Dokumen
tentang lembaga pendidikan dan pesantren di Kecamatan Paciran dan
Solokuro, termasuk faktor demografis dan sosial-ekonomi, serta
kehidupan keagamaan.

D. Teknik Analisis dan Penafsiran data
Analisis data pada penelitian ini dimaksudkan sebagai "proses
menyusun data agar dapat ditafsirkan.” 231 Menyusun data berarti

231 S, Nasution, Metode..., 126.
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menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa kategorisasi atau
klasifikasi data, terjadi chaos. Tafsiran atau interpretasi artinya
memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan
mencari hubungan antara berbagai konsep.

Interpretasi menggambarkan persektif atau pandangan peneliti,
bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang
lain dan diuji dalam berbagai situasi lain. Hasil interpretasi juga bukan
generalisasi dalam arti kuantitatif, karena gejala sosial terlampau
banyak variabelnya dan terlampau terikat oleh konteks dimana
penelitian dilakukan sehingga sukar digeneralisasi. Generalisasi di sini
lebih bersifat hipotesis kerja yang senantiasa harus diuji lagi
kebenarannya dalam situasi lain.

Penafsiran atau interpretasi data dimaksudkan sebagai:

Menyusun dan merakit unsur-unsur yang ada dengan cara yang
baru, merumuskan hubungan baru antara unsur-unsur lama,
mengadakan proyeksi melewati apa yang ada, memberikan diri
bertanya, “bagaimana hanya jika..”, atau "misalkan...”. Jadi
peneliti harus bereksperimentasi, "bermain” dengan ide-ide,
mencobakan metafor dan analogi agar dapat memandang data
dari segi baru, lain daripada yang lain232.

Analisis data dilakukan melalui proses sebagaimana dikemukakan
oleh S. Nasution, yakni reduksi data, "display’ data, mengambil
kesimpulan dan verifikasi233. Pada tahap reduksi data, data yang
diperoleh dari lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau
laporan terinci. Laporan ini terus menerus bertambah dan segera
dianalisis. Laporan-laporan itu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal
yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau
polanya.

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang
hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali
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data yang diperoleh. Tahap display data merupakan upaya membuat
berbagai macam matriks, grafik, networks, dan charts terhadap data
yang diperoleh.

Sedangkan tahap kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir
dari analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan. Mula-
mula masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan. Tetapi dengan
bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih "grounded”.

Jadi, kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian
berlangsung. Verifikasi dilakukan secara singkat dengan mencari data
baru, juga dilakukan lebih mendalam untuk mencari "inter-subjective
consensus”. Yakni, persetujuan bersama agar lebih menjamin
"confirmability”. Ketiga macam kegiatan macam analisis tersebut saling
berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan.

Data yang terhimpun dianalisa secara Kkualitatif. Sedangkan
penafsirannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis-
antropologis. Maksudnya, dalam menafsirkan dinamika pesantren baik
karena interaksi antara agen dengan struktur (norma dan sumber daya
pesantren, kebijakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kebijakan
pemerintah tentang pendidikan di pesantren dan pengembangan
wilayah di sekitar pesantren), dan pemaknaan dinamika pesantren oleh
elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (perbedaan pemaknaan,
persamaan maupun sebab-sebabnya). Karakteristik (sosial dan budaya)
masyarakat diupayakan tetap dimunculkan, dan tidak memasukkan
unsur-unsur pribadi peneliti ke dalamnya. Dalam penulisan laporan dan
pembahasan tetap menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa
masyarakat setempat.

Penafsiran makna terhadap dinamika pesantren dilakukan dengan
menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis. Dalam hal ini
dibedakan menjadi dua cara. Pertama adalah dengan menyajikan apa
adanya, dan kedua adalah membandingkan pemaknaan yang diberikan
oleh elite Muhammadiyah dengan elite Nahdlatul Ulama di pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten Lamongan.
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E. Teknik Pencermatan Kesahihan Hasil Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dicek kebenarannya
(diverifikasikan) melalui triangulasi3* dan diskusi dengan teman
sejawat, serta para ahli tentang pesantren, masyarakat Muhammadiyah,
dan Nahdlatul Ulama.

F. Teknik Penyajian Hasil

Hasil studi ini mula-mula disajikan temuan deskriptif, kemudian
dilanjutkan dengan interpretasi dan pembahasan dalam bentuk uraian
(story), dan akhirnya kesimpulan.

G. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini mengikuti S. Nasution?35 yang
digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

e Peneliti *Audience
e Topik umum
e Pertanyaan umum
¢ Informasi yang diperlukan
e Memilih teknik pengumpulan data
- Observasi, wawancara, dokumen, bacaan
- Mempertimbangkan waktu, biaya, kemampuan
e Memasuki lapangan

234 Yakni konfirmasi ulang terhadap subjek yang diteliti, terkait kebenaran informasi
yang diberikan. Triangulasi dipakai dalam rangkah untuk menemukan informasi
sesuai dengan fokus penelitian yang lebih reliable. S. Nasution; Metode..., 27. Sanapiah

isal; Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang, YA3, 1990), 157

N , Metode..., 27
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Mengumpulkan
Data:
-Membuat catatan
Pertanyaan Baru -Sampling

Purposive
-Triangulasi

Laporan
berdasarkan Analisis Data
Catatan Ingatan

Verifikasi Data

Catatan: Proses ini berlangsung terus (Disain Sirkuler)

Bagan: 4.1
Proses penelitian Kualitatif

Komponen data yang disajikan ada tiga komponen utama
sebagaimana dikemukakan Strauss (dan Corbin). Yakni: pertama
komponen data, kedua prosedur analitis dan interpretatif, dan ketiga
laporan verbal. Komponen pertama dan kedua secara konseptual
memang dapat dibedakan, namun dalam praktek selalu bersangkutan
secara erat. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara,
bersamaan dengan itu dilakukan analisis dan interpretasi data. Data
yang diperoleh adalah data atau informasi hasil analisis. Kemudian
dianalisis lagi untuk tersusun menjadi suatu deskripsi (story) yang dapat
disajikan sebagai suatu laporan penelitian.23¢ Dengan kata lain, proses
penelitian berlangsung melalui tiga tahapan. Yakni, tahap awal (memulai
penelitian), tahap koleksi data, analisis dan interpretasi data, dan tahap
laporan.

236 Strauss dalam tulisan Soetandyo Wignjosoebroto “Grounded Research: Apa dan
Bagaimana?’, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Baggng
Suyanto dan Sutinah (editor), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 o N

¥
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Tabel 4.3

Tahap-tahap Penelitian

No TAHAP DESKRIPSI KEGIATAN
Tahap Awal: - Memilih area studi dan membataskannya
Memasuki area sebagai masalah penelitian
Penelitian - Peneliti  memfokuskan perhatian pada

gejala dinamika yang terjadi pada
pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama, baik salaf (tradisional) maupun
khalaf (modern), di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten
Lamongan, terutama setelah Reformasi:
pergulatan politik santri, peristiwa Bom
Bali, kebijakan pemerintah setelah
ditetapkannya UU No: 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta
kebijakan pemerintah tentang
pengembangan Wisata Bahari Lamongan
1 (WBL) dan pelabuhan internasional di
pantai utara Kabupaten Lamongan.
Pergulatan politik santri dipilih, karena
sejak itu banyak finansial yang bisa
diperoleh pesantren, sehingga pesantren
bisa berkembang lebih pesat. Peristiwa
Bom Bali dipilih, karena sejak peristiwa
tersebut maka perhatian dunia
internasional terhadap pesantren sangat
besar, image yang berkembang bahwa
pesantren sebagai sarang teroris,
terutama tertuju ke pesantren Al Islam di
desa Tenggulun kecamatan Solokuro.
Sedangkan penetapan UU No. 20 tahun
2003 mengingat UU tersebut sebagai
dasar pijakan bagi pemerintah untuk turut
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bertanggung jawab dalam pengembangan
pesantren, terutama menyangkut
pendanaan dan pengakuan legalitas
lulusan pesantren. Pengembangan Wisata
Bahari Lamongan (WBL) dan pelabuhan
internasional merupakan kebijakan
pembangun pemerintah di kawasan pantai
utara Kabupaten Lamongan yang langsung
maupun tidak langsung ada indikasi
memiliki konstribusi terhadap dinamika
pesantren dan dinamika kehidupan sosial,
ideologi dan ekonomi masyarakat sekitar.
- Pada tahap ini, terlebih dulu peneliti
merumuskan pertanyaan sebagai fokus
masalah:

1. Benarkah agen (individu kiai dan
kelompok kiai) berinteraksi dengan
struktur  (internal pesantren, yakni
aturan dan sumber daya pesantren, dan
eksternal pesantren yakni kebijakan
Muhammadiyah/NU, serta kebijakan
pemerintah tentang pendidikan di
pesantren dan pengembangan wilayah di
sekitar pesantren) sehingga mendorong
terjadinya dinamika sosial, ideologi, dan
ekonomi pesantren Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten
Lamongan?

2. Benarkah elite Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama memaknakan variatif
terhadap dinamika pesantren
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di
kawasan pesisir dan pedalaman pantai
utara Kabupaten Lamongan?; mengapa
sampai terjadi perbedaan atau justru
persamaan pemaknaan? Apakah karena
motif pribadi atau motif organisasi, atau
karena kedua-duanya?.
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2 Tahap
Penelitian di
lapangan
a.Koleksi Data

dan informasi

secara
fleksibel

b.Analisis dan
Interpretatif

Koleksi data dan informasi tentang interaksi
agen dengan struktur (internal pesantren,
yakni aturan dan sumber daya pesantren,
dan eksternal pesantren yakni kebijakan

Muhammadiyah/NU,  serta kebijakan
pemerintah  tentang  pendidikan  di
pesantren dan pengembangan wilayah di

sekitar pesantren) sehingga mendorong

terjadinya dinamika pesantren; serta variasi
pemaknaan beserta sebab-sebabnya oleh
elite  Muhammadiyah dan NU terhadap
dinamika pesantren; diperoleh melalui
observasi terfokus di pesantren dan
sekitarnya, wawancara mendalam terhadap
para kiai, pimpinan Muhammadiyah,
pengurus NU di kawasan pesisir dan
pedalaman pantai utara Kabupaten

Lamongan, disamping itu juga berbagai

dokumen di pesantren.

- Proses analisis dan penafsiran data
dilakukan melalui penerapan teknik
reduksi data, display data, kesimpulan dan
verifikasi.

- Pada tahap reduksi data, data yang
diperoleh dari lapangan ditulis/diketik
dalam bentuk uraian atau laporan terinci.
Laporan ini telah terus menerus
bertambah, karena itu dianalisis dengan
segera. Laporan-laporan itu direduksi,
dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
difokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema, pola, atau kategorinya. Data
yang direduksi memberi gambaran yang
lebih tajam tentang hasil pengamatan,
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juga mempermudah peneliti  untuk
mencari kembali data yang diperoleh.

- Dalam reduksi data, untuk membuktikan
benarkah agen dengan struktur (internal
pesantren, yakni aturan dan sumber daya
pesantren, dan eksternal pesantren yakni
kebijakan  Muhammadiyah/NU, serta
kebijakan pemerintah tentang pendidikan
di pesantren dan pengembangan wilayah
di sekitar pesantren) berinteraksi sehingga
mendorong terjadinya dinamika
pesantren, peneliti melakukan observasi
secara terfokus dilanjutkan dengan
wawancara — mendalam dan analisis
dokumen-dokumen yang ada. Sedangkan
untuk membuktikan apakah terjadi variasi
pemaknahan elite Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama terhadap dinamika
pesantren  beserta  sebab-sebabnya,
peneliti melihat dari suatu gejala dan
dilanjutkan dengan wawancara terfokus
(yakni melihat tindakan dan mendengar
tanggapan  kiai di  masing-masing
pesantren, tindakan dan tanggapan
pimpinan ranting dan cabang
Muhammadiyah, pimpinan ranting dan
Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
Solokuro dan Paciran terhadap dinamika
yang sedang terjadi di pesantren pasca-
reformasi).

Tuduhan terorisme sejak peristiwa Bom
Bali, pengakuan legalitas pesantren pasca
ditetapkannya UU No 20 tahun 2003,
pengembangan Wisata Bahari Lamongan
dan pelabuhan internasional) diidentifikasi
kategori-kategorinya untuk kemudian -
sesudah diberi sebutan istilah (named,
labeled)-  diidentifikasi  atribut
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‘tindakan dan tanggapan kiai’ adalah
‘aktivitas dan argumentasinya merespon
terhadap tuduhan dan  kebijakan
pemerintah terhadap penyelenggaranan
pendidikan di pesantren dan menjadikan
pantai utara sebagai kawasan industri
pariwisata dan pelabuhan internasional,
serta berbagai lobi politik dengan berbagai
pihak vyang berkepentingan. Terutama
untuk  membahas tuduhan teroris
terhadap pesantren, pengakuan legalitas
kelembagaan pesantren, perubahan-
perubahan vyang terjadi di sekitar
pesantren, dan dinamika yang terjadi di
dalam pesantren sendiri’. ‘Respons dan
lobi® ini kemudian dilihat atribut-
atributnya (tentang: unsur-unsur yang
dilobi, frekuensi, ruang lingkup, intensitas,
lama lobi dan lain-lain), kemudian
dilanjutkan dengan melihat dimensi
masing-masing atribut-atribut itu (sering-
tidaknya, luas-sempitnya ruang lingkup
lobi, dalam-dangkal lobi, lama atau
sebentar lobinya, dan seterusnya).
Termasuk kategori dalam gejala ‘tindakan
dan tanggapan kiai’ adalah ‘langkah
kongkrit yang diambil oleh masing-masing
kiai terhadap pengelolaan pesantren
beserta argumentasi yang diberikan ’.

Dalam hal ini, untuk memahami makna
juga dilihat gejala, yakni ‘tindakan dan
tanggapan pimpinan Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama terhadap dinamika
pesantren sejak peristiwa BOM Bali,
pengakuan legalitas pesantren pasca
ditetapkannya UU No 20 tahun 2003,
kebijakan pengembangan Wisata Bahari
Lamongan dan pelabuhan internasional,
diidentifikasi kategori-kategorinya untuk

Perspektif Sosial, Ideologi dan Ekonomi



(named, labeled)- diidentifikasi atribut dan
dimensi. Salah satu kategori dalam gejala
‘tindakan dan tanggapan pimpinan
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
adalah ‘aktivitasnya melakukan lobi untuk
membahas dinamika yang terjadi di
pesantren, argumentasi, sikap dan
tindakannya terhadap pesantren”. ‘Lobi’
ini kemudian dilihat atribut-atributnya
(tentang:unsur-unsur ~ yang  terlibat,
frekuensi, ruang lingkup lobi, intensitas
lobi, lama lobi dan lain-lain), kemudian
dilanjutkan dengan melihat dimensi
masing-masing atribut-atribut itu (sering-
tidaknya, luas-sempitnya ruang lingkup
lobi, dalam-dangkal lobi, lama atau
sebentar lobi, dan seterusnya).
‘tanggapan, sikap dan tindakan’
pimpinan/pengurus Muhammadiyah dan
NU terhadap dinamika pesantren dapat
dilihat dari kesediananya untuk
mendukung atau tidak mendukung,
terlibat atau tidak mau terlibat dalam
pengelolaan pesantren, peduli atau tidak
peduli terhadap pesantren, atau justru
memusuhi pesantren.

Tahap display data merupakan upaya
membuat berbagai macam matriks, grafik,
networks dan charts terhadap data yang
diperoleh. Dalam display data, kategori-
kategori gejala yang berhasil diungkap
telah dihubungkan satu sama lain, dibuat
dalam bentuk matriks, grafik, netwoks dan
charts. Kategori-kategori itu ada yang
diposisikan sebagai: (a) faktor vyang
dianggap penyebab, ialah kejadian apapun
yang menyebabkan terjadinya suatu
gejala; (b) gejala itu sendiri, ialah perigti
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terjadinya serangkaian aksi/tindakan atau
juga interaksi; (c) konteks, ialah suatu
kompleks faktor —lokasi dan/atau waktu
tertentu- yang menjadi ajang
berlangsungnya suatu tindakan atau
interaksi; (d) faktor pengintervensi, yaitu
faktor-faktor structural yang
memudahkan atau menyulitkan jalannya
proses dalam suatu konteks tertentu; (e)
tindakan atau interaksi, ialah strategi
tindakan yang dilakukan untuk merespons
atau mengatasi permasalahan yang ada;
dan (f) konsekuensi, ialah hasil yang
diperoleh lewat penyelenggaraan aksi
atau interaksi.

Sedangkan tahap kesimpulan dan
verifikasi merupakan tahap akhir dari
analisis data. Pada tahap ini peneliti
mengambil kesimpulan, mula-mula masih
sangat tentatif, kabur, diragukan, tetapi
dengan bertambahnya data, maka
kesimpulan itu lebih ”“grounded”. Jadi
kesimpulan senantiasa harus diverifikasi
selama penelitian berlangsung. Verifikasi
dapat singkat dengan mencari data baru,
dapat pula lebih mendalam untuk mencari
"inter-subjective consensus”, yakni
persetujuan bersama agar lebih menjamin
"confirmability”.

Rangkaiaan kategori —dari (a) sampai (f)
masing-masing dengan segenap gambaran
mengenai atribut dan dimensinya-
tersebut mewujud suatu kategori baru
(supra) dalam suatu tata hubungan
tunggal. Kategori supra menggambarkan
pemerintah  kurang peduli terhadap
pesantren dan media komunikasi yang ada
(misalnya forum pengajian) belum dapat
mengoptimalkan konsolidasi para kiai

dengan plMpPInan Viuhammadiyan
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pengurus NU dalam mereaksi terhadap
tuduhan teroris, keraguan eksistensi
pesantren, dinamika pesantren, dan
industrialisasi di pantai Utara kabupaten
Lamongan (a), telah menimbulkan rasa
gundah para kiai, pimpinan
Muhammadiyah/pengurus Nahdlatul
Ulama setempat (b), di kawasan pesisir
dan pedalaman, khususnya pesantren
yang pernah mendidik santri yang ternyata
kini menjadi pelaku BOM Bali dan
masyarakat sekitarnya (c), sedangkan
diketahui bahwa pimpinan
Muhammadiyah/ pengurus Nahdlatul
Ulama pada level lebih atas (daerah,
wilayah dan pusat), bahkan partai politik
Islam (PAN, PPP, PKB,dan PKNU) tidak
dapat diharapkan bantuannya untuk
memulihkan citra pesantren (d), sehingga
para kiai mengambil langkah sendiri-
sendiri yang lebih akomodatif —bisa jadi
tanpa sepengetahuan pimpinan
Muhammadiyah atau pengurus Nahdlatul
Ulama dimana pesantren menginduk-
dengan harapan telah terbukanya
kesediaan pemerintah untuk ikut peduli
terhadap pesantren (e), pada akhirnya
diperoleh hasil yang dinilai —melalui
assessment kiai, pimpinan
Muhammadiyah dan NU- memuaskan
atau tidak (f), memuaskan bagi pesantren
karena strategi kiai berhasil memulihkan
citra pesantren bahkan membawa
kemajuan pesantren, sehingga
dimaknakan positif; dan tidak memuaskan
bagi pimpinan Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama sekitar pesantren karena
menjadikan  pesantren  berkembang
sendiri yang terpisah dari masyaja

Y
>

2

170 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si f -



setempat dan organisasi sehingga
dimaknakan negatif.

Penafsiran makna terhadap dinamika
pesantren dilakukan dengan
menggunakan pendekatan sosiologis-
antropologis, dalam hal ini dapat
dibedakan menjadi dua cara: cara pertama
adalah dengan menyajikan apa adanya
dan cara kedua adalah membandingkan -
baik hal itu dilakukan  dengan
membandingkan makna yang diberikan
oleh: elite Muhammadiyah dengan elite
NU di pesisir, elite Muhammadiyah
dengan elite NU di pedalaman, elite
Muhammadiyah di pedalaman dengan
elite Muhammadiyah di pesisir, elit NU di
pedalaman dengan elite NU di pesisir.
Dalam kaitannya dengan ini, studi ini
mengguntelah cara kedua-duanya.

3 Tahap Laporan Membuat story. Data dan informasi yang
diperoleh dicek kebenarannya
(diverivikasikan) melalui triangulasi dan
diskusi dengan teman sejawat serta para
ahli  tentang pesantren, masyarakat
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hasil
studi ini mula-mula disajikan temuan
deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan
interpretasi dan pembahasan dalam bentuk
story (Deskripsi laporan), dan akhirnya
kesimpulan
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H. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan selama 20 bulan, terhitung mulai bulan
Januari 2010 hingga Agustus 2011 dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Tebel 4.4
Jadwal Penelitian
No Tahap Kegiatan Waktu
1 Tahap Awal: Observasi dan interview awal Dimulai 9
Memasuki area yang bersifat menyeluruh dan Maret 2009,
Penelitian umum kemudian
Penyusunan instrumen baru
pengumpulan data dilakukan lagi
(observasi, interview dan 1 Januari s/d
dokumenter) 30 Pebruari
2010
2 Tahap
Penelitian di
lapangan

a. Koleksi Data

Mencari, menghimpun data,

1 Maret 2010

dan dan informasi tentang sd 16 Januari
Informasi interaksi agen dengan 2010
secara struktur sehingga mendorong
fleksibel terjadinya dinamika
pesantren dan kontribusi
kebijakan pemerintah

terhadap dinamika pesantren

(sebagai faktor pendorong
terjadinya dinamika
pesantren), pemaknaan

terhadap dinamika pesantren
dan factor yang menyebabkan

pemaknaan terhadap
dinamika pesantren oleh elite
Muhammadiyah dan NU

(diperoleh melalui observasi
terfokus di pesantren dan
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sekitarnya, wawancara
mendalam terhadap para kiai,
pimpinan ~ Muhammadiyah,
pengurus NU, di kawasan
pesisir dan pedalaman pantai
utara Kabupaten Lamongan,
di samping itu juga berbagai
dokumen di pesantren).
b. Analisis dan Melakukan analisis dan 17 Januari
Interpretatif penafsiran data daninformasi 2011 s/d 25
yang terhimpun dilakukan Juni 2011
melalui penerapan teknik
reduksi data, display data,
kesimpulan dan verifikasi.

3 Tahap Laporan a. Mengecek kebenaran data 26 Juni 2011
dan informasi melalui sd 21 Agustus
triangulasi dan diskusi 2011
dengan teman sejawat,
serta para Ahli tentang

pesantren masyarakat
Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama.

b. Membuat story (uraian
deskriptif, interpretasi, dan

pembahasan) dan
kesimpulan
4 Finalisasi Penyusunan dalam bentuk 22 Oktober -
buku 29 Desember

2011
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BAB 5

MASYARAKAT PESISIR
& PEDALAMAN PANTAI
UTARA KABUPATEN
LAMONGAN




*
*

‘Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll...

“

“Illlllllllllll

Tujuan Pembelajaran:

Setelah membaca uraian bab ini diharapkan peserta didik
dapat:
1. Menceritakan perubahan pemerintahan, letak geografis,

demografi dan sosial di kawasan pesisir dan pedalaman pantai
utara kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Menjelaskan kondisi keagamaan masyarakat pesisir dan
pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir dan
pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Menggambarkan potensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
di kawasan pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten
Lamongan, Jawa Timur.

Menunjukkan perbedaan profil kepemimpinan di kalangan
masyarakat pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten
Lamongan, Jawa Timur.

Mengungkapkan paham dan sikap keagamaan masyarakat
pesisir dan pedalaman pantai utara kabupaten Lamongan, Jawa
Timur dari dulu hingga sekarang.

Y NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEmmnns®
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Bab ini memaparkan setting penelitian, yakni perbedaan kondisi
masyarakat pesisir di kecamatan Paciran dan pedalaman di kecamatan
Solokuro, kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Perbedaan terkait
pemerintahan, geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, organisasi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, profil kepemimpinan, serta sikap
dan paham keagaman. Perbedaan-perbedaan ini memiliki kontribusi
terhadap terjadinya dinamika pesantren di kedua kawasan tersebut.

A. Perubahan Pemerintahan, Geografis, Demografis, dan Sosial

Paciran dan Solokuro awalnya merupakan satu wilayah, yakni
Kecamatan Paciran. Pemisahan wilayah kecamatan ini baru terjadi pada
tahun 1992, sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
1992 tanggal 12 Mei 1992.237 Sejak tahun itulah, kabupaten Lamongan
memiliki 27 kecamatan.

Wilayah kecamatan Paciran merupakan daerah pesisir, tegalan,
dan perbukitan kapur yang membentang di sepanjang Laut Jawa.
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan
dengan kecamatan Panceng, kabupaten Gresik, sebelah barat berbatasan
dengan kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan, dan sebelah

selatan berbatasan dengan kecamatan Solokuro, kabupaten Lamongan.

Sedangkan wilayah kecamatan Solokuro merupakan daerah
pedalaman dan tanah sawah yang membentang dari timur ke barat
sepanjang wilayah kecamatan Paciran bagian selatan. Sebelah timur
berbatasan dengan kecamatan Panceng, kabupaten Gresik, sebelah
selatan berbatasan dengan kecamatan Laren, kabupaten Lamongan, dan
kecamatan Dukun, kabupaten Gresik, serta sebelah barat berbatasan
dengan kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan. Jarak kecamatan ini
dari kota Lamongan sejauh * 37 km dan berada di ketinggihan + 50
meter di atas permukaan laut.

237 PP no. 26 tahun 1992 berisi tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang,
jonegoro dan Kotamadya Surabaya dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat [ Jawa
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Luas wilayah kecamatan Paciran 61.303 km?. Pada tahun 2010,
jumlah penduduk 80.612 jiwa, terdiri dari 39.015 laki-laki dan 41.597
perempuan?38 dengan kepadatan 1.272 jiwa/km? dan tersebar di tujuh
belas desa. Yakni; Banjarwati, Drajad, Kandangsemangkon, Kemantren
Kranji, Paciran, Paloh, Tanggul, Weru, Sendangduwur, Sendangagung,
Sidokelar, Sidokumpul, Sumurgayam, Tlogosadang, Warulor, dan
kelurahan Blimbing.239

Sedangkan kecamatan Solokuro seluas 87.570 km? dengan jumlah
penduduk tahun 2009 berjumlah 43.459 jiwa yang terdiri dari 20.991
laki-laki dan 23.468 jiwa perempuan dengan kepadatan 244 jiwa/km2
dan tersebar di sepuluh desa. Yakni, Solokuro, Payaman, Tebluru,

Sugihan, Dadapan, Tenggulun, Banyubang, Dagan, Bluri, dan
Takerharjo240 .

238 Kantor Statistik Kecamatan Paciran Tahun 2010, Januari 2011.

239 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dan Badan
pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun
2009, (Lamongan, Oktober 2010), hal. 1 dan 18

240 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dan Badan
pusat Statistik Kabupaten Lamongan,. Kecamatan Solokuro Dalam Angka _Tojn
2009, (Lamongan, Oktober 2010), hal. 1 dan 15 NE &
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Tabel 5.1
Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Paciran dan Solokuro pada Tahun 2009

NO KECAMATAN PACIRAN KECAMATAN SOLOKURO
Nama Desa dan Dusun Pria Wanita Jumlah Nama Desa dan Dusun Pria Wanita Jumlah
y  Blimbing (Sidorejo, 7266 8219 15.485 Dadapan (Dadapan, 2454 2522 4976
Qowah, Pedek, Semangu) Langgarejo, Simanraya)
Kandangsemangkon Tebluru (Tebruru,
2 (Dengok, Kandang) 2.734 2.539 5.273 Ngulakan) 1.252 1.299 2.551
3 Paciran (Paciran, Jetak, 7277 7871 15148 Sugihan 1542  1.817 3.359
Panajan)
g Sumurgayam (Padek, 1278 1332 2610 Tenggulun 1.062  1.140  2.202
Sumuran, Gayam)
Sendangagung Payaman (Sawu, Ringin,
5 (Sendangagung, 2.798 2.865 5.663 Gayam, Asem, Palirangan, 5.815 5.958 11.773
Sumuran, Gayam) Sejajar, Bango)
6 Sendangduwur 755 870 1.625  Solokuro 1.649 1.712 3.361
7 Tunggul (Tunggul, 1945 1951  3.896 . akerharjo(Takerharjo, 2743 3192 50935

Genting) Petiyin)
Kranji (Kranji, Terpanas, | ;g4 5950  5.774) | Banyubang 1254 1355 2.609
608 624 1.232  Dagan 1937 2112  4.049
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10
11
12

13

14
15
17
18

Banjarwati (Sukowati,
Banjaranyar)
Kemantren

Sidokelar (Sentol,
Perdoto, Klayar)
Tlogosandang
(Tlogosandang,Tlodoring
in)

Paloh

Weru

Sidokumpul

Warulor

JUMLAH

Prosentase

Sumber:
Koordinator Statistik Kecamatan Paciran, Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun 2009,(Lamongan, Kantor Litbang dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), hal 18.

Koordinator Statistik Kecamatan Solokuro, Kecamatan Solokuro Dalam Angka Tahun 2009, (Lamongan, Kantor Litbang
dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), hal 15

2.357
1.999
852

671

636
2.316
1.004

801

38.121

48,39

2.343
1.988
877

652

695
2.777
1.237

880

40.670

51,61

4.700
3.987
1.729

1.323

1.331
5.093
2.241
1.681

78.791

Bluri 1.283 1.361 2.644

48,30 51,70
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Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Paciran lebih sempit
daripada Kecamatan Solokuro dengan selisih 26.267 km? Namun,
jumlah penduduk Paciran lebih besar dengan selisih 35.332 jiwa.
Perbedaan jumlah penduduk seperti ini terjadi disebabkan selain jumlah
desa di kecamatan Paciran yang lebih banyak daripada Solokuro, juga
karena di Paciran terdapat sumber-sumber ekonomi yang lebih variatif.
Di samping mata pencarian nelayan, perkebunan, dan pertanian, juga
terdapat kerajinan dan tempat-tempat wisata serta perdagangan.

Beberapa potensi pariwisata tersebut adalah makam Sunan Drajat
di desa Drajat, pemandian air hangat Brumbun di desa Kranji, makam
Sunan Nur Rochmad di desa Sendangduwur, Tanjung Kodok (Wisata
Bahari Lamongan), dan Mazoola (Maharani Zoo Lamongan) di desa
Paciran. Di samping itu, juga terdapat tempat pelelangan ikan di desa
Brondong, Weru, dan Kranji.

Pelabuhan petikemas internasional terdapat di desa Weru, dan
kini sedang dibangun dermaga pelabuhan internasional di sebelah timur
Wisata Bahari Lamongan (WBL). Potensi seperti ini tidak dimiliki di
kecamatan Solokuro dimana masyarakatnya hanya bertumpu pada
sektor pertanian.

Variasi sumber ekonomi tersebut menjadikan kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat Paciran lebih maju dibandingkan dengan
masyarakat Solokuro. Ketersediaan sumber-sumber ekonomi tersebut
juga menjadikan masyarakat Paciran lebih suka mengembangkan usaha
di desanya daripada masyarakat Solokuro. Masyarakat Solokuro lebih
suka bekerja ke luar desa, bahkan banyak di antara penduduk yang
bekerja di luar negeri semisal di Malaysia.

Dengan banyaknya masyarakat Solokuro yang bekerja di luar
negeri, maka ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Ini ditandai oleh
bangunan-bangunan rumah yang lebih megah, dan hampir setiap
anggota keluarga memiliki sepeda motor baru. Pemandangan seperti ini
tampak ketika ada warga yang datang dari Malaysia.

Kehidupan ekonomi masyarakat Solokuro memang sangat
engan bekerja di luar negeri tersebut. Namun, tidak demikian
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halnya dengan kehidupan sosial, dan moral. Pernikahan di usia muda
dan perceraian merupakan fenomena yang sama-sama menggejala.
Tawuran antar-remaja desa semakin banyak terjadi Kkarena
ketersinggungan, gaya hidup serba materi, dan sebagainya. Fenomena
ini tidak terjadi sebelum mereka bekerja di luar negeri.
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Tabel 5.2.
Perbandingan Jumlah Nikah, Cerai (Talak dan Gugat), Rujuk, Penduduk
Kecamatan Paciran dengan Solokuro Tahun 2009

KECAMATAN PACIRAN KECAMATAN SOLOKURO
No
. Cerai Cerai . Jumlah Jumlah Nama Desa . Cerai Cerai Ru  Jumlah Jumlah
Nikah
NamaDesadanDusun — Nikah .1 Gugar  ®W"K "NCR Penduduk  danDusun ™™ Talak  Gugat juk  NCR  Penduduk
Blimbing (Sidorejo, Dadapan
1 Qowah Pedel, 187 4 9 - 200 15.485 (Padapan, 37 2 5 - 44 4976
Semangu) Langgarejo,
Simanraya)
Kandangsemangkon Tebluru
2 (Dengok, Kandang) 62 1 4 - 67 5.273 (Tebruru, 32 2 1 - 35 2.551
Ngulakan)
g Paciran (Paciran, jetak, 24 3 4 - 31 15.148 Sugthan 31 1 2 - 34 3.359
Panajan)
4  Sumurgayam (Padek, 165 2 7 - 174 2,610 Tenggulun 27 2 2 - 31 2.202
Sumuran, Gayam)
Sendangagung Payaman
(Sendangagung, (Sawu,
Sumuran, Gayam) Ringin,
5 48 1 2 - 51 5.663 Gayam, 147 9 5 - 161 11.773
Asem,
Palirangan,
Sejajar,
Bango)
6 Sendangduwur 24 - 1 - 25 1.625 Solokuro 32 1 3 - 36 3.361
Tunggul (Tunggul, Takerharjo
7 Genting) 47 2 - - 49 3.896 (Takerharjo, 59 6 5 - 70 5.935
Petiyin)
g  Kranji (Kranji, Terpanas, 51 2 4 ; 57 5.774 Banyubang 18 3 4 . 25 2609
Sidodadi)
18 1 1 20 1.232 Dagan 51 1 2 - 54 4.049
49 3 2 - 54 4700 Bluri 24 3 3 - 30 2.644
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11 Kemantren 54 - 3 - 57 3.987

Sidokelar (Sentol,
12 Perdoto, Klayar) 22 1 2 - 25 1.729

Tlogosandang
13 (Tlogosandang, Tlodorin 18 2 1 - 21 1.323

gin)
14  Paloh 12 - 1 - 13 1.331
15  Weru 39 - 2 - 41 5.093
17  Sidokumpul 24 - 1 - 25 2.241
18 Warulor 16 2 1 1 20 1.681

JUMLAH 860 24 45 1 930 78.791
1,06
Prosentase 1,10% 0,03% 0,057% 0,01% 1,18% o 0,07% 0,08% 0% 1,20%
0
Sumber:

Koordinator Statistik Kecamatan Paciran, Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun 2009,(Lamongan, Kantor Litbang dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), hal 41.

Koordinator Statistik Kecamatan Solokuro, Kecamatan Solokuro Dalam Angka Tahun 2009, (Lamongan, Kantor Litbang
dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), hal 42
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Dari data tersebut tampak bahwa pada tahun 2009, jumlah
pernikahan di kecamatan Paciran mencapai 860 (1,10% dari jumlah
penduduk Paciran), lebih besar daripada di kecamatan Solokuro yang
mencapai 458 (1,06% dari jumlah penduduk Solokuro). Sedangkan
tingkat perceraian (talak dan gugat) lebih tinggi di Kecamatan Solokuro
daripada di kecamatan Paciran. Di Paciran, angka pernikahan 860 dan
perceraian 69 (0,087%). Sedangkan di Solokuro, pernikahan hanya 458
dan perceraian 62 (0,15%).

Bahkan, data dari Pengadilan Agama kabupaten Lamongan
menunjukkan jika angka perceraian lebih tinggi24! pada tahun 2009 di
kecamatan Paciran yang terjadi 110 (0,14%) perceraian. Sedangkan di
kecamatan Solokuro terjadi 111 (0,26%) perceraian.

Jumlah tersebut berbalik pada tahun 2010. Dimana angka
perceraian di kecamatan Paciran lebih tinggi daripada di Solokuro. Di
kecamatan Paciran menjadi 129, sedangkan di Solokuro hanya 119.
Demikian halnya pada awal Januari hingga 14 April 2011, terdapat 35
perceraian di kecamatan Paciran dan 20 perceraian di Solokuro .

Tingginya angka perceraian di kecamatan Solokuro pada tahun
2009 tersebut di antaranya karena banyaknya istri yang ditinggal oleh
suaminya untuk bekerja ke luar negeri. Sedangkan pada tahun 2010 dan
2011, para suami yang bekerja ke luar negeri tidak sebanyak pada tahun
2009 karena persyaratan semakin ketat yang diterapkan oleh
pemerintah luar negeri (Malaysia). Para istri tersebut tidak memperoleh
nafaqoh secara rutin (lahir maupun batin oleh suaminya). Kalau
memeroleh, waktunya cukup lama bahkan lebih dari 2 tahun. Sedangkan
tingginya jumlah perceraian di kecamatan Paciran pada tahun 2010 dan
2011 hanya karena persoalan ekonomi. Misalnya menurunnya
penghasilan nelayan.

Sebagian besar perceraian tersebut atas permintaan istri. Menurut
informasi dari Ibu Kawali, SH, selaku ketua Pengadilan Agama kabupaten
Lamongan, mayoritas (sekitar 95%)242 perceraian karena istri tidak lagi
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mendapat pemenuhan kebutuhan ekonomi dari suaminya. Ada juga
secara ekonomi terpenuhi, namun tidak dalam kebutuhan “non-
ekonomi”.

B. Kondisi Keagamaan

Pada peta penyebaran Islam di awal Islamisasi Jawa, daerah
Paciran merupakan pos sentra penyebaran Islam di bagian utara
kabupaten Lamongan. Yaitu; Sunan Drajad (di sebelah timur Paciran,
tepatnya di desa Drajad-Paciran), dan Sunan Sendang Duwur (di sebelah
selatan Paciran, tepatnya di desa Sendang Duwur, Paciran). Sedangkan
daerah Solokuro merupakan kawasan pedalaman yang hanya menjadi
kawasan penyebaran Islam yang berasal dari Paciran.

Sekalipun demikian, dalam perkembangannya sekarang sekitar
100% penduduk kecamatan Solokuro beragama Islam (dari 43.459
penduduk). Sedangkan kecamatan Paciran ada 99,96% (dari 78.791
penduduk di tahun 2009, dan 80.579 di tahun 2010). Terdapatnya
penduduk non-muslim di kawasan Paciran ini merupakan pendatang,
karena mereka mengembangkan usaha. Terutama setelah Paciran
dijadikan kawasan perdagangan, pariwisata, dan industri.

Kondisi ini berbeda dengan kecamatan Solokuro yang tetap
menjadi kawasan pertanian. Sehingga, tidak ada pendatang. Semuanya
merupakan penduduk asli Solokuro. Kalau ada yang berasal dari luar
daerah dan kemudian bertempat tinggal di Solokuro, agamanya masih
sama-sama muslim. Karena, mereka menikah atau nyantri di salah satu
pesantren di Solokuro. Bukan karena mengembangkan usaha.

Keadaan penduduk Paciran pada bulan Desember 2009 berjumlah
78.791 jiwa yang terdiri dari 78.759 pemeluk Islam, 27 Protestan, 5
Katolik, serta Hindu dan Budha tidak ada. Kemudian pada bulan
Desember tahun 2010, jumlah penduduk menjadi 80.612 orang yang
terdiri dari 80.579 Islam, 28 Protestan, 5 Katolik sedangkan Hindu dan
Budha tidak ada. Sebagai perbandingan tahun 1996, penduduk Paciran
berjumlah 72.230 orang yang terdiri dari 72.207 Islam, 2 Protestan, 15
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Katolik, dan 6 Budha243. Berarti selama tiga belas tahun, jumlah
penduduk Paciran mengalami kenaikan 8.382 penduduk. Dimana yang
beragama Islam bertambah 8.372 penduduk, Protestan naik 26
penduduk, tapi justru Katolik mengalami penurunan 10 penduduk.
Bahkan Budha turun menjadi 0 penduduk dari semula 6 penduduk.

Bertambahnya penduduk yang beragama Protestan dan
berkurangnya penduduk Katolik dan Budha ini lebih disebabkan oleh
meninggal atau perpindahan penduduk tersebut dari dan ke wilayah
Kecamatan Paciran. Bukan karena perpindahan agama.

283 Data diperoleh dari kantor kecamatan Paciran pada bulan Desember 2010. Para penganut agama selain
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Tabel 5.3.
Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Agama
di Kecamatan Paciran dengan Solokuro Tahun 2009

KECAMATAN PACIRAN KECAMATAN SOLOKURO
No N . . Nama Desa . .
ama Desa dan Dusun Islam Protestan  Katolik  Hindu  Budha Islam Protestan  Katolik Hindu Budha
dan Dusun
Dadapan
1 Blimbing (Sidorejo, Qowah, 15.474 8 3 i i (Dadapan_, 4976 ) i ) )
Pedek, Semangu) Langgarejo,
Simanraya)
Kandangsemangkon Tebluru
2 (Dengok, Kandang) 5.270 3 - - - (Tebruru, 2.551 - - - -
! Ngulakan)
3 Paciran (Paciran, Jetak, 15139 7 2 - - Sugihan 3.359 . . . .
Panajan)
4 Sumurgayam (Padek, 2.610 - - - - Tenggulun 2.202 - - - -
Sumuran, Gayam)
Payaman
(Sawu,
Sendangagung g;nil::;
5 (Sendangagung, Sumuran, 5.663 - - = - Aszm ’ 11.773 - - - -
Gayam) Palirangan,
Sejajar,
Bango)
6  Sendangduwur 1.625 - - - - Solokuro 3.361 - -
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Takerharjo

7  Tunggul (Tunggul, Genting) 3.892 4 - - - (Takerharjo,  5.935 - - - -
Petiyin)
Kranji (Kranji, Terpanas, ) i i i ) i ) )
8 Sidodadi) 5.774 Banyubang 2.609
Drajad 1.232 - - - - Dagan 4.049 - - - -
10 Ban].arwatl (Sukowati, 4700 ) i i i Bluri 2 644 ) i i i
Banjaranyar)
11 Kemantren 3.982 5 - - -
12 Sidokelar (Sentol, Perdoto, 1.729 ) i i i
Klayar)
Tlogosandang
13 (Tlogosandang,Tlodoringin) 1.323 i i i i
14 Paloh 1.331 - - - -
15 Weru 5.093 - - - -
17 Sidokumpul 2.241 - - - -
18 Warulor 1.681 - - - -
JUMLAH 78.759 27 5 0 0 43.459 0 0 0 0
Prosentase 99,96 0,04 0,01 0 0 100 0 0 0 0
Sumber:

Koordinator Statistik Kecamatan Paciran, Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun 2009,(Lamongan, Kantor Litbang dan Badan Pusat
Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), 126.

Koordinator Statistik Kecamatan Solokuro, Kecamatan Solokuro Dalam Angka Tahun 2009, (Lamongan, Kantor Litbang dan Badan
Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), 123
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Baik di kawasan Paciran maupun di Solokuro hanya tersedia tempat ibadah kaum muslimin berupa masjid,
mushola, dan langgar. Tidak ada gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya. Ini terjadi di samping karena jumlah umat non-
muslim sangat kecil (di kawasan Paciran hanya 0,04%, dan Solokoro 0%), juga umat Islam di kawasan ini tidak
memperkenankan umat non-muslim untuk mendirikan tempat ibadah.

Tabel 5.4.
Perbandingan Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Paciran dengan Solokuro Tahun 2010
N KECAMATAN PACIRAN KECAMATAN SOLOKURO
0
Nama Desa dan Dusun Masjid  Musholla Langgar Lainnya Jumlah I;;Tgl?sejs Masjid  Musholla Langgar Lainnya Jumlah
Dadapan
1 Blimbing (Sidorejo, Qowah, 10 11 9 ) 30 (Dadapan., 4 19 ) ) 23
Pedek, Semangu) Langgarejo,
Simanraya)
Kandangsemangkon Tebluru
2 (Den of o da’i ) 4 16 5 - 25  (Tebruru, 3 11 - - 14
80K & Ngulakan)
3 FPaciran (Paciran, Jetak, 3 8 3 - 14 Sugihan 2 11 . . 13
Panajan)
4  Sumurgayam (Padek, 8 40 13 - 61  Tenggulun 3 10 - - 13
Sumuran, Gayam)
Payaman
(Sawu,
Sendangagung (R;;nilrr:]’
5 (Sendangagung, Sumuran, 6 31 4 = 41 AsZm ! 6 16 - - 22
Gayam) Palirangan,
Sejajar,
Bango)
6 Sendangduwur 1 9 4 - 14 Solokuro 1 11 -
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Takerharjo

7 Tunggul (Tunggul, Genting) 5 14 6 - 25 (Takerharjo, 3 15 - - 18
Petiyin)
Kranji (Kranji, Terpanas, ) ) )
8 Sidodadi) 4 24 4 32 Banyubang 2 17 19
9 Drajad 4 12 4 — 20 Dagan 1 9 - - 10
10 Banjarwati (Sukowati 3 18 5 - 26 Bluri 1 17 - - 18
Banjaranyar)
11 Kemantren 1 24 3 - 28
Sidokelar (Sentol, Perdoto,
12 Klayar) 3 4 3 - 10
Tlogosandang
13 (Tlogosandang,Tlodoringin) 2 7 3 ) 12
14  Paloh 1 3 3 - 7
15 Weru 2 8 3 - 13
17  Sidokumpul 1 3 3 - 7
18 Warulor 2 2 3 - 7
JUMLAH 60 234 78 0 372 26 136 0 0 162
Prosentase 16,13 62,91 20,97 0 16,05 83,95 0 0
Sumber:

Koordinator Statistik Kecamatan Paciran, Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun 2009,(Lamongan, Kantor Litbang dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), 40.

Koordinator Statistik Kecamatan Solokuro, Kecamatan Solokuro Dalam Angka Tahun 2009, (Lamongan, Kantor Litbang dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), 24
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Data tersebut menunjukkan bahwa umat Islam di kawasan Paciran
dan Solokuro memiliki sikap dan semangat keagamaan sangat tinggi. Di
setiap desa terdapat 1 masjid, bahkan ada yang lebih dari satu. Hampir
setiap gang memiliki mushola, bahkan ada yang memiliki langgar khusus
untuk mengaji Al Quran bagi anak-anak.

Bedanya, masjid dan mushala di kawasan Paciran setiap waktu
shalat wajib ramai dengan para jamaah. Sedangkan di kawasan Solokuro,
hanya ramai pada waktu shalat Maghrib, Isya’, dan Shubuh. Sedangkan
untuk shalat Dzuhur dan Ashar, sepi dari jamaah. Kondisi ini terjadi
mengingat masyarakat Solokuro banyak yang masih bekerja di sawah
pada siang hari. Mereka baru istirahat sore hari sehabis mengerjakan
sawahnya.

C. Kondisi Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat Paciran dan Solokuro sangat
berbeda. Masyarakat Paciran sebagian besar bekerja sebagai nelayan.
Sedangkan masyarakat Solokuro bekerja sebagai petani. Perbedaan
sektor pekerjaan ini dikarenakan letak geografis yang berbeda. Paciran
berada di kawasan pantai, sedangkan Solokuro di pedalaman.

Batas utara daerah Paciran merupakan laut, yakni laut Jawa yang
penuh dengan potensi alam. Potensi alam laut ini dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk mencari ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Walaupun
demikian, tidak semua penduduk Paciran bekerja sebagai nelayan.
Banyak di antara mereka bekerja sebagai petani.

Dilihat dari stratifikasi sosial-ekonominya, masyarakat Paciran
dapat dibedakan menjadi tiga golongan. Yakni; wong sugeh (orang kaya),
wong cukup (orang bercukupan), dan wong mlarat (orang miskin)244.

Golongan wong sugeh pada umumnya adalah para pedagang dan
pengusaha yang bermodal besar, para juragan nelayan, atau mereka

24 |stilah wong mlarat, wong cukup dan wong sugeh saya pakai bermula dari ungkapan seorang nenek
penjual rujak di Tanjung Kodok (sekarang Wisata Bahari Lamongan) yang menyebut dirinya sebagai
wong mlarat (wawancara, 9 Juni 1996), ketika sedang berbincang-bincang dengan nenek peminta di
makam Sunan Drajad menyebut istilah wong mlarat dan wong sugeh (wawancara, 10 Juni 1996)
kemudlan ketika saya konflrma3|kan dengan Prof Dr. H. Syaflq A Mughnl MA. menyat_ v
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yang memunyai lahan yang luasnya sekitar tiga hektare baik berupa
tanah ladang, sawah, atau kebun kelapa maupun siwalan. Mereka dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari mengambil dari hasil dagang, setoran
para nelayan, atau panen dari tanah yang dimiliki sendiri atau membeli
dari orang lain. Untuk membayar tenaga kerja, membeli perahu,
peralatan nelayan, alat pertanian, serta menyuplai segala kebutuhan,
mereka mengambil sebagian dari uang simpanan hasil perdagangan,
nelayan, atau pertanian. Rata-rata dari golongan wong sugeh ini
memunyai pekerja atau pembantu, sehingga pengeluaran mereka besar.
Sekalipun begitu, bagaimana pun juga mereka harus bisa menyimpan
sebagian dari hasil dagang, setoran para nelayan, atau pertanian untuk
kebutuhan mendatang.

Golongan wong cukup biasanya terdiri dari para pedagang dan
pengusaha yang bermodal tidak begitu besar. Mereka peternak, pejagal
kambing (penyembelih kambing yang kemudian dijual secara eceran),
atau mereka yang memunyai tanah tidak luas sekitar satu hektare ke
bawah. Untuk menggarap pertanian, mereka bekerja sendiri atau
membayar pekerja dari uang simpanan hasil usaha istrinya.

Para istri mereka ikut membantu mencari nafkah. Di antaranya
sebagai pengrajin baik kemasan, batik, membordir kerudung, membuat
jumrek (makanan khas Paciran) dan jenang ketan yang disalurkan
kepada para penjual, atau sebagai pedagang eceran yang memiliki
tempat secara tetap dan permanen. Berupa pakaian, makanan dan
minuman, kebutuhan pokok sehari-hari, dan sebagainya. Hasil usaha
ibu-ibu ini relatif lumayan untuk bisa membantu suaminya dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Golongan wong mlarat adalah mereka yang hanya memiliki
tempat tinggal, bahkan ada yang tidak memiliki tanah. Untuk tinggal,
adakalanya mereka menempati tanah milik seseorang dari golongan
wong sugeh dengan imbalan kesediaan membantu pekerjaan. Dalam
memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja sebagai buruh di golongan
wong sugeh maupun wong cukup. Banyak dari mereka pergi ke luar
desanya mencari penghldupan yang lebih layak Mlsalnya ikut berlayar
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dan jasa transpotasi. Bahkan, ada pula yang rela meninggalkan
keluarganya bertahun-tahun sebagai buruh di luar negeri. Misalnya di
Malaysia, Singapura dan Saudi Arabia, guna memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian besar isteri mereka juga turut mencari nafkah sebagai
buruh tani atau pedagang informal dengan modal yang sangat kecil.
Begitu pula anak mereka yang masih kecil sudah diajari bekerja
membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu-ibu
ini dalam berjualan tidak memiliki tempat secara permanen. Mereka
selalu berpindah-pindah tempat, kadang-kadang pergi jauh untuk
menjual barang dagangannya yang bernilai beberapa rupiah saja.
Misalnya ikan laut, buah siwalan dan sawo, minuman es degan dan dawet
siwalan, jumlek, dan lain-lain.

Para kiai di daerah ini termasuk golongan orang kaya. Mereka
memiliki tanah pertanian yang cukup luas, atau menjadi pedagang.
Bahkan, ada yang memiliki peralatan berat yang disewakan (blego),
perusahaan dolomit, pengolahan mengkudu menjadi obat, atau usaha
rumah makan di Malaysia bernama KH. Abdul Ghafur, sesuai dengan
nama pengasuh pesantren Sunan Drajad.

Untuk mengerjakan sawah tersebut, kiai memiliki tenaga kerja
(buruh tani). Ada yang berasal dari penduduk setempat, ada pula yang
berasal dari santri yang mengabdi pada kiai dengan imbalan mendapat
pendidikan dan biaya hidup selama di pesantren. Begitu pula tenaga
kerja di perusahaan dolomit, pengolahan mengkudu, dan rumah makan
tersebut. Semuanya dari santri yang dianggap cakap setelah mendapat
pendidikan dari pesantren. Hasil yang diperoleh dari pertanian,
perdagangan, dan perusahaan, tidak hanya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarga kiai, tetapi juga pembangunan dan
pengembangan pesantren.

Bagi golongan wong mlarat yang mengadu nasib ke luar negeri,
banyak di antara mereka ketika pulang membawa rizki yang melimpah.
Sehingga, dapat memperbaiki taraf hidupnya menjadi wong cukup,
bahkan wong sugeh. Tetapi, ada pula yang tidak bernasib baik dan tetap
menjadi wong mlarat. Adanya perbaikan taraf hidup bagi golongan w.

)
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mlarat inilah yang membawa daya tarik tersendiri bagi golongan
lainnya. Sehingga, banyak di antara mereka yang tertarik untuk ikut
mengadu nasib ke luar negeri dengan meninggalkan istri dan anaknya.

Mereka memandang, bekerja adalah berjihad asalkan hasil yang
diperoleh betul-betul digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga. Karena itulah para isteri rela ditinggalkan oleh suaminya
bertahun-tahun, dengan harapan agar taraf hidupnya menjadi lebih baik
dan pendidikan anak-anaknya bisa berhasil dengan baik. Berbeda
dengan masyarakat Solokuro, mengingat kawasanya merupakan
dataran sawah dan tegalan, maka sebagian besar masyarakatnya
menjadi petani sawah dan ladang. Kehidupan sehari-hari bergantung
pada hasil pertanian. Bila musim hujan, masyarakat menanam padi. Tapi
bila musim kemarau, mereka menanam biji-bijian seperti kedelai,
kacang tanah, kacang panjang, dan ketela pohon (menyok).

Masyarakat Solokuro juga mengenal stratifikasi sosial ekonomi,
yakni wong sugeh (orang kaya), wong cukup (orang bercukupan), dan
wong mlarat (orang miskin). Hanya saja, pembedaannya hanya
didasarkan pada pemilikan luas lahan sawah. Karena hasil pertanian
tidak bisa dijadikan andalan utama, sehingga banyak di antara
masyarakat yang pergi ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk
bekerja. Baik dari kalangan wong mlarat maupun wong cukup.
Akibatnya, sulit menemukan “preman” (pekerja sawah) dan ongkos
"preman” menjadi mahal. Inilah yang menyebabkan kemudian terjadi
dinamika ekonomi maupun sosial di masyarakat Solokuro. Banyak dari
kalangan wong mlarat dan cukup yang kemudian menjadi wong sugeh.
Sebaliknya tidak sedikit wong sugeh kemudian menjadi wong mlarat
karena sawahnya dibeli oleh orang yang dulunya mlarat.

D. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Masyarakat Paciran dan Solokuro merupakan miniatur
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Karena, memang di setiap desa
terdapat dua organisasi keagamaan tersebut. Masing-masing desa
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terdapat pengurus ranting Muhammadiyah24> dan Nahdaltul Ulama
beserta anggota, organisasi otonom, dan amal usahanya.

Sebagian besar amal usaha Muhammadiyah246 dan Nahdlatul
Ulama di setiap ranting berupa lembaga pendidikan pra-sekolah
(bustanul athfal yang dikelola oleh pimpinan ranting Aisyiyah, dan
raudlatul athfal yang dikelola oleh pimpinan ranting Fatayat), dan
pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah yang dikelola
oleh pimpinan ranting Muhammadiyah, dan madrasah ibtidaiyah Ma’arif
yang dikelola oleh pimpinan ranting Nahdlatul Ulama. Atau, ada kalanya
madrasah yang dikelola oleh individu tokoh Nahdlatul Ulama). Ada juga
madrasah tsanawiyah, SMP, madrasah aliyah, SMA, SMK, bahkan
perguruan tinggi. Untuk mengenal lembaga pendidikan Muhammadiyah
lebih mudah bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan Nahdlatul
Ulama. Karena, masing-masing lembaga pendidikan Muhammadiyah
mencantumkan nama Muhammadiyah (atau Aisyiyah untuk Play Group
dan TK). Sedangkan lembaga pendidikan NU tidak demikian. Ada
lembaga pendidikan NU yang menggunakan nama Ma'arif, ada juga nama
kiai, yayasan, bahkan nama pesantren. Masyarakat baru bisa mengenali
lembaga tersebut melalui ideologi yang dikembangkan. Bukan nama
yang dipakai.

245 Di Jawa Timur terdapat 494 Cabang Muhammadiyah dan 2.843 Ranting Muhammadiyah. Cabang dan
Ranting terbanyak berada di Kabupaten Lamongan, yakni 5,47% (27) Cabang Muhammadiyah dan 12%
(341) Ranting Muhammadiyah. Dari jumlah 341 Ranting Muhammadiyah tersebut, 6,16% (21) Ranting
Muhammadiyah terdapat di Kecamatan Paciran, yakni di Desa Weru, Sidokumpul, Tlogosandang,
Banjarwati, Kranji, Sidodadi, Tunggul, Sendang Agung, Tepanas, Blimbing, Kandangsemangkon,
Sumurgayam, Sidokelar, Paciran, Dengok, Sumuran, Kemantren, Paloh, Drajad, Sendangduwur dan
Warulor. Sedangkan di Kecamatan Solokuro terdapat 3,23% (11) Ranting Muhammadiyah, yakni di desa
Payaman, Palirangan, Solokuro, Sugihan, Tebluru, Dadapan, Takerharjo, Bluri, Bango, Tenggulun, dan
Banyubang. Tim PWM Jatim, Memacu Semangat Dakwah Menuju Peradaban Utama: Panduan Muswil
XIV, Laporan PWM Jatim, Draf Program dan Rekomendasi, (Surabaya: Hikmah Press, Oktober 2010),
110-111, 129-130,135

246 pada tahun 2010, Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki 2.279 Amal Usaha, meliputi 101 Amal Usaha
Kesehatan ( terdiri dari 72 Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak berjumlah
dan 29 Rumah Sakit), 74 Panti Asuhan Yatim, 321 Play Group, 819 Taman Kanak-Kanak dan 964
lembaga pendidikan Dasar hingga pendidikan tinggi. Sebagian besar amal usaha juga berada di
Kabupaten Lamongan, yakni 13,89% (10) BP/RB/BKIA, 6,90% (2) Rumah Sakit, 5,41% (4) Panti Asuhan,
28,35% (91), 16,12% (132) dan 22,10% (213) lembaga pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggdiii
PWM Jatim, Memacu...., 110-111 B &8
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Tabel 5.5.

Perbandingan Jumlah Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta di Kecamatan Paciran dengan Solokuro

KECAMATAN PACIRAN KECAMATAN SOLOKURO
Nama Desa PAR[L[}QAK/ SD/MI SMP/M.Ts SMA/MA/SMK PT Pesantren Jumlah Nama Desa TKéiA/ SD/MI SMP/M.Ts SMA/MA/SMK PT ?;3? Jumlah
N S N S N S N S N S
Blimbing ?S:;;a:n
1 (Sidorejo, Qowah, 23 5 3 - 2 - 1 - - 34 L pan, 2 1 4 - 2 1 2 12
anggarejo,
Pedek, Semangu) .
Simanraya)
Kandangsemangk Tebluru
2 on (Dengok, 16 1 3 - 2 1 1 - - 24 (Tebruru, 2 2 2 - 2 - - - 8
Kandang) Ngulakan)
Paciran (Paciran, .
3 Jetak, Panajan) 37 2 6 1 5 7 2 4 64 Sugihan 1 1 2 2 1 7
Sumurgayam
4 (Padek, Sumuran, 7 - 3 - - - - - - 10 Tenggulun 3 1 1 - 1 - - 2 8
Gayam)
Payaman
(Sawu,
Sendangagung ggnil:]'
5 (Sendangagung, 8 1 2 - 2 - 2 - 3 18 A yam, 7 1 8 1 5 7 6 35
Sumuran, Gayam) Sem,
Palirangan,
Sejajar,
Bango)
6 Sendangduwur 3 - 1 - 1 - 1 - il 74 Solokuro 3 1 2 - 5 - - 1 12
Tunggul Takerharjo
7 (Tunggul, 5 1 2 - 1 - il - 1 11 (Takerharj 4 1 3 - 2 1 - - 11
Genting) o, Petiyin)
Kranji (Kranji,
8 Terpanas, 11 3 3 - 2 - 2 1 2 24 Banyubang 2 1 1 - 1 1 - - 6
Sidodadi)
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9 Drajad 10 - 1 - - - - 1 - 12 Dagan 2 1 1 - 1 1 - - 6
1 Banjarwati
0 (Sukowati, 14 1 3 1 1 - 4 - 3 27 Bluri 2 1 1 - 1 - - - 5
Banjaranyar)
1 Kemantren 2 1 1 - 1 - 1 - - 6
1 Sidokelar (Sentol,
2 Perdoto, Klayar) 4 1 2 1 8
1 Tlogosandang
3 (Tlogosandang, Tl 5 1 1 - 1 - - - - 8
odoringin)
1 Paloh 2 - 1 - 1 - - - - 4
4
é Weru 5 2 2 - 2 - 2 - 1 14
; Sidokumpul 4 1 1 - - - - - - 6
é Warulor 5 - 2 - 2 - - - - 9
161 (2) 3 2 24 1 22 4 15 286 30 11 25 1 22 11 0 12 112
Sumber:

Koordinator Statistik Kecamatan Paciran, Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun 2009,(Lamongan, Kantor Litbang dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), 28,29,39.
Koordinator Statistik Kecamatan Solokuro, Kecamatan Solokuro Dalam Angka Tahun 2009, (Lamongan, Kantor Litbang
dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan: Oktober 2010), 25, 26

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan swasta di kecamatan Paciran lebih besar daripada
lembaga pendidikan negeri (dari 286 lembaga, 263 merupakan lembaga pendidikan swasta dan hanya 23 negeri).

Dari 263 lembaga pendidikan swasta tersebut, 153 merupakan lembaga pendidikan yang dikelola oleh
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Muhammadiyah 87 lembaga dan Nahdlatul Ulama 66 lembaga). E

198 ¢ Dr. Isa Anshori, Drs., M.Si



Demikian halnya di Kecamatan Solokuro, dari 112 lembaga pendidikan, 100 merupakan lembaga pendidikan swasta
dan hanya 12 lembaga pendidikan negeri. Dari 112 lembaga pendidikan swasta tersebut, 83 merupakan lembaga
pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah memiliki 33 lembaga pendidikan
dan Nahdlatul Ulama 50 lembaga pendidikan. Data ini menunjukkan peran organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama di dua kecamatan tersebut sangat besar.
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Tabel 5.6.
Perbandingan Jumlah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Paciran

KECAMATAN PACIRAN
No Nama
Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Desa Nama Desa
MD NU MD NU MD NU MD NU MD NU MD NU MD NU MD NU

1 Blimbing (Sidorejo, Qowah, 2 ) 2 i 1 ) 1 ) i ) i . 6 0 6 100 0
Pedek, Semangu)

,  Kandangsemangkon 4 1 2 1 1 ; ; : ; ; ; ; 7 2 9 77,78 22,23
(Dengok, Kandang)

3 Paciran (Paciran, Jetak, 10 2 4 2 4 2 5 3 2 . 3 1 28 10 38 7369 2632
Panajan)

4  Sumurgayam (Padek, 4 1 2 1 ; ; ;